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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga 

buku kolaborasi dalam bentuk buku dapat 

dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. 

Buku ini disusun oleh sejumlah dosen dan praktisi 

sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini 

diharapkan dapat hadir dan memberi kontribusi positif 

dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan 

“Gender, Kesehatan Seksual, dan Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi”, buku ini memberikan nuansa berbeda yang 

saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, 

bukan hanya dari segi konsep yang tertuang dengan 

detail, melainkan contoh yang sesuai dan mudah 

dipahami terkait Gender, Kesehatan Seksual, dan 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi. 

Sistematika buku ini dengan judul “Gender, Kesehatan 

Seksual, dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi”, 

mengacu pada konsep dan pembahasan hal yang terkait. 

Buku ini terdiri atas 12 bab yang dijelaskan secara rinci 

dalam pembahasan antara lain mengenai Ketimpangan, 

Bias, dan Diskriminasi Gender; Pengarusutamaan 

Gender; Isu Gender di Masa Anak-Anak; Isu Gender 

pada Anak Perempuan dan Isu Terkini; Isu Gender pada 

Masa Remaja; Isu Gender pada Masa Dewasa; Isu 

Gender di Masa Lansia; Analisis Gender dan 

Perencanaan Program Berbasis Gender; Paket Pelayanan 

Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE); Pelayanan 

Kesehatan Reproduksi Komprehensi; Pelayanan 

Kesehatan Seksual Reproduksi; serta Etika Pelayanan 

dalam Kesehatan Reproduksi. 
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Buku ini memberikan nuansa yang berbeda dengan 

buku lainnya, karena membahas berbagai Gender, 

Kesehatan Seksual, dan Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi sesuai dengan update keilmuan. Akhirnya 

kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah mendukung dalam 

proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara 

khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai 

inisiator buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca sekalian. 

 

 

Bandung, April 2024 

Editor  
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1 
KETIMPANGAN, BIAS DAN 

DISKRIMINASI GENDER 

Bdn. Hindun Rahim, S.T.Keb., M.Keb. 

Universitas Muhammadiyah Manado 

Berbicara Gender hingga saat ini masih menjadi topik 

yang menarik untuk dibahas. Gender terdiri atas 

serangkaian perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 

Secara biologis, laki-laki dan perempuan dibedakan 

berdasarkan typical dengan adanya kromosom Y pada sel 

pria, yang tidak ada pada sel wanita. Sedangkan pada 

tingkat sosial terdapat perdebatan dengan perluasan ke 

arah mana perbedaan secara biologis sebagai pembeda 

penting pada peran gender dan identitas gender secara 

social, yang didefinisikan sebagai suatu hasil konsepsi 

diri individual sebagai laki-laki dan perempuan yang 

dibedakan dari seksual secara biologis actual 

(Noorkasiani, et al 2021). 

Negara Indonesia dengan keanekaragaman culture setiap 

daerah menjadikannya variative dalam 

mengimplementasikan kebiasaan setiap keluarga dari 

perilaku keseharian termasuk dalam hal kesehatan. Hal 

ini tercermin dengan adanya aturan-aturan masyarakat 

(norma social) yang diterapkan pada anggota masyarakat  

berdasarkan jenis kelamin dan usianya, dengan adanya 

perbedaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang 

dibebankan pada laki-laki dan perempuan, dewasa atau 

anak (Lisnawati, 2021). 
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Hubie menyatakan bahwa gender meliputi: 

1. Perbedaan karakter, perilaku, harapan berdasar jenis 

kelamin  

2. Perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap 

antara jenis kelamin, 

3. Perbedaan konsep penempatan jenis kelamin pada 

identitas diri dan pandangan orang lain  

4. Pembedaan peran perempuan dan laki-laki dalam 

bentuk nyata menurut adat istiadat/ budaya local 

(Stefanie et al., 2022). 

Ketimpangan Gender 

Ketimpangan gender dalam bahasa Indonesia terwujud 

dalam nama penanda status keluarga atau perkawinan. 

Sejak lahir, manusia sudah dikotak-kotakkan ke dalam 

gender laki-laki dan perempuan. Setiap anak harus 

tunduk pada orangtuanya, untuk melanggengkan 

eksistensi keluarga, pada beberapa suku, etnis dan 

kelompok social terdapat adat dimana mencantumkan 

nama ayah dan bukan nama ibu di belakang nama anak. 

Jikapun pada komunitas yang tidak mengenal adat itu, 

saat dewasa yang dipilih menjadi nama tambahan adalah 

nama ayah dan bukan ibu. Demikian halnya ketika 

perempuan telah berumahtangga, laki-laki dan 

perempuan nasibnya tidaklah sama, seorang perempuan 

yang telah menjadi istri yang lazim menambahi namanya 

dengan nama suaminya, dan bukan sebaliknnya (Jaeni, 

2013). 

Ketimpangan Gender (Gender inequality) menjadi 

masalah klasik yang terjadi di seluruh dunia, terutama 

di negara berkembang seperti Indonesia. Gender tidak 

sama dengan kodrat. Gender adalah perbedaan peran, 

kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja 

antara laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas 
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berdasarkan norma masyarakat (Puspita Sari, 2021). 

Secara kodrat laki-laki dan perempuan memang berbeda, 

namun penting diperhatikan konstruksi social terhadap 

laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender 

menimbulkan persoalan ketika muncul proses 

objektivitasi subjek dan memicu persoalan seputar 

kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, 

pemerkosaan, dan aneka persoalan diskriminasi (Willem, 

2023). 

Kesenjangan gender di kehidupan public merupakan 

sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh 

masyarakat dunia. Penyebab terjadinya ketimpangan 

Gender yaitu: 

1. Beban Ganda (Double Burden) 

Mengerjakan tanggung jawab yang berlebihan, yang 

seharusnya bisa membagi tugas antara laki-laki dan 

perempuan. Contoh; Jika seorang perempuan bisa 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan juga bisa 

bekerja diluar rumah, pada waktu yang sama suami 

hanya bekerja tanpa melakukan pekerjaan rumah 

tangga yang biasanya dilakukan oleh istri 

2. Peminggiran (Marginalisasi) 

Perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam bidang 

atau wilayah kerja tertentu karena stereotip tertentu 

yang disosialisasikan dengan perempuan 

(perempuan adalah pribadi yang lemah, terlalu 

sensitif dan cengeng) dan juga karena aktivitas 

reproduksi perempuan dipandang sebagai hambatan 

untuk bekerja (jika perempuan sedang menstruasi, 

hamil dan menyusui) 

3. Pelabelan (Stereotype) 

Pelabelan terkait dengan gender dan tugas serta 

perannya yang tidak mendukung kebenaran mutlak. 
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a. Tugas utama perempuan adalah memasak, 

mencuci, mengasuh anak dan pekerjaan rumah 

tangga lainnya. Pekerjaan utama laki-laki adalah 

mencari nafkah 

b. Perempuan lemah, cengeng, sensitive, sedangkan 

laki-laki tidak boleh menangis, kuat, tidak 

berperasaan, kasar dan berantakan.  

4. Diskriminasi 

Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, 

agama atau ras 

a. Perempuan; tidak perlu bependidikan tinggi, 

harus bisa memasak, mengurus rumah, merawat 

anak-anak 

b. Laki-laki; berpendidikan, mereka harus bekerja 

di luar rumah, mencari nafkah (Stefanie et al., 

2022). 

Ketimpangan gender yang terjadi dapat menimbulkan 

berbagai macam dampak negative bagi perempuan. 

Dampak yang dapat terjadi diantaranya potensi 

perempuan untuk melakukan hal-hal produktif menjadi 

terbatas atau berkurang, marginalisasi dan pengucilan 

perempuan, serta kondisi psikologis dan ekonomi bagi 

perempuan menjadi menurun. Ketimpangan gender telah 

menjadi isu global yang berusaha untuk di atasi oleh 

berbagai negara (Larashati, 2022). 

Bias dan Diskrimanasi Gender 

Bias gender merupakan prasangka atau kontruksi social 

yang berusaha mendudukan perempuan dalam sosok 

tradisional, lebih lemah jika dibandingkan dengan pria, 

hanya menjadi sebuah objek dan komoditas, dan juga 

cenderung dieksploitasi atas potensi fisiknya saja dengan 

cara harus tampil menawan. Sedangkan laki-laki 
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digambarkan sebagai sosok yang lebih kuat, agresif, 

jantan, perkasa, dominan, pandai dan berkuasa (Satriavi 

et al.,  2022). 

Bias gender yang tersirat dalam masyarakat 

menggambarkan perempuan sebagai pengikut bukan 

pemipimpin. Bias gender yang tersirat tidak hanya 

terjadi secara eksternal namun juga terjadi secara 

mandiri. Sejak masa kanak-kanak, perempuan telah 

dididik untuk mengambil sifat-sifat yang kurang asertif, 

tidak egois, dan mengasuh yang dianggap sebagai gaya 

perilaku “protektif”. Meskipun ada banyak gaya 

kepemimpinan, misalnya pemimpin prototipikal adalah 

pemimpin yang memiliki sikap percaya diri dan 

bertindak tegas. Ciri-ciri ini paling erat kaitannya dengan 

maskulinitas dan gaya perilaku akuisis. Bias ini 

menimbulkan ancaman identitas bagi perempuan karena 

merendahkan gaya perilaku “protektif”. Ketiga gaya 

protektif diterapkan, perempuan akan lebih disukai, 

namun tidak dihormati dan dianggap tidak cocok 

menjadi pemimpin karena persepsi ini (Zeelie, 2020). 

Perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan 

laki-laki ditentukan secara social. Gender berhubungan 

dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang 

diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang 

dibentuk masyarakat bukan karena biologisnya 

(Rusmini, 2021). 

Terkadang masih sulit membedakan mana yang 

berbicara persoalan jenis kelamin dan gender. Sehingga 

badan Pemberdayaan Masyarakat, menyebutkan 

perbedaan antara gender dan jenis kelamin sebagiamana 

tertera pada tabel dibawah ini: 
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Seks Gender 

Tidak dapat berubah, contohnya 
alat kelamin laki-laki dan 

perempuan  

Dapat berubah, contohnya; 
peran dalam kegiatan sehari-

hari, seperti banyak perempuan 
menjadi juru masak jika di 

rumah, tetapi jika di restoran 
juru masak lebih banyak laki-

laki 

Tidak dapat dipertukarkan, 
contohnya jakun pada laki-laki 
dan payudara pada perempuan 

Dapat dipertukarkan 

Berlaku sepanjang masa, 
contohnya; status sebagai laki-laki 

atau perempuan 

Tergantung budaya dan 
kebiasaan, contohnya: di Jawa 

pada jaman penjajahan Belanda 
kaum perempuan tidak 

memperoleh hak pendidikan. 

Setelah Indonesia merdeka 
perempuan mempunyai 
kebebasan mengikuti 

pendidikan. 

Berlaku dimana saja, contohnya; 
di rumah, di kantor dan 

dimanapun berada, seorang laki-
laki atau perempuan tetap laki-

laki dan perempuan. 

Tergantung budaya setempat, 
contohnya; pembatalan 

kesempatan di bidang pekerjaan 
terhadap perempuan 

dikarenakan budaya setempat 
antara lain diutamakan untuk 

menjadi perawat, guru TK, 
pengasuh anak 

Merupakan kodrat Tuhan, 
contohnya; laki-laki mempunyai 

ciri-ciri utama yang berbeda 
dengan ciri-ciri utama perempuan 

yaitu jakun  

Bukan merupakan budaya 
setempat, contohnya; 

pengaturan jumlah anak dalam 
satu keluarga 

Ciptaan Tuhan, contohnya; 

perempuan bisa haid, hamil, 
melahirkan dan menyusui sedang 

laki-laki tidak 

Buatan manusia, contohnya 

laki-laki dan perempuan berhak 
menjadi calon ketua RT, RW dan 

kepala desa bahkan presiden 
(Rusmini, 2021). 

 



 

 

  

 

7 
 

Diskriminasi Gender 

Ketika adanya bias gender, tentu ini akan berdampak 

pada adanya diksriminasi gender. Diskrminasi gender 

adalah ketidakadilan gender yang diakibatkan adanya 

sistem (struktur) social dimana salah satu jenis kelamin 

menjadi korban, baik itu laki-laki atau perempuan. Hal 

ini disebabkan adanya keyakinan dan pembenaran yang 

ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam 

berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah 

pihak, walaupun kehidupan sehari-hari banyak dialami 

oleh perempuan  (Sibagariang. Ellya, 2021). 

Menurut Rusmini, (2021) diskriminasi gender 

merupakan suatu perlakuan terhadap individu secara 

berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, 

umur atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga 

terjadi dalam peran gender, akibat pelekatan sifat-sifat 

gender tersebut, menimbulkan masalah ketidakadilan 

gender. 

Diskriminasi gender muncul karena sebagian besar 

perempuan dilecehkan atau direndahkan oleh tradisi 

patriarki yang dominan, sehingga terjadi ketidaksetaraan 

gender, yang bersumber dari keyakinan gender. Terjadi 

karena adanya keyakinan dan pembenaran yang 

ditanamkan sepanjang peradaban manusia yang hadir 

dalam berbagai bentuk (Studi et al., 2023). 

Diksriminasi merupakan bentuk sikap dan perilaku yang 

melanggar hak asasi manusia. Sikap dan perilaku yang 

termasuk dalam tindakan diskriminatif meliputi 

pelecehan, pembatasan, atau pengucilan terhadap 

individu dengan faktor ras, agama, ataupun gender 

sebagai dasarnya. Perlakuan diskriminatif pada 

perempuan merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan 

gender serta patriarkis yang masih membudaya. Jika 

dipandang dari perspektif hak asasi manusia, 



 

 

  

 

8 
 

diskriminasi tersebut melanggar hak asasi manusia, dan 

melanggar hak asasi perempuan jika itu dilakukan pada 

perempuan. Sehingga pemberdayaan pada perempuan 

dibutuhkan agar perempuan dapat memperjuangkan apa 

yang menjadi haknya (Willem, 2023). 

Bentuk-bentuk diskriminasi gender: 

1. Marginalisasi (Peminggiran) 

Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. 

Contohnya; banyak perempuan hanya mendapatkan 

pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi 

gaji, jaminan kerja, ataupun status dari pekerjaan 

yang didapat. Penyebabnya karena kurangnya 

perempuan yang mendapatkan peluang untuk 

menempuh pendidikan. Marginalisasi ini dapat 

terjadi di rumah, tempat kerja, Masyarakat, bahkan 

oleh negara yang bersumber kayakinan, 

tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun 

asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi) 

2. Subordinasi (Penomorduaan) 

Menganggap bahwa perempuan lemah, tidak mampu 

memimpin, dan hal lainnya yang mengakibatkan 

perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki 

3. Stereotip (citra buruk) 

Pandangan buruk terhadap perempuan, misalnya 

perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, 

jalang dan berbagai sebutan lainnya. 

4. Violence (kekerasan) 

Serangan fisik dan psikis. Perempuan paling rentang 

mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan 

marginalisasi, subordinasi maupun streotipe. 

Perkosaan, pelecehan seksual ataupun perampokan 

contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.  
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5. Beban kerja berlebihan 

Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat 

dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan 

selain melayani suami, hamil, melahirkan, 

menyusui, juga harus menjaga rumah, terkadang 

perempuan juga harus mencari nafkah. Dimana hal 

tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan 

tanggung jawab sebagai seorang perempuan 

(Sibagariang. Ellya, 2021). 

Jenis-jenis diskriminasi gender 

1. Streotype (pembakuan, seperti nilai baku, peran 

baku dan citra baku) 

Ketidakadilan gender berupa pelebelan terhadap 

jenis kelamin. Standar penilaian terhadap perilaku 

perempuan dan laki-laki yang berbeda, dimana lebih 

banyak meruginkan perempuan. 

Contoh: kaum laki-laki adalah pencari nafkah utama 

untuk keluarga mengakibatkan apa saja yang 

dihasilkan oleh kaum perempuan adalah sambilan, 

sehingga kurang dihargai 

2. Subordinasi (pembawahan dalam hal status, 

kedudukan, fungsi, peran, hal dan kewajiban, 

hukum) 

Keyakinan yang menganggap bahwa salah satu jenis 

kelamin lebih penting. Anggapan bahwa perempuan 

itu irrasional dan emosional menjadikan perempuan 

tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan berakibat 

perempuan tidak bisa menempati posisi penting. 

Contoh: pada jaman dulu laki-laki dan perempuan 

tidak punya hak yang sama untuk sekolah, 

dikarenakan laki-laki kelak akan bekerja dan 

perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. 
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3. Marginalisasi (tersingkir dari arus utama dalam hal 

ekonomi, pendidikan, media, kesehatan, social dan 

politik) 

Proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan 

yang mengakibatkan kemiskinan. Contoh: proses 

feminisme atau segregasi, pemusatan perempuan 

pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), 

perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis 

kerja tertentu sehingga berakibat kemiskinan. 

4. Beban ganda (pembebanan yang berlipat ganda) 

Beban keja yang harus dijalankan oleh salah satu 

jenis kelamin berlipat. 

Misalkan: seorang perempuan yang bekerja dan 

menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah 

tangga dan seorang laki-laki yang sudah bekerja 

sampai petang tetapi juga harus melaksanakan 

siskamling. 

5. Kekerasan (fisik, psikis dan ekonomi) 

Kata kekerasan yang merupakan terjemahan dari 

violence, artinya suatu serangan terhadap fisik 

maupun integritas mental, psikologi seseorang. 

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik 

seperti, perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan 

tetapi juga berupa nonfisik seperti pelecehan 

seksual, ancaman dan paksaan 

6. Pelaku kekerasan terhadap gender bisa terjadi di 

dalam rumah tangga, di tempat umum dan di 

Masyarakat. 

Contoh: seorang istri yang mencela kemampuan 

seksual atau kegagalan karier suami (Rusmini, 

2021). 
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Ketimpangan, Bias dan Diskriminasi Gender dalam 

Pendidikan 

Bias dan diskriminasi gender juga bisa terjadi di dunia 

akademisi dan kesehatan. Bias terhadap perempuan di 

dunia akademisi masih merupakan fenomena yang 

terdokumentasi dan mempunyai konsekuensi yang 

merugikan, tidak hanya bagi perempuan namun juga 

bagi kualitas ilmu pengetahuan.  

Bias gender di dunia akademis berdampak pada ilmuwan 

perempuan, yang mengakibatkan rendahnya 

keterwakilan perempuan di dunia akademisi, khususnya 

pada kalangan yang lebih tinggi. Meskipun kebijakan 

kesetaraan gender telah diterapkan di dunia akademis 

dan masyarakat, namun peluang perempuan untuk 

meraih jabatan professor hampir tidak meningkat selama 

20 tahun terakhir. Perempuan juga dibayar lebih rendah 

dibandingkan laki-laki. Dalam sebuah penelitian yang 

membandingkan pola promosi, ditemukan bahwa 

meskipun produktivitas antara laki-laki dan perempuan 

untuk menggapai professor sama, namun laki-laki masih 

lebih mungkin untuk dipromosikan menjadi professor 

penuh.  Sehingga, kesenjangan gender di dunia 

akademik disebabkan oleh persepsi kurangnya 

kesesuaian antara peran ilmiah dan menjadi seorang 

perempuan (Cislak et al., 2018). 

Di dunia kesehatan kejadian diskriminasi gender juga 

terjadi. Merencanakan karir di dunia kedokteran bagi 

perempuan merupakan suatu tantangan, bahkan 

memerlukan pengorbanan yang harus terencana secara 

professional maupun dalam kehidupan pribadinya. 

Menjadi suatu tekanan bagi perempuan untuk bisa 

unggul dalam bidang yang biasanya kurang terwakili 

oleh perempuan. Misalnya seorang dokter spesialis 

bedah, meskipun bekerja persis sama dengan yang 

dilakukan dokter bedah laki-laki, sambil 
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menyeimbangkan kehidupan professional dan keluarga, 

perempuan menghadapi diskriminasi gender diberbagai 

tingkat karir bedah mulai dari residensi, posisi 

akademis, hingga gaji. Diskriminasi gender dapat terjadi 

dalam bentuk peluang bedah yang tidak setara, 

kurangnya rasa hormat dari rekan kerja, perbedaan 

dalam kesetaraan gaji, peran kepemimpinan yang tidak 

seimbang, dan lebih sedikit peluang akademis. Meskipun 

bukan merupakan bentuk diskriminasi gender secara 

langsung, seorang dokter bedah perempuan 

mendapatkan lebih sedikit rujukan kasus bedah 

dibandingkan dengan dokter bedah laki-laki (Pandrowala 

et al., 2022). 

Upaya dalam Melawan Bias Gender di Dunia 

Kedokteran 

Secara implisit maupun manifestasi nyatanya, sangat 

penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam 

kedokteran akademis, dengan membangun kerangka 

kerja untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam 

bidang kedokteran, maka beberapa upaya yang dapat 

dilakukan antara lain: 

1. Menciptakan ruang yang sama bagi perempuan dan 

laki-laki; mengungkapkan manifestasi ketidakadilan 

yang nyata dan tidak terlihat dengan cara 

mengindentifikasi secara public dalam momen 

tersebut, melaporkan secara anonym, atau 

mendikusikan dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kejadian 

2. Posisi-posisi berkuasa di dunia kedokteran 

didominasi oleh laki-laki, sehingga perlu adanya 

ketegasan dalam mendukung upaya melawan 

manifestasi ketidakadilan berbasis gender. Bahwa 

perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan 

transformasi local di institusi tempat kita bekerja. 
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Sehingga perlu adanya perubahan kebijakan 

kelembagaan (misalnya; kesetaraan gender yang 

diperlukan dalam komite, proporsi perempuan yang 

ditargetkan sebagai pembicara pada seminar besar, 

serta mensponsori prmosi atau kemajuan 

perempuan). 

3. Secara aktif melawan bias dengan memasukkan 

pelatihan anti-seksis berbasis bukti yang eksplisit 

untuk individu di semua tingkatan akademik 

kedokteran, mulai dari mahasiswa kedokteran 

hingga staf pengajar senior. Pelatihan tersebut tidak 

hanya berfokus pada menghilangkan bias yang 

sudah ada sebelumnya, namun juga memberikan 

keterampilan yang diperlukan untuk melawan 

norma-norma social dan budaya yang 

melanggengkan ketidakadilan.  

4. Meningkatkan transparansi dan pelacakan informasi 

tentang perekrutan dan kemajuan akademis 

berdasarkan gender. Secara khusus, lembaga-

lembaga dapat mengembangkan forum untuk 

membahas bagaimanan membuat lingkungan kerja 

akademis lebih reseptif terhadap perempuan.  

5. Pendekatan berdasarkan teori gender kritis yang 

telah berhasil digunakan dalam lingkungan 

professional dapat ditampilkan secara menonjol 

dalam penelitian untuk mempelajari struktur 

kekuasaan yang ada dan memahami peran masing-

masing dalam struktur tersebut (Morgan et al., 

2018). 
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Upaya Mengatasi Ketimpangan, Bias dan Diskriminasi 

Gender 

Untuk mengatasi ketimpangan gender dan mencapai 

kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan dari SDGs, 

yang termuat dalam kebijakan RPJM tahun 2020-2024, 

yaitu meningkatkan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. Arah kebijakan dan strategi 

peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan pada 

perempuan mencakup beberapa macam aspek, 

diantaranya: 

1. Menguatkan regulasi dan kebijakan 

2. Mempercepat implementasi Pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam lingkup kementerian atau 

lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa 

dengan cara menguatkan kelembagaan PUG serta 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif 

Gender (PPRG) 

3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

individu, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, 

media massa, dan dunia usaha 

4. Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan 

dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, 

tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, politik, jabatan 

public, dan pengambilan keputusan 

5. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, 

media massa, dan dunia usaha (Larashati, 2022). 
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2 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 

Natalia Debi Subani, S.Kep., M.Kes 

Poltekkes Kemenkes Kupang 

Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender 

Gender 

Istilah gender mengarah pada peran, perilaku, aktivitas, 

dan atribut yang dipertimbangkan oleh masyarakat 

tertentu pada waktu tertentu serta cocok untuk pria dan 

wanita. Selain atribut dan peluang sosial yang erat 

kaitannya dengan menjadi laki-laki atau perempuan 

serta hubungan antara perempuan dan laki-laki serta 

anak perempuan dan anak laki-laki, gender juga 

menekankan pada hubungan antara perempuan dan 

hubungan antara laki-laki. Atribut, peluang, dan 

hubungan ini dibentuk secara sosial dan dipelajari 

melalui proses sosialisasi. Hal ini bersifat konteks atau 

waktu tertentu dan dapat diubah. Gender menentukan 

apa saja yang diharapkan, diperbolehkan dan dihargai 

dalam diri seorang perempuan atau laki-laki dalam 

suatu konteks tertentu. Sebagian besar masyarakat 

memiliki perbedaan dan ketidaksetaraan antara 

perempuan dan laki-laki dalam hal pemberian tanggung 

jawab, melakukan aktivitas, akses dan kontrol terhadap 

sumber daya, serta peluang pengambilan keputusan.  

Pengkategorian manusia di kalangan masyarakat, tidak 

hanya sebagai perempuan atau laki-laki berdasarkan 

ciri-ciri biologis namun juga adanya nilai-nilai khusus 

masing-masing serta penentuan peran dan perilakunya 
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masing-masing. Sehingga gender tidak hanya 

menekankan pada seks dalam arti biologis tetapi juga 

mengasosiasikan seks dengan peran dan perilaku 

tertentu yang diharapkan oleh masyarakat terhadap 

perempuan dan laki-laki. 

Gender merupakan bagian dari konteks sosiokultural 

yang lebih luas, begitu pula kriteria penting lainnya 

untuk analisis sosiokultural termasuk kelas, ras, tingkat 

kemiskinan, kelompok etnis, orientasi seksual, usia, dll.  

Kesetaraan Gender 

Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, 

tanggung jawab dan peluang bagi perempuan, laki-laki, 

anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan tidak 

berarti  kesamaan tetapi hak perempuan dan laki-laki 

tidak bergantung pada gender mereka dilahirkan 

bersama. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa 

kepentingan, kebutuhan dan prioritas semua gender 

sama dipertimbangkan, dengan mengakui keragaman 

kelompok yang berbeda. Kesetaraan gender bukanlah 

urusan perempuan namun harus memperhatikan dan 

melibatkan sepenuhnya semua gender dan mengakui 

bahwa tidak semua laki-laki dan tidak semua 

perempuan adalah kelompok yang homogen. 

Pengarusutamaan Gender  

Berdasarkan hasil kesepakatan ekonomi PBB tahun 

1997 dan dewan sosial, pengarusutamaan gender adalah 

proses penilaian dampak terhadap perempuan dan laki-

laki dari setiap perencanaan tindakan, termasuk di 

dalamnya yakni legislasi, kebijakan atau program, di 

semua bidang dan di semua tingkatan. Hal ini 

merupakan  strategi untuk menjadikan keprihatinan dan 

pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai satu 

kesatuan dimensi desain, implementasi, pemantauan 
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dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang 

politik, ekonomi dan kemasyarakatan sehingga 

perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama, 

serta tidak terjadi kesenjangan. Tujuan  akhirnya yaitu 

untuk tercapainya kesetaraan gender. 

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi 

untuk menilai dampak dan implikasi gender pada secara 

seluruh fase perencanaan dan pengembangan kebijakan. 

Hal ini dapat meliputi titik temu pendekatan analisis 

gender sehingga menghindari pendekatan yang bersifat 

universal. Pengarusutamaan gender telah dianut secara 

internasional sebagai strategi untuk mewujudkan 

kesetaraan gender dengan melibatkan integrasi 

perspektif gender dalam persiapan, desain, 

implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, 

langkah-langkah peraturan dan program pembelanjaan, 

dengan tujuan untuk mempromosikan kesetaraan antara 

perempuan dan laki-laki serta  memberantas 

diskriminasi. 

Dasar Kekuatan Amanat Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender 

Implementasi strategi pengarusutamaan gender dipandu 

secara khusus berdasarkan mandat yang diuraikan 

melalui perundingan di PBB antar badan pemerintah 

oleh negara-negara anggota. Amanat yang kuat 

memberikan penekanan penting tentang kepastian 

peningkatan fokus pada kesetaraan gender serta hak dan 

pemberdayaan perempuan.  

Mandat ini ditindaklanjuti secara sistematis oleh negara-

negara anggota PBB dalam proses antar pemerintah 

sehingga dapat dimanfaatkan secara sistematis dan 

efektif:  
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1. Sebagai sarana untuk memahami tanggung jawab 

untuk hasil pengarusutamaan kesetaraan gender 

pada semua sektor dan bidang kebijakan 

2. Sebagai sumber panduan pendekatan terkait 

tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan 

perhatian terhadap kesetaraan gender 

3. Sebagai instrumen dialog kebijakan.  

Adapun dasar kekuatan amanat pelaksanaan 

pengarusutamaan gender tersaji di dalam tabel di bawah 

ini.  

Tabel 2.1 Dasar kekuatan amanat pelaksanaan 

pengarusutamaan gender 

ECOSOC Agreed 

Conclusions 

1997/2 

Pengarusutamaan gender 
didefinisikan sebagai “proses 

menilai dampak dari setiap 

tindakan yang direncanakan 

pada  perempuan dan laki-

laki, termasuk undang-
undang, kebijakan atau 

program, di semua bidang 

dan di semua tingkatan. Ini 

adalah strategi untuk 

menjadikan perempuan dan 

juga laki-laki lebih 
memperhatikan dan 

mengalami   dimensi integral 

dari desain, implementasi, 

pemantauan dan evaluasi 

kebijakan dan program di 
bidang politik, ekonomi dan 

bidang kemasyarakatan 

sehingga perempuan dan laki-

laki memperoleh manfaat 

yang sama dan tidak terjadi 

kesenjangan. Tujuan 
utamanya adalah mencapai 

kesetaraan gender 
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Beijing Platform 

for Action 1995 

Pengarusutamaan 

mensyaratkan bahwa dalam 

intervensi pembangunan  

terdapat suatu analisis 

tentang dampaknya terhadap 

perempuan dan laki-laki. 

CEB Decision 

2006/2 

■ Pekerjaan sistem PBB 

dalam kemitraan dengan 

pemerintah di tingkat 

nasional harus 

memastikan bahwa 

fokusnya adalah pada 
hasil dan dampak, bukan 

pada proses saja.  

■ Tinjauan terhadap hasil 

nyata dalam 
pengarusutamaan gender 

melalui evaluasi program 

eksternal dan internal, 

audit gender dan tinjauan 

sejawat merupakan 

beberapa alat yang 
penting untuk menilai 

dampak kerja sistem 

PBB, khususnya pada 

tingkatan negara.  

■ Sistem PBB harus 
mampu sepenuhnya 

dalam mewujudkan hasil 

kesetaraan gender 

■ Memastikan penyelarasan 
sumber daya dengan 

hasil yang diharapkan. 

ECOSOC 

Resolution 

Mendesak sistem PBB, 

dengan mempertimbangkan 

keadaan yang luar biasa 

akibat pandemi penyakit virus 

corona (COVID-19), untuk 
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2021/7 mempercepat 

pengarusutamaan gender 

dalam kebijakan dan 

program, termasuk dalam 

mendukung upaya responsif 

implementasi gender. Agenda 
Pembangunan Berkelanjutan 

2030  di 

tingkat global, regional dan 

negara. 

Comprehensive 

Policy Review 2020 

“Menekankan bahwa 

mewujudkan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan 

perempuan dan anak 

perempuan akan memberikan 

kontribusi penting terhadap 

kemajuan di seluruh tujuan 

dan sasaran dari Agenda 
2030, dan menyerukan 

kepada semua entitas dalam 

sistem pembangunan PBB 

untuk terus mendorong 

kesetaraan gender dan 
pemberdayaan seluruh 

perempuan dan anak 

perempuan dengan 

meningkatkan dan 

mempercepat 

pengarusutamaan gender 
melalui implementasi penuh 

Rencana Aksi Seluruh Sistem 

tentang Kesetaraan Gender 

dan Pemberdayaan 

Perempuan. Sesuai dengan 
indikator kinerja tim negara 

PBB untuk kesetaraan gender 

dan pemberdayaan 

perempuan (kartu skor UNCT-

SWAP) khususnya yang 

berkaitan dengan manajemen 
kinerja yang responsif gender 

dan perencanaan strategis. 
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Prinsip dan Pendekatan yang Mendasari 

Pengarusutamaan Gender 

Keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender dan 

mencapai hasil kesetaraan gender membutuhkan 

kepatuhan terhadap serangkaian prinsip kritis dan 

pendekatan operasional. Semua pendekatan 

pengarusutamaan gender seharusnya selaras 

sepenuhnya dengan Agenda 2030 untuk pembangunan 

berkelanjutan untuk memastikan hal tersebut 

berkontribusi terhadap hak asasi manusia, keadilan dan 

supremasi hukum, pemerintahan transparan dan 

akuntabel, dengan berfokus pada hal yang paling rentan 

dan tidak meninggalkan siapa pun. 

Terdapat beberapa alasan yang mendasari relevansi 

perhatian terhadap pengarusutamaan gender. Alasan-

alasan tersebut tergambar dalam gambar berikut. 
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Gambar 2.1 Alasan relevansi perhatian terhadap 

pengarusutamaan gender  

(Sumber UN Women Headquarters, 2023) 

Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar 

pengarusutamaan gender, yaitu: 

1. Kesetaraan gender merupakan tujuan 

pengarusutamaan gender 

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk 

mewujudkan hasil positif tentang perubahan 

transformatif yang ingin dicapai untuk kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan. Banyak 

organisasi telah fokus pada perubahan kebijakan 

internal, proses, dan prosedur waktu penerapan 
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pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan jenis 

kelamin mempunyai nilai terbatas kecuali itu 

berfokus secara eksplisit pada promosi dan 

memantau hasil positif kesetaraan gender dalam 

semua intervensi pembangunan. 

2. Pengarusutamaan gender relevan untuk semua 

kebijakan dan program 

Pengarusutamaan gender penting dalam kedua hal 

tersebut di tingkat intervensi nasional dan 

subnasional: 

a. Hal ini penting pada tingkat kebijakan nasional, 

dalam penetapan tujuan, mengembangkan 

kerangka strategis menyeluruh, rencana 

pembangunan nasional dan pendekatan 

pemrograman, termasuk pembuatan dan 

menindaklanjuti anggaran;  

b. Di tingkat subnasional, hal ini sangat penting 

dalam desain, implementasi dan tindak lanjut 

program, proyek, dan layanan. Dampak dari 

kurangnya perhatian pada tingkat nasional 

terlihat dari lemahnya arahan serta pedoman 

program dan proyek melalui kerangka strategis, 

rencana nasional, proses pemrograman anggaran 

dan area kritis lainnya. Untuk memperkuat 

pengarusutamaan gender di tingkat nasional, 

harus diberikan perhatian lebih besar pada 

konteks mengubah modalitas bantuan di 

berbagai bidang seperti dialog kebijakan, 

program negara, SWAP, reformasi publik yang 

mendukung manajemen keuangan dan 

anggaran. Penting untuk membangun peluang 

baru dan potensi mengatasi tantangan dan 

kendala dalam modalitas ini. 



 

 

  

 

28 
 

3. Pengarusutamaan gender membutuhkan integrasi 

penuh dan tindakan yang ditargetkan untuk 

mencapai hasil kesetaraan gender. Pendekatan ‘twin-

track’ 

Seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota 

PBB di berbagai negara mandat, pengarusutamaan 

gender harus dilakukan dengan mengintegrasikan 

perhatian terhadap kesetaraan gender dalam proses 

dan prosedur rutin dan menerapkan intervensi yang 

ditargetkan untuk mengatasinya kendala dan 

tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan 

atau laki-laki dan anak perempuan atau laki-laki.  

Pengarusutamaan gender tidak dimaksudkan untuk 

menghapus tindakan yang ditargetkan yang 

mempromosikan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan di area dimana tindakan 

spesifik diperlukan untuk mengatasi hubungan 

gender yang tidak setara dan penyebab 

ketidaksetaraan struktural dan sistemik berbasis 

gender, diskriminasi, dan eksklusi.  

Pengalaman menunjukkan bahwa twin track 

merupakan pendekatan paling efektif bila keduanya 

trek digunakan secara saling melengkapi dengan 

cara yang jelas, dengan hubungan yang jelas di 

antara keduanya. Mencoba mengatasi kesetaraan 

gender tantangan dalam suatu sektor atau bidang 

kebijakan melalui intervensi yang ditargetkan yang 

terpisah dari upaya terpadu di bidang yang sama 

tidak memberikan hasil yang berkelanjutan dan 

memiliki kemungkinan konsekuensi negatif. 
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Pentingnya Perhatian yang ditargetkan untuk 

Kelompok Tertentu 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan 

semua prinsip dan langkah pengarusutamaan gender 

adalah pentingnya perhatian yang ditargetkan untuk 

kelompok tertentu. Beberapa kelompok dalam situasi 

rentan atau marginal mungkin memerlukan perhatian 

yang ditargetkan, termasuk kelompok-kelompok seperti: 

migran, pengungsi, kelompok minoritas, mereka yang 

tidak memiliki tanah, rumah tangga dengan kepala 

tunggal, penyandang disabilitas atau mereka tua. Anak 

perempuan mungkin memerlukan perhatian khusus 

karena adanya risiko eksploitasi yang signifikan dalam 

berbagai konteks. 

Interseksionalitas juga harus diperhitungkan untuk 

mengidentifikasi kelompok minoritas yang terpinggirkan 

dan kerentanan yang timbul dari berbagai sebab yang 

saling terkait, termasuk diskriminasi dan pengucilan 

berdasarkan identitas gender, seksual orientasi dan 

karakteristik seks. 

Gambar 2.2 Pendekatan Multiple Track  

(Sumber: UN Women Headquarters, 2023) 
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Strategi pengarusutamaan gender yang beragam dapat 

mencakup kombinasi intervensi hal-hal berikut ini: 

Target intervensi gender 
 

Intervensi Integrasi Gender 

Mengatasi kebutuhan 

spesifik dan keadaan 

kelompok populasi yang 

beragam, wilayah geografis 

dan/atau organisasi 

(seperti masyarakat sipil 

dan berbasis komunitas 

kelompok perempuan) 

 Bertujuan untuk mengubah atau 

membentuk yang sudah ada 

kebijakan arus utama, inisiatif 

sektoral dan sistem pemerintahan 

Intervensi Langsung 
 

Intervensi Tidak Langsung 

Termasuk penyediaan 

layanan, subsidi, akar 

rumput 

advokasi dan sosial 

berskala besar 

mobilisasi pada tema 

tertentu 

 Termasuk pengumpulan bukti, 

penelitian dan kerja analitis, 

dialog kebijakan, pembangunan 

institusi, 

pembangunan koalisi, responsif 

gender inisiatif penganggaran, 

kapasitas pengembangan, 

dan/atau organisasi reformasi 

Tindakan Jangka 

Pendek 

 

Tindakan Jangka 

Panjang 

Progresif, transisi 

dan/atau persiapan 

tindakan seperti 

kampanye media 

 

Perubahan sistemik; perilaku dan 

perubahan sosial yang diikuti 

dengan norma-norma sosial 

transformasi 

Tindakan 

Pemerintah 

 

Tindakan Sektor Spesifik 
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Perundang-undangan 

baru, kebijakan, produksi 

data inisiatif atau alokasi 

anggaran nasional 

 Intervensi dalam sektor tertentu 

seperti sektor kesehatan, sektor 

keamanan, transportasi, dll 

Level Institusi 
 

Level 

Programatik/Tematik 

Di tingkat kelembagaan, 

sudah ada 

peningkatan signifikan 

dalam komitmen terhadap 

pengarusutamaan gender 

dengan mapan pengaturan 

kelembagaan, misalnya 

nasional mesin untuk 

kesetaraan gender, gender 

unit dan sistem titik fokus 

gender 

 Pada tingkat program, intervensi 

merangkul kompleksitas,  

interseksionalitas dan 

diskriminasi ganda, keragaman 

bidang dan masalah perbatasan 

 

 

 

 

 

HASIL TRANSFORMASI GENDER 

Perubahan norma, nilai budaya, struktur kekuasaan, dan akar 

kesenjangan dan 

diskriminasi 

Siklus Pengarusutamaan Gender 

Mengintegrasikan perspektif gender dalam sebuah 

kebijakan berarti kesetaraan antara perempuan dan laki-

laki, pada prinsipnya merupakan hal yang menyeluruh, 

harus dipertimbangkan dalam semua keputusan, dalam 

setiap fase proses pembuatan kebijakan, oleh semua 

pihak yang terlibat. Proses kebijakan dipahami sebagai 
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siklus multi-tahap, termasuk pendefinisian, 

perencanaan, implementasi dan pengecekan 

(pemantauan dan evaluasi).  

Dalam banyak kasus, tahapan ini diubah menjadi 

sebuah siklus, dengan setiap langkah diulangi hingga 

terjadi perubahan. Misalnya saja ketika suatu kebijakan 

yang dievaluasi dapat mengungkap permasalahan baru 

yang perlu diatasi maka dilakukan pemrograman ulang. 

Siklus pengarusutamaan gender yang disajikan dalam 

gambar di bawah dapat disesuaikan dengan kebijakan 

publik atau proses pemrograman yang berbeda.  

Bagan dalam gambar di bawah ini mengacu pada 

tahapan spesifik dari siklus tersebut dan unsur-unsur 

penting yang perlu mendapat perhatian dalam setiap 

tahapan. Metode pengarusutamaan gender yang spesifik 

dan alat yang harus digunakan dalam setiap siklus 

tahapan juga disertakan. Beberapa metode dan alat, 

seperti berkonsultasi dengan pemangku kepentingan 

atau memberikan pelatihan kesetaraan gender kepada 

para pihak yang terlibat, dapat bermanfaat dalam lebih 

dari satu area. Selain itu, penting untuk diingat bahwa 

jika berhubungan dengan data maka data mereka harus 

dipilah berdasarkan jenis kelamin. 
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Gambar 3.3 Siklus Pengarusutamaan Gender  

(Sumber: EIGE: European Institute For Gender Equality, 2019) 
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3 
ISU GENDER DI MASA  

ANAK-ANAK 

Risza Choirunissa, S.SiT., MKM 

Universitas Nasional 

Pengenalan tentang Konsep Dasar Gender 

Definisi jenis kelamin dan gender merupakan dua 

konsep yang sering disalahpahami sebagai hal yang 

sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang 

signifikan. Jenis kelamin, atau sex, merujuk pada 

karakteristik biologis dan fisiologis yang mendefinisikan 

manusia sebagai laki-laki atau perempuan. Karakteristik 

ini meliputi struktur kromosomal, organ reproduksi, dan 

hormon seksual. Sebaliknya, gender mengacu pada 

peran, perilaku, aktivitas, dan atribut sosial yang 

dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan dalam 

suatu masyarakat (World Health Organization, 2021). 

Gender lebih bersifat sosial dan budaya, menunjukkan 

bahwa apa yang dianggap maskulin atau feminin bisa 

berbeda antar budaya dan dapat berubah seiring waktu. 

Ilustrasi sederhana tentang keragaman gender dapat 

dilihat dalam konsep gender sebagai spektrum, bukan 

biner. Ini berarti bahwa ada lebih banyak gender selain 

laki-laki dan perempuan saja. Beberapa budaya, seperti 

banyak masyarakat adat di Amerika Utara, mengakui 

adanya lebih dari dua gender, yang sering disebut 

sebagai Two-Spirit, menunjukkan pemahaman tentang 

keragaman gender yang jauh sebelum konsep modern ini 

dikenal luas (Gilley, 2006). Ini membantu memahami 
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bahwa ekspresi gender seseorang cara mereka 

mempresentasikan gender mereka melalui pakaian, 

perilaku, dan identitas—bisa jauh lebih beragam 

daripada klasifikasi biner sederhana. 

Pentingnya pengakuan terhadap keragaman gender ini 

bukan hanya tentang terminologi; ini tentang 

menghargai dan menghormati pengalaman hidup yang 

berbeda. Dengan memahami dan menerima keragaman 

gender, masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan 

mendukung semua individu, terlepas dari bagaimana 

mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri (American 

Psychological Association, 2015). Ini membuka jalan bagi 

pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak dan 

kebutuhan individu di seluruh spektrum gender, yang 

merupakan langkah penting menuju kesetaraan dan 

keadilan sosial. 

Stereotip Gender dan Pengaruhnya 

Stereotip gender adalah keyakinan yang disederhanakan 

dan sering kali tidak akurat tentang peran, perilaku, dan 

karakteristik yang dianggap pantas untuk laki-laki dan 

perempuan dalam suatu masyarakat. Stereotip ini bisa 

berdampak negatif, membatasi individu dalam 

mengembangkan potensi mereka dan memilih jalur karir 

atau kehidupan yang sesuai dengan minat serta 

kemampuan mereka. Contoh stereotip gender meliputi 

anggapan bahwa laki-laki lebih logis dan kuat, 

sementara perempuan lebih emosional dan peduli 

dengan penampilan. Stereotip semacam ini tidak hanya 

meremehkan kemampuan individu tetapi juga 

menciptakan ekspektasi sosial yang tidak realistis (Hill & 

Lynch, 1983). 

Menghadapi stereotip gender membutuhkan kesadaran 

dan intervensi aktif baik pada tingkat individu maupun 

masyarakat. Salah satu cara efektif adalah melalui 
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pendidikan dan pembelajaran yang inklusif, yang 

mempromosikan pemahaman bahwa kemampuan dan 

minat seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin 

mereka. Hal ini bisa mencakup memperkenalkan tokoh 

panutan dari kedua gender dalam berbagai peran 

profesional dan kehidupan, serta mengadakan diskusi 

tentang bagaimana stereotip gender mempengaruhi 

pilihan dan perilaku kita (Bigler & Liben, 2007). 

Selain itu, penting untuk mengembangkan keterampilan 

kritis terhadap media dan pesannya, yang seringkali 

memperkuat stereotip gender melalui representasi yang 

tidak beragam dan satu dimensi. Mengajarkan anak-

anak dan remaja untuk mengenali dan mempertanyakan 

pesan gender dalam iklan, film, dan program televisi 

dapat membantu mereka membentuk pemahaman yang 

lebih kompleks tentang identitas gender (Ganahl, 

Prinsen, & Netzley, 2003). 

Intervensi pada tingkat kebijakan juga krusial, termasuk 

menciptakan lingkungan kerja yang mendukung 

kesetaraan gender dan mengimplementasikan kebijakan 

anti-diskriminasi. Ini bisa mencakup pelatihan 

kesadaran gender untuk para profesional dan 

mengembangkan pedoman yang mempromosikan 

representasi yang adil dan beragam dalam semua aspek 

kehidupan sosial (United Nations Women, 2020). 

Kesetaraan Gender 

Kesetaraan gender merujuk pada hak yang sama, 

tanggung jawab, dan peluang bagi semua jenis kelamin. 

Konsep ini tidak hanya menghilangkan diskriminasi 

berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mendorong 

partisipasi penuh dan efektif perempuan dan laki-laki 

dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan 

politik (United Nations, 2015). Kesetaraan gender 

bertujuan untuk memberdayakan individu, terlepas dari 
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jenis kelamin mereka, untuk memiliki kebebasan 

memilih dan mengembangkan potensi pribadi mereka 

tanpa dibatasi oleh stereotip gender, peran yang 

ditetapkan secara sosial, atau diskriminasi. Ini adalah 

fondasi penting untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan demokrasi yang inklusif, serta 

keadilan sosial. 

Pentingnya kesetaraan gender termanifestasi dalam 

berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga lapangan 

kerja. Dalam pendidikan, misalnya, kesetaraan gender 

mencakup akses yang sama untuk perempuan dan laki-

laki ke sumber daya pendidikan, peluang belajar, dan 

program-program pembangunan kapasitas. Menurut 

World Bank (2018), pendidikan yang inklusif dan 

berkualitas bagi perempuan bukan hanya merupakan 

hak asasi manusia, tetapi juga kunci untuk mencapai 

kemajuan sosial dan ekonomi. Di tempat kerja, 

kesetaraan gender berarti kesempatan kerja yang sama, 

termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang layak, dan 

peluang karir yang setara, tidak terpengaruh oleh jenis 

kelamin (International Labour Organization, 2019). Ini 

menuntut kebijakan dan praktik yang mendukung 

keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta 

menghargai kontribusi semua karyawan. 

Menghadapi tantangan menuju kesetaraan gender 

membutuhkan upaya kolaboratif dari semua sektor 

masyarakat. Ini termasuk reformasi kebijakan yang 

mendukung kesetaraan gender, edukasi dan pelatihan 

untuk mengubah sikap dan norma sosial, serta 

pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, perlu 

adanya partisipasi aktif dari laki-laki sebagai sekutu 

dalam mempromosikan kesetaraan gender, mengingat 

peran mereka dalam mengubah norma sosial dan 

struktur kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan 

(Heilman & Barker, 2018). Kesetaraan gender bukan 
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hanya perjuangan perempuan; ini adalah isu yang 

mempengaruhi kesejahteraan dan pembangunan seluruh 

masyarakat. 

Identitas Gender dan Ekspresi Gender 

Identitas gender dan ekspresi gender adalah dua konsep 

penting dalam memahami spektrum luas pengalaman 

gender manusia, namun sering kali kedua istilah ini 

disalahpahami atau digunakan secara bergantian. 

Identitas gender merujuk pada pengalaman batiniah 

seseorang sebagai laki-laki, perempuan, keduanya, atau 

tidak ada dari keduanya. Ini adalah rasa pribadi 

seseorang tentang gender mereka, yang mungkin atau 

mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin yang 

ditugaskan pada saat lahir. American Psychological 

Association (APA) menekankan bahwa identitas gender 

adalah pengalaman subjektif dan pribadi, yang berarti 

bahwa hanya individu yang bersangkutan yang dapat 

menentukan identitas gender mereka (American 

Psychological Association, 2015). 

Di sisi lain, ekspresi gender merujuk pada cara seseorang 

menampilkan gender mereka kepada orang lain, melalui 

pakaian, gaya rambut, perilaku, bahasa tubuh, dan 

preferensi. Ekspresi gender dapat atau tidak dapat 

mencerminkan identitas gender seseorang. Beberapa orang 

mungkin memilih untuk mengekspresikan gender mereka 

dengan cara yang sesuai dengan norma-norma sosial yang 

berlaku untuk jenis kelamin mereka, sementara yang lain 

mungkin mengekspresikan gender mereka dengan cara 

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan ekspektasi 

tersebut. Institusi seperti Human Rights Campaign (HRC) 

menggarisbawahi bahwa ekspresi gender adalah tentang 

ekspresi luar dan dapat bervariasi dari sangat feminin 

hingga sangat maskulin dan di mana saja di antaranya 

(Human Rights Campaign, n.d.). 
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Perbedaan antara identitas gender dan ekspresi gender 

adalah penting karena menyoroti bahwa bagaimana 

seseorang memilih untuk mengekspresikan diri mereka 

secara eksternal tidak selalu mencerminkan identitas 

gender internal mereka. Misalnya, seseorang dengan 

identitas gender non-biner mungkin memilih ekspresi 

gender yang lebih androgini, tidak sepenuhnya maskulin 

atau feminin, atau seseorang yang mengidentifikasi 

sebagai transgenre mungkin mengekspresikan gender 

mereka dengan cara yang konsisten dengan identitas 

gender mereka, tidak peduli bagaimana mereka 

ditugaskan pada saat lahir. Pengakuan terhadap 

perbedaan ini sangat penting dalam upaya 

meningkatkan pemahaman dan inklusi gender serta 

menghormati pengalaman individu (World Professional 

Association for Transgender Health, 2017). 

Menghormati Perbedaan 

Empati dan menghormati orang lain merupakan dua 

nilai inti yang esensial dalam membangun hubungan 

interpersonal yang sehat dan masyarakat yang inklusif. 

Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan 

apa yang dirasakan orang lain, memungkinkan individu 

untuk menempatkan diri mereka dalam posisi orang lain 

dan melihat dunia dari perspektif mereka. Ini tidak 

hanya meningkatkan hubungan interpersonal tetapi juga 

memfasilitasi kerjasama dan pengertian lintas budaya. 

Menurut Batson et al. (1991), empati memicu respons 

altruistik terhadap penderitaan orang lain, mendorong 

tindakan yang bertujuan untuk meringankan 

penderitaan tersebut, sehingga memainkan peran 

penting dalam mendorong perilaku sosial yang proaktif 

dan peduli. 
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Menghormati orang lain, sejalan dengan empati, 

melibatkan pengakuan terhadap nilai dan martabat 

setiap individu, terlepas dari perbedaan mereka. Ini 

mencakup mendengarkan pendapat orang lain, 

mengakui hak mereka untuk memiliki pendapat dan 

kepercayaan yang berbeda, dan berinteraksi dengan 

mereka dengan cara yang adil dan tidak memihak. 

Menurut DeWall et al. (2011), menghormati orang lain 

memperkuat kohesi sosial dan meminimalkan konflik, 

dengan mempromosikan pemahaman dan toleransi di 

antara individu dengan latar belakang yang berbeda. Hal 

ini penting dalam masyarakat pluralistik modern, di 

mana interaksi antar kelompok budaya, agama, dan 

etnis merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Pentingnya empati dan menghormati orang lain juga 

tercermin dalam konsekuensi positifnya bagi 

kesejahteraan psikologis individu dan masyarakat. 

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang 

menunjukkan tingkat empati yang tinggi cenderung 

memiliki hubungan yang lebih memuaskan dan kurang 

konflik, sementara budaya menghormati yang berlaku 

dalam kelompok atau organisasi dikaitkan dengan 

kepuasan kerja yang lebih besar, keterlibatan, dan 

produktivitas (Konrath et al., 2011; Tyler & Blader, 

2003). Dengan demikian, empati dan rasa hormat 

berkontribusi tidak hanya pada harmoni sosial tetapi 

juga pada kesejahteraan individu, menegaskan 

pentingnya nilai-nilai ini dalam pendidikan, pekerjaan, 

dan kebijakan publik. 

Perempuan dan laki-laki memiliki peran penting dalam 

pembentukan dan perkembangan masyarakat, 

memberikan kontribusi yang beragam dan saling 

melengkapi dalam berbagai sektor. Dari perspektif 

historis, kontribusi ini sering kali dibentuk oleh norma 

dan ekspektasi gender yang telah lama berlaku, namun, 
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dinamika sosial kontemporer menunjukkan pergeseran 

menuju pengakuan yang lebih besar atas kesetaraan dan 

keberagaman peran gender. 

Kontribusi Perempuan dan Laki-laki dalam 

Masyarakat 

Perempuan telah berperan kunci dalam mendorong 

kemajuan sosial dan ekonomi, tidak hanya sebagai 

pengasuh dan pengelola rumah tangga tetapi juga 

sebagai inovator, pemimpin, dan penggerak perubahan. 

Menurut United Nations Women (2015), perempuan 

memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi, 

baik melalui pekerjaan berbayar maupun tidak berbayar, 

seperti perawatan anak dan pekerjaan domestik, yang 

sering kali tidak dihitung dalam statistik ekonomi 

konvensional. Peningkatan partisipasi perempuan dalam 

angkatan kerja telah terbukti meningkatkan 

produktivitas ekonomi dan pertumbuhan (Duflo, 2012). 

Laki-laki, di sisi lain, sering kali diakui atas kontribusi 

mereka dalam peran tradisional sebagai pencari nafkah 

dan pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan sosial 

dan politik. Namun, pentingnya peran laki-laki dalam 

mendukung kesetaraan gender dan memecah stereotip 

juga semakin diakui. Penelitian menunjukkan bahwa 

ketika laki-laki terlibat dalam kehidupan keluarga dan 

berbagi tanggung jawab domestik, terdapat manfaat 

positif bagi kesetaraan gender dan kesejahteraan 

keluarga (Barker et al., 2017). 

Interaksi antara kontribusi perempuan dan laki-laki 

menciptakan masyarakat yang lebih kaya dan lebih 

dinamis. Memajukan kesetaraan gender memerlukan 

pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi unik 

yang dibawa oleh setiap individu, terlepas dari jenis 

kelamin mereka. Inisiatif seperti pemberdayaan ekonomi 

perempuan, promosi keseimbangan kehidupan kerja bagi 
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laki-laki, dan pendidikan untuk mengurangi stereotip 

gender, semuanya berkontribusi pada pembentukan 

masyarakat yang lebih inklusif dan adil (World Economic 

Forum, 2017). 

Melawan Diskriminasi dan Bullying terkait Gender  

adalah tantangan global yang memerlukan upaya 

bersama dari individu, masyarakat, dan pemerintah. 

Diskriminasi gender mencakup perlakuan yang tidak adil 

atau prasangka terhadap seseorang berdasarkan jenis 

kelaminnya, yang sering kali merugikan perempuan dan 

anggota komunitas LGBTQ+. Bullying terkait gender 

dapat mencakup segala bentuk pelecehan, kekerasan 

verbal, atau fisik yang ditujukan kepada seseorang 

karena ekspresi gender, identitas gender, atau non-

konformitas gender mereka. 

Penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi dan 

bullying terkait gender memiliki dampak negatif yang 

signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik 

individu yang terkena dampak. Dampak ini bisa 

mencakup depresi, ansietas, rendahnya harga diri, dan 

bahkan bunuh diri. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mengakui bahwa kekerasan berbasis gender merupakan 

masalah kesehatan masyarakat utama yang memerlukan 

perhatian segera (World Health Organization, 2013). 

Untuk melawan diskriminasi dan bullying terkait gender, 

pendidikan dan kesadaran adalah kunci. Program 

pendidikan yang mencakup kesetaraan gender dan 

menghargai perbedaan dapat membangun fondasi yang 

kuat untuk mencegah perilaku diskriminatif dan bullying 

sejak usia dini. Penelitian oleh UNICEF menunjukkan 

bahwa pendidikan yang inklusif dan sensitif gender 

dapat mengurangi stereotip gender dan mempromosikan 

hubungan yang lebih sehat antar gender (UNICEF, 2015). 
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Selain itu, kebijakan dan peraturan yang mendukung 

kesetaraan gender dan melindungi hak-hak individu, 

terlepas dari jenis kelamin atau identitas gender mereka, 

adalah penting. Hukum yang melarang diskriminasi dan 

bullying terkait gender dan menyediakan mekanisme 

untuk pelaporan dan penanganan kasus adalah langkah 

penting menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif. 

Melawan Diskriminasi dan Bullying Terkait Gender 

pada anak 

Melawan diskriminasi dan bullying terkait gender pada 

anak-anak membutuhkan strategi yang komprehensif, 

melibatkan pendidikan, pengasuhan, dan kebijakan yang 

mendukung. Diskriminasi dan bullying terkait gender 

dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional, 

sosial, dan akademik anak-anak, mempengaruhi rasa 

percaya diri mereka dan kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain secara sehat. 

Sebagai langkah awal, pendidikan dan kesadaran 

tentang kesetaraan gender dan penerimaan keragaman 

harus dimulai sejak dini. Menurut sebuah studi oleh 

UNICEF (2016), memasukkan pendidikan kesetaraan 

gender dalam kurikulum sekolah dapat mengurangi 

prasangka dan mendorong perilaku inklusif di antara 

anak-anak. Program pendidikan ini harus dirancang 

untuk mengajarkan anak-anak mengenai keberagaman 

dan inklusivitas, mempromosikan pemahaman bahwa 

setiap orang, terlepas dari jenis kelamin atau identitas 

gender, berhak mendapatkan rasa hormat dan perlakuan 

yang sama. 

Penting juga untuk melatih guru dan staf sekolah dalam 

mengidentifikasi dan menanggapi kasus bullying dan 

diskriminasi terkait gender. Pelatihan ini harus 

mencakup strategi untuk intervensi yang efektif dan 

cara-cara untuk mendukung anak-anak yang 
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terdampak. Penelitian oleh Yayasan Anti-Bullying (Anti-

Bullying Alliance, 2015) menunjukkan bahwa ketika guru 

dilengkapi dengan pengetahuan dan sumber daya yang 

tepat, sekolah bisa menjadi lingkungan yang lebih aman 

dan mendukung untuk semua anak. 

Orang tua dan pengasuh juga memainkan peran krusial 

dalam melawan diskriminasi dan bullying terkait gender. 

Dengan memberikan model perilaku yang positif dan 

berbicara terbuka tentang pentingnya kesetaraan dan 

penerimaan, orang tua dapat membantu membangun 

dasar yang kuat untuk sikap dan perilaku anak-anak 

yang inklusif. Menurut American Psychological 

Association (APA, 2017), komunikasi terbuka antara 

orang tua dan anak-anak tentang isu gender dan 

penerimaan dapat mengurangi kemungkinan anak-anak 

terlibat dalam bullying atau menjadi korban bullying. 
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ISU GENDER PADA ANAK 

PEREMPUAN DAN ISU TERKINI 
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Sejarah Hari Anak Perempuan Sedunia 

11 Oktober diperingati sebagai hari anak perempuan 

sedunia atau dikenal dengan International Day of the Girl. 

Berawal dari Tahun 1995 diadakan konferensi tingkat 

dunia ke-4 membahas tentang perempuan bertemakan 

persamaan, pembangunan dan perdamaian yang 

dilaksanakan di Beijing, China pada tanggal 4 – 15 

September Tahun 1995. Dari konferensi ini 

menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk 

dilaksanakan oleh negara-negara anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya meningkatkan akses 

dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya 

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hingga di akhir 

abad-20 banyak kesepakatan Internasional yang telah 

diadopsi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa 

bangsa (PBB) yang bisa dijadikan peta penunjuk jalan 

dan landasan aksi menuju penguatan perempuan 

mendukung hak dan mendorong keterlibatan penuh 

anak perempuan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan kehidupan mereka. Salah satu 

kesepakatan Internasional yaitu Beijing Declaration and 

Platform For Action (BPFA, 1995) yang mempunyai arti 

penting karena memuat dokumen strategis 

pemberdayaan dan kemajuan perempuan, penegakan 
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hak asasi manusia dan pembangunan yang mendorong 

perempuan untuk mengorganisir diri, bertindak dan 

mencari alternatif-alternatif. Dengan landasan itu, 

gerakan perempuan menjadi lebih memahami, mengenal, 

memperluas perspektif dan strategi pencapaian hak-hak 

perempuan, pemberdayaan dan pembangunan. Peserta 

konferensi Beijing terdiri atas 189 negara anggota PBB 

yang telah sepakat menandatangani deklarasi itu 

termasuk Indonesia. Deklarasi Beijing adalah yang 

pertama secara khusus menyerukan hak-hak anak 

perempuan. Pada 19 Desember 2011, Majelis Umum PBB 

mengadopsi Resolusi 66/170 untuk menetapkan tanggal 

11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia dan 

meresmikan tanggal 11 Oktober 2012 sebagai tahun 

pertama dirayakannya Hari Anak Perempuan Sedunia. 

Penetapan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-

hak anak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi 

anak perempuan di seluruh dunia. Hari Anak 

Perempuan Sedunia berfokus mengatasi tantangan yang 

dihadapi anak perempuan dan untuk mempromosikan 

pemberdayaan anak perempuan dan pemenuhan hak 

asasi mereka di seluruh dunia, termasuk di negara 

Indonesia.  

Setiap tahun hari anak perempuan sedunia diperingati 

dengan tema yang unik sebab pemenuhan terhadap hak-

hak anak perempuan masih dianggap terbatas. Bahkan 

dalam peringatannya yang pertama di Tahun 2012, 

mengambil tema untuk mengakhiri pernikahan pada 

anak perempuan, karena anak perempuan adalah masa 

depan kita. Dikutip dari laman UNICEF tahun 2013, 

tema yang diangkat untuk Hari Anak Perempuan 

Internasional Tahun 2013 adalah "Invest in Girls' Rights: 

Our Leadership, Our Well-being" atau "Berinvestasi dalam 

Hak-Hak Anak Perempuan: Kepemimpinan Kami, 

Kesejahteraan Kami". Pada tahun 2014, Hari Anak 

Perempuan Sedunia mengingatkan dan menegaskan 
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kembali komitmen anak perempuan di dunia dapat 

mengekspresikan bakat mereka untuk ikut membangun 

komunitas dan negara. Tema tahun 2015 yaitu kekuatan 

visi remaja perempuan untuk tahun 2030. Tema 2016 

yaitu mendukung prestasi anak perempuan. Tahun 2017 

bertemakan bebas pekerja anak perempuan. Tema 

International Day of the Girl (IDG) 2018 adalah kota aman 

untuk anak perempuan. Hari Anak Perempuan 

Internasional tahun 2019 mengusung tema  “Tak 

Tergoyahkan dan Tak Terhentikan” (GirlForce: Unscripted 

and Unstoppable). Tahun 2020, tema yang diangkat pada 

Hari Anak Perempuan Internasional adalah "My voice, our 

equal future". Tema ini mengandung semangat untuk 

membangun dunia yang lebih baik, dengan melibatkan 

kontribusi dari setiap anak perempuan. Tahun 2021 

Tema Hari Anak Perempuan Sedunia yakni "Digital 

generation. Our generation." atau "Generasi Digital, 

Generasi Kita". Pada 11 Oktober 2022, diperingati 

sebagai 10 tahun International Day of the Girl (IDG) atau 

Hari Anak Perempuan Sedunia dengan tema "Waktu kita 

adalah sekarang—hak kita, masa depan kita" atau "Our 

time is now—our rights, our future". UNICEF 

menyebutkan tema peringatan IDGC untuk Tahun 2023 

adalah "Invest in Girls' Rights: Our Leadership, Our Well-

being". Melalui tema-tema IDG setiap tahunnya, dapat 

diketahui bahwa ada isu-isu gender pada anak 

perempuan yang menjadi peluang untuk dieksplorasi 

demi meningkatkan sumber daya bagi anak perempuan. 

Isu Gender Pada Anak Perempuan 

Isu diartikan sebagai sebuah persoalan, dapat juga 

dikatakan sebagai sebuah masalah, sesuatu yang sedang 

menjadi perhatian, yang terlintas kabar, desas-desus dan 

ramai diperbincangkan. Pada umumnya, persoalan yang 

terjadi akibat munculnya kesenjangan atau ketimpangan 

gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap 

https://cantik.tempo.co/read/865392/anak-perempuan-lebih-cerewet-dari-anak-laki-laki-mitos
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pihak perempuan. Dewasa ini isu gender pada anak 

perempuan menjadi hal yang penting untuk dibahas. 

Gender sering diartikan dengan sex padahal pada 

kenyataannya makna dua kata ini berbeda. Secara 

umum dapat dibedakan, sex merupakan perbedaan ciri 

biologis antara jenis kelami laki-laki dan perempuan, 

sedangkan gender perbedaan ciri karakteristik, 

kepribadian, peran sosial yang ada pada laki-laki dan 

perempuan. Secara tradisional masyarakat percaya 

bahwa peran gender berasal dari jenis kelamin atau 

sexnya, sebagai contoh jenis kelamin perempuan 

dianggap punya peran dalam pengasuh rumah tangga 

karena dia perempuan yang harus lemah lembut dan 

mengasihi sesuai kodratnya. Sedangkan kodrat laki-laki 

harus berperan mencari nafkah karena dia laki-laki yang 

kuat dan tangguh. Gender merujuk pada konstruksi 

sosial yang mengatur perempuan harus bagaimana dan 

laki-laki harus bagaimana. Adanya konstruksi sosial ini 

menjadi masalah dari masa ke masa.  

Berikut ini beberapa isu gender pada anak perempuan: 

1. Pernikahan dini pada anak perempuan 

Pernikahan pada usia anak dapat merampas hak 

anak perempuan untuk menikmati pendidikan 

berkualitas. Menurut data UNICEF Indonesia, anak 

perempuan yang menikah di usia anak 6x lebih kecil 

kemungkinannya untuk bisa menyelesaikan sekolah 

menengah dibanding anak perempuan yang menikah 

setelah berusia 18 tahun. Tidak hanya itu, 

pernikahan usia anak 'memaksa' anak perempuan 

untuk berperan sebagai istri dan ibu sebelum 

waktunya.  
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Pernikahan pada usia anak atau usia dini terutama 

pada anak perempuan dapat berdampak pada: 

a. Masa depan pendidikannya. Anak yang sudah 

menikah akan memutuskan untuk berhenti 

sekolah. Hal ini akan mempengaruhi masa depan 

pendidikannya. 

b. Berdampak pada kesehatan. Kehamilan pada 

usia dini dapat mempengaruhi kesehatan ibu 

dan juga anak yang dilahirkannya. 

c. Masalah ekonomi. Anak-anak masih belum bisa 

atau mampu bertanggungjawab secara finansial 

karena belum mampu untuk bekerja. 

d. Risiko KDRT lebih tinggi karena, secara psikis 

anak-anak belum siap untuk menghadapai 

kehidupan berumah tangga. 

2. Abai terhadap hak-hak anak perempuan 

Kita hidup di zaman dunia yang seringkali tidak 

menghargai hak-hak anak perempuan. Ada 250 juta 

anak perempuan yang kini hidup dalam kemiskinan, 

satu dari tiga anak perempuan di negara 

berkembang akan menikah sebelum usia 18 tahun, 

dan 62 juta anak perempuan tidak sekolah – tidak 

dapat menikmati pendidikan yang nantinya dapat 

memberikannya kesehatan dan pendapatan yang 

baik. Seharusnya setiap anak perempuan memiliki 

kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk 

memperoleh hak untuk belajar, bermain, dan 

mengembangkan potensi seluas-luasnya. Setiap 

anak perempuan berhak untuk menyuarakan apa 

yang mereka inginkan. Setiap anak perempuan 

dimanapun juga dapat belajar, memimpin dan 

memutuskan untuk mengambil keputusan masa 

depannya. Diharapkan kesempatan bagi anak 
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perempuan untuk menyuarakan pemikirannya lebih 

terbuka lebar, karena perempuan adalah agen 

perubahan satu bangsa.  

3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai 

berbagai jenis diskriminasi dan pelecehan yang 

terjadi kebanyakan pada anak perempuan 

Di seluruh dunia, ada sekitar 150 juta anak 

perempuan yang telah mengalami kekerasan 

seksual, dan hampir separuh dari pelecehan seksual 

dialami oleh anak perempuan di bawah usia 16 

tahun. Pada 2013, hampir 80% dari semua infeksi 

HIV baru yang terjadi pada rentang usia 15-24 tahun 

dialami oleh remaja perempuan dan perempuan 

muda. Berdasarkan data ini maka semua 

masyarakat berperan untuk meningkatkan 

kesadaran, menunjukkan rasa peduli dan 

mendorong kesetaraan hak anak perempuan, sadar 

akan berbagai jenis diskriminasi dan pelecehan 

seksual yang terjadi kebanyakan pada anak 

perempuan. 

4. Tidak ada dukungan mencapai prestasi untuk anak 

perempuan 

Konsekuensi yang akan dihadapi bila tidak 

berinvestasi pada anak perempuan sangat besar, 

ketika seorang anak perempuan tidak diberikan 

dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan 

potensinya demi mencapai prestasi dan cita-citanya, 

itu bukan hanya kerugian bagi anak perempuan itu 

sendiri, tapi juga bagi keluarganya, komunitasnya, 

dan negaranya. Memberdayakan anak perempuan, 

memastikan bahwa mereka tidak mengalami 

kekerasan, dan memberikan mereka pendidikan, 

adalah salah satu cara terbaik untuk menjamin 

kemakmuran masyarakat. Penderitaan anak 
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perempuan ketika tidak mendapat dukungan 

menggarisbawahi tantangan yang dihadapi untuk 

memastikan bahwa anak perempuan dapat tumbuh 

di dunia yang memungkinkan setiap anak 

perempuan hidup secara bermartabat dan bebas dari 

kekerasan. Dalam menjalankan upaya ini, harus 

juga melibatkan lanjut usia, pemuka agama, 

pendidik, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. 

Dengan bekerja bersama, dapat membangun dunia 

yang tidak memperlakukan anak perempuan sebagai 

properti, harta, atau rampasan perang, melainkan 

sebagai individu yang memiliki suara, bakat, dan 

kebebasan untuk menyadari potensi mereka dan 

berkontribusi untuk kemanusiaan.  

5. Eksploitasi anak perempuan yang menjadi pekerja 

dibawah umur 

keprihatinannya terhadap banyaknya anak 

perempuan yang bekerja di sektor informal, tidak 

mendapat upah yang layak dan rentan mengalami 

eksploitasi hingga pelecehan seksual. Ada banyak 

anak-anak perempuan bekerja melampaui batas 

Undang-undang tenaga kerja yang mengatur batasan 

maksimal 3 jam sehari. Informasi dihimpun dari 

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), didapati di Nias 

anak-anak tidak sekolah mereka bekerja sebagai 

pemecah batu, mereka bekerja di sektor informal dan 

pekerjaan mereka berat. Di kota Soe Nusa Tenggara 

Timur, terdapat arus perpindahan dari anak-anak 

desa ke kota menjadi pembantu. Para pekerja ini 

tidak digaji tepat atau tidak digaji hanya dibiayai 

sekolah dan makan. Mereka bekerja di sektor 

informal. Ada pelanggaran hak-hak anak, yang harus 

segara ditindaklanjuti disana. Hal ini mendorong 

pemerintah mendata pekerja anak di sektor informal. 
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Kedua mendorong pemerintah melakukan 

pengawasan ketat maraknya pekerja anak 

perempuan dan ketiga menghapus pasal 

pengecualian anak boleh kerja di sektor ringan pada 

UU Tenaga Kerja. 

6. Masalah keamanan, lingkungan tempat tinggal, 

perkotaan yang belum ramah anak hingga rentan 

pelecehan seksual yang lebih berisiko pada anak 

perempuan 

Masih banyak daerah yang belum mendukung 

dengan serius tentang kebijakan Kota Layak Anak. 

Sehingga masalah kemanan lingkungan tempat 

tinggal perkotaan yang belum ramah anak rentan 

terjadi pelecehan seksual yang beresiko pada anak 

perempuan. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa 

pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi 

dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan 

melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan 

melindungi anak-anak di daerah masing-masing 

adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah 

melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak 

Anak. KLA adalah daerah/kota yang mempunyai 

sistem pembangunan yang berbasiskan hak-

hak anak melalui komitmen dan sumber 

daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang 

terencana 

secara komprehensif dan berkesinambungan dalam 

kebijakan, program, dan kegiatan untuk 

menjamin terwujudnya hak-hak anak. Menurut 

UNICEF, kota layak anak/kota ramah anak adalah 

kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga 
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kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah 

kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang 

dapat diwujudkan dengan cara: 

a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, 

pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan 

bebas dari pencemaran lingkungan. 

b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus 

untuk anak. 

c. Menyediakan lingkungan yang aman dan 

nyaman sehingga memungkinkan anak dapat 

berkembang. 

d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan 

terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan 

dan bencana alam. 

e. Memberikan perhatian khusus pada anak yang 

bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, 

hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan 

orang tua. 

f. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan 

serta dalam pembuatan keputusan yang 

berpengaruh langsung pada kehidupan anak-

anak. 

7. Belum menyadari potensi setiap anak perempuan 

yang memiliki kekuatan tak tergoyahkan dan tak 

terhentikan 

Ada hampir 600 juta anak perempuan berusia 10 

sampai 19 tahun di dunia saat ini, masing-masing 

memiliki potensi tanpa batas, namun mereka tidak 

memiliki akses untuk terlibat dalam pembangunan. 

Nyatanya, perempuan pun memiliki andil yang positif 

terhadap pembangunan di masa yang akan datang. 

Untuk itulah, mulai memahami potensi mereka sejak 

dini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
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di dunia pada tahun 2030 nanti. Berikan 

kesempatan yang setara untuk anak- anak 

perempuan agar bisa menyuarakan hak-haknya dan 

ikut terlibat dalam perubahan. 

8. Hidup dengan ancaman kekerasan gender, sering 

menjadi korban tindakan kejahatan 

Anak perempuan hidup dengan ancaman kekerasan 

gender, sering menjadi korban tindakan kejahatan, 

maka pemerintah harus mendidik warga negara 

tentang hubungan antara berinvestasi dalam 

program-program untuk anak perempuan dan 

keuntungannya bagi masyarakat, dan meminta 

pertanggungjawaban serta menerapkan sanksi yang 

berat bagi mereka yang melakukan kekerasan dan 

penindasan terhadap anak perempuan supaya ada 

efek jerah. Harus dipahami bahwa anak perempuan 

yang berpendidikan, diberdayakan dengan 

pengetahuan, adalah lawan terbaik kekuatan brutal 

ekstremisme kekerasan. Bukan suatu kebetulan 

bahwa anak perempuan dan perempuan menjadi 

target kelompok-kelompok seperti ISIS dan Boko 

Haram. Negara harus bersama-sama melawan 

kelompok ekstremis seperti mereka, yang telah 

sewenang-wenang menargetkan perempuan dan 

anak perempuan dan menjadikan mereka sasaran 

kekerasan seksual dan kawin paksa.  

9. Korban HIV/AIDS dan penyakit menular seksual 

lainnya 

Setiap satu tahun di bangku sekolah dapat 

meningkatkan pendapatan mereka sebesar 10-20%, 

dan bila mereka mengenyam pendidikan lanjutan, 

pendapatan mereka akan lebih tinggi lagi. Remaja 

perempuan yang mengenyam pendidikan lanjutan 

akan menikah lebih belakangan, punya anak lebih 
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sedikit namun lebih sehat, dan lebih tidak berpotensi 

untuk terinfeksi HIV/AIDS maupun penyakit 

menular seksual lainnya. Negara-negara yang 

memiliki lebih banyak perempuan yang mengenyam 

pendidikan menengah memiliki angka kematian bayi 

yang lebih rendah, angka kelahiran yang lebih 

rendah, jumlah HIV/AIDS yang lebih rendah, dan 

gizi anak yang lebih baik. Setiap satu tahun sekolah 

menengah yang dienyam oleh seorang ibu akan 

menurunkan probabilitas angka kematian anak 

sebesar 5 -10%, dan anak yang dilahirkan oleh ibu 

yang dapat membaca memiliki kesempatan 50% 

lebih tinggi untuk bertahan hidup di atas usia lima 

tahun. Menanggapi masalah kesehatan maka harus 

ada Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang bersikap 

“Peka Gender”, yaitu: 

a. Memberikan pelayanan berkualitas yang 

berorientasi kepada kebutuhan klien, tanpa 

adanya perbedaan perlakuan, baik karena jenis 

kelamin maupun status sosialnya. 

b. Memberikan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara 

laki-laki dan perempuan akibat kodrat masing-

masing. 

c. Memahami sikap laki-laki dan perempuan dalam 

menghadapi suatu penyakit dan sikap 

masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yg 

sakit. 

d. Memahami perbedaan perjalanan penyakit pada 

laki-laki dan perempuan. 

e. Menyesuaikan pelayanan agar hambatan yg 

dihadapi oleh laki-laki dan perempuan sebagai 

akibat adanya perbedaan tersebut diatas dapat 

diatasi. 
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10. Kesenjangan pendidikan dan tidak memiliki 

kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam 

perubahan sosial masyarakat 

Ketika anak perempuan dan anak laki-laki berada 

dalam suatu institusi pendidikan yang sama, 

diskriminasi gender yang disengaja maupun tidak 

masih banyak terjadi, diskriminasi gender di dunia 

pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu individual, 

struktural dan kultural, ketiganya saling berkaitan. 

Faktanya di Indonesia menunjukan kesenjangan 

pendidikan antara anak laki-laki dan anak 

perempuan salah satunya disebabkan adanya 

stereotipe bahwa anak perempuan tidak harus 

bersekolah dengan alasan berkodrat menjadi istri 

dan ibu yang hanya akan bekerja di rumah atau 

mengambil bagian di dapur dan mengurus rumah. 

Faktor ekonomi dan sosial merupakan salah satu 

penyebab pendidikan di Indonesia tidak merata. 

Kondisi ekonomi kerap memaksa anak berhenti 

sekolah dan membantu keluarga mencari uang. 

Ditinjau dari segi sosial, tidak sedikit keluarga 

kemudian mendukung anak laki-lakinya untuk 

bersekolah lebih tinggi dibandingkan dengan anak 

perempuan.  

Dari aspek struktural, belum adanya dukungan 

penuh untuk tercipta fasilitas pendidikan memadai 

dan mendukung perbedaan kebutuhan antara anak 

perempuan dengan anak laki-laki. Contohnya satu 

dari tiga sekolah yang tidak memiliki jamban atau 

toilet yang terpisah, seperti disebutkan dalam Profil 

Sanitasi Sekolah 2020 dari Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek). Fasilitas jamban atau toilet 

yang terpisah merupakan hal yang sangat penting 

bagi anak perempuan. Di daerah tertentu, anak-anak 
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perempuan memilih tidak sekolah pada tiga hari 

pertama mereka menstruasi, karena sangat tidak 

nyaman di sekolah.  

Dari segi kultural, stigma masyarakat kerap tidak 

sengaja menomorduakan anak perempuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Subordinasi (Penomorduaan) 

pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu 

jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih 

utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak 

dahulu ada pandangan yang menempatkan 

kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari 

laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran 

agama maupun dalam aturan birokrasi yang 

meletakan kaum perempuan sebagai subordinasi 

dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan 

bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang 

membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam 

kehidupan. Contoh, jika ada kegiatan fisik yang 

berat, anak perempuan dianggap tidak mampu dan 

lemah. Jika ada pemilihan untuk menjadi pemimpin 

atau ketua, anak perempuan sering dijadikan orang 

kedua setelah laki-laki. Lebih lanjut, masalah 

struktural dan kultural tersebut kemudian 

dinormalisasi melalui internalisasi pada perempuan 

tersebut. 

11. Tidak diberikan kepercayaan mengakses, 

menggunakan, memimpin, dan merancang teknologi 

Anak-anak perempuan di dunia harus ditargetkan 

dapat mengakses internet dan perangkat digital, 

menggunakan, memimpin, dan merancang teknologi 

dengan aman dan bermakna. Selama pandemi 

COVID-19, inklusi dan literasi digital membuka jalan 

baru untuk belajar, menghasilkan, dan memimpin 

bagi anak perempuan. Namun masih terdapat 

kesenjangan gender seputar konektivitas dan 
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keamanan online, di mana anak perempuan 

menghadapi hambatan ekonomi dan sosial untuk 

mengakses internet dan perangkat lainnya. Di awal 

tahun 2021, Forum Kesetaraan Generasi atau 

Generation Equality Forum (GEF) meluncurkan 

komitmen 5 tahun dari para pemimpin masyarakat 

sipil, pemerintah, perusahaan, dan pembuat 

perubahan dari seluruh dunia. Forum ini 

menetapkan teknologi dan inovasi sebagai prioritas 

tentang kesetaraan gender. Pihak-pihak yang 

berkomitmen ini akan membantu memberikan 

kesempatan yang sama bagi anak perempuan dalam 

hal percepatan tranformasi platform digital untuk 

belajar, menghasilkan sesuatu, dan terhubung 

dengan dunia. 

12. Kultur dan stigma masyarakat yang salah terkait 

peran perempuan 

UNICEF memberikan gambaran sebuah dunia yang 

melibatkan anak perempuan untuk memiliki ruang 

dalam berpartisipasi pada kebijakan pemerintah. 

Mereka juga perlu dikenalkan dengan aturan dan 

norma yang mesti dipatuhi saat menjalankan bisnis, 

hingga mendapatkan prioritas pada penelitian dan 

inovasi baru. Agenda utama Hari Anak Perempuan 

Internasional 2023 yaitu menjajaki peluang untuk 

meningkatkan sumber daya bagi anak perempuan 

dan membahas isu-isu yang berpengaruh pada 

kehidupan mereka. Sepanjang Oktober 2023 hingga 

Oktober 2024, UNICEF beserta pemerintah setiap 

negara dan masyarakat luas diajak untuk 

menyerukan tentang: Memprioritaskan anak 

perempuan dalam perlindungan dan mengenalkan 

hak-hak mereka; Mengakui, merayakan, dan 

mendukung kepemimpinan anak; Memperkenalkan 

dan meningkatkan program multi-sektoral dan 

https://tirto.id/sejarah-hari-anak-perempuan-internasional-11-oktober-hak-asasinya-gkgS
https://tirto.id/sejarah-hari-anak-perempuan-internasional-11-oktober-hak-asasinya-gkgS
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Memastikan informasi, layanan, dan sistem berubah 

menjadi ramah remaja perempuan; Melakukan 

perubahan struktural untuk meningkatkan 

pendanaan bagi anak perempuan secara 

berkesinambungan. Tantangan Besar di Hari Anak 

Perempuan Sedunia 2023 dimana hampir setiap 

negara menempatkan kedudukan anak laki-laki lebih 

unggul dibandingkan anak perempuan seperti pada 

sistem patriarki. Seiring berjalannya waktu, 

keuntungan-keuntungan yang dimiliki anak laki-laki 

bertambah luas ketika beranjak besar. Sebaliknya, 

anak perempuan mulai menghadapi berbagai 

pembatasan dalam hidupnya. Misalnya, anak 

perempuan mulai dibatasi aksesnya terhadap ruang 

publik karena adanya norma-norma sosial di 

masyarakat. Anak perempuan juga diidentikkan 

sebagai sosok yang selalu patuh sehingga mereka 

identik sebagai 'gadis baik'. Pengakuan terhadap 

anak perempuan dipandang dominan pada pekerjaan 

yang bersifat pengasuhan. Sebaliknya, mereka 

kurang dihargai ketika berurusan dengan 

pembelajaran di sekolah, kepemimpinan dalam 

sebuah organisasi bisnis, hingga dianggap tidak 

memiliki kapabilitas dalam pembuatan kebijakan. 

Semua pembatasan untuk anak perempuan ini 

sebagai akibat dari sistem patriarki di setiap 

tingkatan. Mereka mendapatkan pembedaan dari 

anak laki-laki mulai dari lembaga pembuat kebijakan 

formal sampai ke norma-norma masyarakat, perilaku 

keluarga, dan sikap individu. Berbagai pihak mesti 

bersatu padu dalam mengampanyekan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi anak perempuan saat 

ini, seperti pengakuan dalam urusan kepemimpinan. 

Ini semua menjadi tantangan besar yang 

didengungkan melalui tema peringatan Hari Anak 

Perempuan Sedunia Tahun 2023.  
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Sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2015 – 2030 Dari 17 tujuan SDGs yang 

terbagi ke dalam 169 target, Pembangunan berbasis 

gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, 

“Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan 

Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan 

kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs 

menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam 

pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara 

tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. 

Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa 

yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, 

untuk memastikan segala diskriminasi berbasis 

gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui 

pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Di 

dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah 

target capaian yang menjadi indikator keberhasilan 

dari tujuan kesetaraan gender, yaitu: 

a. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap 

semua perempuan dan anak perempuan 

dimanapun 

b. Menghapuskan semua bentuk kekerasan 

terhadap semua perempuan dan anak 

perempuan di ruang publik dan pribadi, 

termasuk perdagangan orang dan eksploitasi 

seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya 

c. Menghapus kan semua praktik berbahaya, 

seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan 

paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita 

d. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh 

dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar 

melalui penyediaan pelayanan publik, 

infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial 
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dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam 

rumah tangga dan keluarga yang tepat secara 

nasional 

e. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta 

kesempatan yang sama bagi perempuan untuk 

kepemimpinan di semua tingkat pengambilan 

keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi 

dan masyarakat 

f. Menjamin akses universal terhadap kesehatan 

seksual dan reproduksi dan hak reproduksi 

seperti yang telah disepakati sesuai dengan 

Program Aksi Konferensi Internasional tentang 

Kependudukan dan Pembangunan dan Platform 

Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil 

reviuw dari konferensi-konferensi tersebut. 

g. Melakukan reformasi untuk memberikan 

perempuan hak yang sama atas sumber daya 

ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali 

atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan 

keuangan, warisan dan sumber daya alam, 

sesuai dengan hukum nasional. 

h. Meningkatkan penggunaan teknologi yang 

memungkinkan, khususnya teknologi informasi 

dan komunikasi, untuk mempromosikan 

pemberdayaan perempuan 

i. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang 

kuat dan perundangundangan yang dapat 

ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan semua perempuan 

dan anak perempuan di semua tingkatan.  

Dengan Strategi: menjamin akses yang sama bagi semua 

perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, 

kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, 
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yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan 

disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin 

akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan 

pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk 

penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-

anak dalam kondisi rentan.  

Isu Terkini 

Siklus awal kehidupan manusia diawali dari bayi. Secara 

biologis bayi perempuan lebih tahan daripada bayi laki-

laki terhadap penyakit infeksi di tahun-tahun pertama 

kehidupannya. Sebab itu jika data memperlihatkan 

kematian bayi perempuan lebih tinggi dari bayi laki-laki, 

patut dicurigai sebagai dampak dari isu gender. Di masa 

balita, kematian karena kecelakaan lebih tinggi dialami 

oleh balita laki-laki, karena sifatnya yang agresif dan 

lebih banyak gerak. Pada kenyataannya, keseluruhan 

masalah kesehatan dipengaruhi oleh genetik, 

lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku yang 

akan sangat berpengaruh bagi proses kehidupan 

manusia di mulai dari bayi sampai usia lanjut.  

Berbicara tentang Perilaku, ada beberapa perilaku 

menjadi Isu terkini, yaitu: Patriarki, Fatherless dan 

Feminisme. Istilah kata patriarchia dari bahasa Latin 

kemudian diserap menjadi kata Patriarki di Bahasa 

Indonesia yang artinya sebuah sistem sosial yang 

menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan 

utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan 

politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan 

properti. Definisi lain tentang Patriarki yang berasal dari 

kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan 

peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan 

segala-galanya.  Sampai saat ini Patriarki masih menjadi 

budaya di masyarakat, dalam dunia patriarki yang 

diakui laki-laki disuruh pintar memilih pasangan 
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sedangkan perempuan malah dapat omongan “jangan 

terlalu pilih-pilih sama lelaki nanti tidak laku”. Kalau 

seorang laki-laki murah senyum dibilang ramah, 

sedangkan perempuan yang murah senyum dibilang 

gampangan (friendly). Laki-laki yang beres-beres rumah 

dianggap hebat dan langka, tapi kalau perempuan yang 

melakukannya dianggap hal biasa dan hal yang wajib. 

Laki-laki menuntut perempuan harus bisa cantik, 

mandiri, rajin, bisa mengurus anak, pinter, bisa 

memasak, dibilang wajar. Perempuan menuntut laki-laki 

harus mapan di bilang matre. Laki-laki pekerja keras 

dan well education dianggap keren dan bertanggung 

jawab, tapi kalau perempuan malah dapat omongan 

nanti laki-laki pada minder untuk mendekati. Dari fakta-

fakta ini, harusnya peran gender zaman dahulu tidak 

bisa dijadikan standar ketika membicarakan kesetaraan 

gender pada era sekarang, era demokrasi modern. Peran 

gender bukan berasal dari jenis kelamin atau sex 

seseorang tapi berasal dari keadaan sosial dan kultur 

yang berlaku pada saat itu. Di Indonesia sendiri 

pembicaraan mengenai kesetaraan gender masih 

berjalan sangat lambat karena masih kentalnya nuasa 

patriarki. Di hampir setiap negara, patriarki dan 

dinamika kekuasaan memberi anak laki-laki keunggulan 

dibandingkan anak perempuan. Sebagai akibat dari 

dinamika patriarki yang terjadi di setiap tingkatan, kita 

melihat banyak sekali anak perempuan yang tertinggal 

dalam berbagai dimensi. Misalnya: Hampir 1 dari 5 anak 

perempuan masih belum menyelesaikan sekolah 

menengah pertama dan hampir 4 dari 10 anak 

perempuan tidak menyelesaikan sekolah menengah atas 

saat ini.  Sekitar 90% remaja perempuan dan perempuan 

muda tidak menggunakan internet di negara-negara 

berpenghasilan rendah, sementara rekan laki-laki 

mereka dua kali lebih mungkin menggunakan internet 

untuk gaming. Hasil survei sosial ekonomi nasional 
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didapati 33% Dual Earner System (dimana suami dan 

istri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah 

memenuhi kebutuhan rumah tangga), dan 57% Male 

breadwinner system (dimana hanya laki-laki yang 

bekerja karena perempuan mengurus rumah). Secara 

global, anak perempuan berusia 5-14 tahun 

menghabiskan jam lebih banyak setiap hari untuk 

pekerjaan rumah tangga dibandingkan anak laki-laki 

pada usia yang sama hal ini akan berdampak hingga 

dewasa, laki-laki akan tidak terbiasa mengurus rumah 

tangga karena dianggap urusan domestik perempuan 

dari sini akan muncul fenomena Fatherless yang 

merupakan fenomena ketika ayah tidak bertanggung 

jawab untuk memenuhi kewajiban dan perannya sebagai 

sosok ayah yang harusnya ada untuk keluarga tapi 

malah sibukdiluar dengan alasan cari nafkah dan jarang 

menyisihkan waktu di dalam rumah untuk keluarga. 

Fatherless diartikan sebagai ketidakhadiran peran ayah 

dalam perkembangan anak baik secara fisik maupun 

secara psikis karena dianggap mengurus anak adalah 

pekerjaan perempuan yang notabene adalah seorang ibu. 

Dari keadaan Fatherless ini akan muncul generasi 

feminisme. Istilah Feminisme ini sebenarnya berasal dari 

bahasa Perancis dari kata feminin atau femininitas yang 

artinya adalah kewanitaan atau menunjukan sifat 

perempuan. Sehingga dapat diartikan, bahwa feminisme 

adalah sebuah aliran pergerakan wanita yang 

memperjuangkan hak perempuan. Istilah ini juga dapat 

didefinisikan sebagai gerakan politik, sosial serta ideologi 

yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak 

wanita, di antaranya adalah untuk membangun, 

mendefinisikan serta mencapai perlakukan gender yang 

bernaung pada Hak Asasi Manusia di lingkup ekonomi, 

politik, pribadi dan sosial. Gerakan ini menggabungkan 

dua posisi, bahwa masyarakat selalu memprioritaskan 

sudut pandang laki-laki dan perempuan selalu 
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diperlakukan dengan tidak adil dalam masyarakat. 

Sehingga feminisme hadir, sebagai sebuah upaya untuk 

merubah hal tersebut, termasuk memerangi stereotip 

gender dan berusaha membangun peluang pendidikan 

serta profesional yang setara dengan laki-laki. Gerakan 

ini menjadi gerakan perlawanan terhadap perilaku 

patriarki, menjadi tantangan ke depan dan isu lainnya 

apabila seorang perempuan mengadopsi gerakan 

feminisme dan melakukan segala hal sendiri sehingga 

menganggap dirinya mampu mandiri dari berbagai aspek 

dan terbiasa melakukan semua hal sendiri sehingga 

tidak lagi membutuhkan figur dan peran laki-laki 

dihidupnya.  
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5 
ISU GENDER PADA  

MASA REMAJA 

Fitriana Putri Utami, S.KM., M.Kes 

Universitas Ahmad Dahlan 

Karakteristik Remaja 

Masa remaja yang dimulai sekitar usia 10-13 tahun dan 

berakhir pada usia 18-22 tahun merupakan periode transisi 

dari anak-anak ke masa dewasa. Dalam masa ini terjadi 

perkembangan biologis, kognitif, sosial, dan emosional. 

Perubahan-perubahan ini terjadi mulai dari perkembangan 

fungsi seksual hingga proses berpikir abstrak dan 

kemandirian. Semua remaja harus melalui fase di mana 

peran gender mereka didefinisikan ulang. Ini mewakili 

serangkaian harapan dalam mempraktikkan bagaimana  

perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir, bertindak, 

dan merasakan (Umami, 2019). Landasan bagi masa depan 

kesehatan dan kesejahteraan remaja muda terletak pada 

peningkatan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam 

bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta mendorong 

sikap, perilaku, dan norma yang lebih setara gender 

(USAID, 2022). 

Kebanyakan orang mungkin setuju bahwa pria dan wanita 

memiliki kualitas fisik yang berbeda satu sama lain. 

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang 

sudah ada sejak lahir inilah yang sebenarnya disebut 

sebagai perbedaan alamiah. Namun ketika pembedaan 

tersebut menimbulkan ketidakadilan, konflik, penindasan, 

dan penindasan satu sama lain, maka hal tersebut menjadi 

sebuah masalah. 
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Gaya pengasuhan keluarga akan menunjukkan 

manifestasi tatanan teknis pengasuhan; misalnya, anak 

laki-laki biasanya diasosiasikan dengan martabat, 

keamanan, dan keteguhan, serta aspirasi masa depan 

keluarga. Sebaliknya, anak perempuan diasosiasikan 

dengan kepraktisan; artinya, mereka biasanya fokus 

menyelesaikan tugas-tugas di sekitar rumah. Meskipun 

tidak ada yang salah dengan keadaan ini, keadaan 

menjadi sulit ketika salah satu jenis kelamin (laki-laki 

atau perempuan) dirugikan oleh peran yang telah 

diajarkan. Misalnya, remaja perempuan yang berani dan 

tegas akan disebut tomboi, sedangkan remaja laki-laki 

yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut akan disebut 

banci. (Boediarsih, Shaluhiyah, & Mustofa, 2016)(Thahir, 

2018). 

Menjangkau remaja saja tidaklah cukup. Program 

kesetaraan gender harus menyentuh individu, sistem, 

dan organisasi yang berdampak pada kehidupan remaja, 

seperti keluarga, jaringan komunitas, sekolah, sistem 

kesehatan, masyarakat sipil, dan layanan pemerintah 

lainnya, agar benar-benar mendorong kesetaraan gender 

di kalangan anak muda. Selain mempengaruhi cara 

remaja muda menangani dinamika kekuasaan dan isu-

isu identitas gender yang muncul pada masa krusial ini, 

banyaknya elemen sosial dan struktural yang 

menyebabkan ketidaksetaraan gender juga berdampak 

pada bagaimana norma, peran, dan sistem gender 

berkembang pada periode remaja (USAID, 2022). 

Persepsi Remaja terhadap Peran Gender dan 

Seksualitas 

Persepsi tentang peran gender dan seksualitas gender 

merupakan keyakinan normatif tentang bagaimana 

seorang perempuan atau laki-laki seharusnya 

memandang peran dan tanggung jawabnya dalam 
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kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka 

seharusnya berpenampilan dan berperilaku dalam 

bidang seksualitas. 

Dalam penelitian terhadap 395 siswa SMA di Kota 

Semarang mengungkapkan beberapa gagasan remaja 

terhadap peran gender dan seksualitas mereka. 

Beberapa temuan persepsi yang kurang baik terdapat 

pada beberapa item, antara lain: (Boediarsih et al., 2016) 

1. 74,7% remaja berpendapat bahwa perempuan tidak 

pantas untuk mengungkapkan cinta terlebih dahulu  

2. 72,4% remaja percaya bahwa mengantar dan 

menjemput pasangan adalah tanggung jawab laki-

laki 

3. 74,4% remaja percaya bahwa laki-laki lebih bernafsu 

dalam menjalin hubungan pacaran 

4. 88,6% remaja menyatakan wajar jika anak 

perempuan dikeluarkan dari sekolah jika hamil 

sebelum menikah 

5. 68,3% remaja menganggap wajar jika laki-laki sering 

pulang larut malam 

6. 72,7% remaja sepakat bahwa laki-laki memiliki hak 

lebih besar untuk mengakhiri hubungan 

dibandingkan perempuan dalam proses berpacaran. 

Hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki lebih 

berkuasa, berkekuatan, dan memiliki daya tawar 

yang lebih besar untuk memutuskan hubungan 

dengan seorang perempuan.  

Persepsi remaja kaitannya dalam pembagian peran 

gender dalam sebuah keluarga menunjukan hasil bahwa 

90,6% remaja menjawab bahwa ayah bertanggung jawab 

atas penghidupan (mencari nafkah) dan ibu bertanggung 

jawab mengasuh anak. Selain itu diketahui juga bahwa 

90,6% remaja meyakini bahwa pengambi keputusan 
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dalam rumah tangga adalah peran laki-laki (suami), 

sedangkan perempuan (istri) berperan sebagai 

pendamping. Terkait dengan pembagian peran domestik 

dan publik, 71,9% remaja memiliki gagasan bahwa 

kegiatan perempuan lebih baik mengarah kepada 

kegiatan didalam rumah (ranah domestik), sedangkan 

laki-laki lebih bebas pada aktivitas di luar rumah 

(publik) (Boediarsih et al., 2016).  

Sosialisasi Gender pada Remaja 

Sosialisasi gender diartikan sebagai proses mempelajari 

karakteristik psikologis yang mempengaruhi perilaku laki-

laki dan perempuan sesuai dengan harapan dan norma 

sosial di tempat orang tersebut berada. Dalam hal ini, anak 

seringkali menyerap peran gender yang sesuai, terutama 

melalui model pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua 

mereka. Secara teori, sosialisasi gender yang diberikan oleh 

orangtua berkaitan dengan munculnya prasangka gender 

pada anak. Semakin tradisional sosialisasi gender yang 

diberikan akan berkorelasi dengan semakin tingginya 

prasangka gender yang dimiliki anak. Namun teori ini tidak 

sepenuhnya berlaku pada remaja sebab ketika abak beralih 

dari masa kecil ke masa remaja, mereka akan terpapar oleh 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan 

perilaku gender. Sikap dan perilaku ini pada umumnya 

diperoleh dari orang tua di rumah, namun seiring dengan 

berjalannya waktu akan terpengaruh juga dengan teman 

sebaya, pengalaman di lingkungan sekolah, serta paparan 

media. Sehingga prasangka gender yang dimiliki oleh 

remaja memungkinkan untuk berbeda dengan apa yang 

disosialisasikan oleh orang tua di dalam rumah (Ni Desak 

Made Santi Diwyarthi, Dianingtyas Putri & Dyah Ajeng 

Listriani Hetty Ismainar, Imanuddin Hasbi, I Putu Ayub 

Darmawan, Irwanto Asriandi, Is Nurhayati, Chandra Fitra 

Arifianto, Al Halik Novita Maulidya Jalal, 2021)(Umami, 

2019).  
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Prasangka gender diwujudkan dalam dua bentuk: 

penerimaan gender (benevolent sexism) dan penolakan 

gender (hostile sexism). Penerimaan gender adalah sikap 

dan perilaku positif yang mendukung perempuan 

berperilaku sesuai stereotip tradisional. Penolakan 

gender merupakan sikap atau perilaku negatif yang 

secara langsung mengungkapkan bahwa perempuan 

lebih rendah dibandingkan laki-laki. Penolakan gender 

sendiri adalah sikap negatif terhadap perempuan yang 

salah satunya berasal dari keyakinan tentang 

kompetensi perempuan yang lebih rendah dari pria. 

Penolakan gender dan penerimaan gender saling 

berhubungan karena keduanya didasari oleh kesamaan 

keyakinan tentang perempuan. Keduanya berasumsi 

bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang lebih lemah 

dan harus memainkan peran domestik dalam 

masyarakat (Plous, 2003).  

Sebuah studi di DKI Jakarta pada 200 siswa SMA yang 

terdiri dari 106 perempuan dan 94 laki-laki diperoleh 

bahwa penolakan gender lebih tinggi ditemukan pada 

remaja laki-laki daripada remaja perempuan. Sebaliknya, 

penerimaan gender lebih banyak dimiliki oleh remaja 

perempuan daripada laki-laki. Dalam hal tokoh yang 

memberikan sosialisasi gender diketahui bahwa 56.4% 

remaja pria menyatakan ibu sebagai tokoh yang paling 

sering mengajari cara berperilaku sesuai gender. 

Sementara itu 84.9% remaja perempuan menyatakan 

bahwa ibu yang tokoh paling sering mengajari cara 

berperilaku sesuai gender (Siregar & Rochani, 2010).  

Pada remaja laki-laki, penolakan gender dan sosialisasi 

gender orang tua mempunyai korelasi positif yang kuat. 

Anak laki-laki sering kali lebih diutamakan oleh orang 

tua karena keyakinan konvensional, dalam melakukan 

sosialisasi gender. Dibandingkan dengan remaja laki-

laki, orang tua cenderung lebih mensosialisasikan 
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responden perempuan sesuai dengan norma gender 

tradisional. Selain itu, perempuan juga mengalami 

keterbatasan dalam melakukan aktivitas di luar rumah 

dan terus menerus didorong untuk menampilkan citra 

feminin. Semuanya mencapai puncaknya ketika mereka 

memasuki masa pubertas dan meninggalkan masa 

kanak-kanak. Hal ini mendukung gagasan bahwa anak 

laki-laki lebih mampu dan lebih unggul daripada anak 

perempuan karena indoktrinasi gender dari orang tua, 

yang pada gilirannya mengarah pada penolakan gender 

dan keyakinan bahwa perempuan kurang berharga 

dibandingkan laki-laki. 

Remaja memandang indoktrinasi gender yang mereka 

terima dari orang tua menjadi kurang konvensional 

seiring bertambahnya usia. Penemuan bahwa sosialisasi 

gender orang tua lebih tradisional pada remaja dengan 

tingkat pendidikan rendah menambah kepercayaan pada 

temuan tentang hubungan antara usia dan sosialisasi 

gender orang tua. Sosialisasi gender oleh orang tua 

menjadi lebih modern ketika dilakukan pada remaja 

perempuan dengan usia yang lebih matang dan lebih 

berpendidikan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan 

persepsi terhadap stereotip perempuan. Seiring 

bertambahnya usia anak perempuan, orang tua kini 

cenderung mengurangi stereotip gender yang tradisional. 

Hal lain yang turut berpengaruh dalam sosialisasi gender 

adalah peran orang tua yang lebih dominan dalam 

keluarga. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa remaja 

lebih mengacu kepada ibu sebagai tokoh pemberi 

sosialisasi gender didalam rumah, mayoritas remaja 

memilih ibu sebagai figur dominan dalam keluarga. 

Remaja dengan ibu sebagai panutan yang kuat di rumah 

lebih memiliki penerimaan gender yang lebih tinggi. 

Remaja putri yang memiliki ibu yang lebih mendominasi 

dan remaja putri yang memiliki ayah yang lebih 
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mendominasi, menunjukkan variasi prasangka gender. 

Dimana remaja perempuan yang memiliki ibu yang lebih 

mendominasi di rumah memiliki tingkat diskriminasi 

gender yang lebih tinggi. Oleh karena itu, anak laki-laki 

akan mengikuti ayahnya, dan anak perempuan akan 

mengikuti ibunya.  

Selain itu, tampaknya tingkat pekerjaan ibu berdampak 

pada penolakan gender. Remaja yang ibunya tidak 

bekerja mengalami tingkat penolakan gender yang lebih 

tinggi. Jika dibandingkan dengan anak yang ibunya 

tidak bekerja, remaja yang ibunya bekerja berpendapat 

bahwa ibunya lebih kompeten. Setelah menyadari bahwa 

ibu mereka tidak memiliki kompetensi yang sama dengan 

ayah mereka yang bekerja, anak-anak yang ibunya tidak 

bekerja pada akhirnya akan menginternalisasikan 

penolakan gender. (Siregar & Rochani, 2010)(Filler & 

Jennings, 2015). 

Isu Spesifik Gender pada Remaja 

Gender dan Depresi pada Remaja 

Jika dibandingkan dengan masa kanak-kanak dan 

dewasa, prevalensi penderita depresi pada masa remaja 

menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Dari masa 

kanak-kanak hingga remaja, gejala depresi semakin 

parah. Gejala depresi yang meningkat mulai terlihat 

antara usia 13 dan 15 tahun, mencapai puncaknya 

antara usia 17 dan 18 tahun, dan kemudian menurun 

pada usia dewasa. Hal ini ditemukan terjadi pada 

remaja-remaja yang berasal dari ras-ras yang berbeda 

(Marcotte, Alain, & Gosselin, 1999).  

Ada korelasi kuat antara gender dan peningkatan depresi 

di kalangan remaja awal. Menurut penelitian, remaja 

perempuan mengalami depresi lebih tinggi dibandingkan 

remaja laki-laki (Darmayanti & Tarbiyah, 2008). Menurut 
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(Silverstein & Lynch, 1998), variasi gender dalam gejala 

depresi telah menarik banyak perhatian, dan data yang 

tersedia saat ini menunjukkan bahwa perempuan lebih 

mungkin mengalami depresi klinis dan subklinis 

dibandingkan laki-laki. Menurut penelitian (Marcotte et 

al., 1999) terhadap populasi di AS dan Kanada, antara 

20% hingga 35% remaja laki-laki dan antara 25% hingga 

40% persen remaja perempuan menderita depresi. Anak 

perempuan cenderung lebih depresi dibandingkan anak 

laki-laki karena tiga alasan (Darmayanti & Tarbiyah, 

2008): 

1. Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak 

perempuan cenderung kurang kuat dan memiliki 

nilai keterampilan kepemimpinan yang lebih rendah. 

2. Remaja perempuan melakukan coping ruminatif 

lebih s ering dibandingkan anak laki-laki. perempuan 

memberikan perhatian lebih besar dan lebih larut 

terhadap gejala depresi yang mereka temui. 

Sebaliknya, anak laki-laki sering kali bertindak acuh 

tak acuh dan mengalihkan perhatiannya ke aktivitas 

fisik seperti menonton TV. 

3. Saat berinteraksi dengan kelompoknya, anak 

perempuan kurang menunjukkan dominasi dan 

agresi, baik secara fisik maupun verbal. 

Kesenjangan gender dalam depresi yang dialami remaja 

perempuan dan laki-laki sering kali disebabkan oleh tiga 

faktor: Pertama, Remaja perempuan dan laki-laki 

menjadi lebih sadar akan tubuh dan peran gender 

mereka sebagai akibat dari perubahan fisik dan 

hormonal yang disebabkan oleh pubertas di awal masa 

remaja. Remaja laki-laki dan perempuan akan bereaksi 

berbeda terhadap perubahan ini. Remaja putri 

cenderung memiliki persepsi buruk terhadap tubuhnya 

dan sering kali merasa tidak bahagia dengan tubuhnya. 
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Mereka menganggap wajah mereka tidak menarik, tubuh 

mereka jelek, dan kelebihan berat badan. Sebaliknya, 

remaja laki-laki memandang perubahan ini dengan baik. 

Kedua, lebih banyak remaja perempuan dibandingkan 

remaja laki-laki yang mengalami depresi karena cara 

mereka menghadapi kesulitan secara berbeda. 

Dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan lebih 

banyak menggunakan mekanisme coping yang tidak 

efisien seperti internalisasi, intelektualisasi, dan 

rasionalisasi. Mereka tidak dapat menjaga keseimbangan 

emosi karena mekanisme coping yang buruk ini tidak 

dapat menghilangkan hal-hal buruk yang menimpa 

mereka. Remaja perempuan lebih mungkin mengalami 

depresi akibat mekanisme coping ini dibandingkan laki-

laki. Sebaliknya, remaja laki-laki lebih cenderung 

menggunakan mekanisme penanggulangan 

eksternalisasi seperti permusuhan, hiperaktif, 

pemberontakan, dan melarikan diri. 

Ketiga, remaja mengalami perkembangan terkait 

perubahan fisik dan hormonal. Anak perempuan 

mengalami perubahan perkembangan lebih awal 

dibandingkan anak laki-laki karena remaja perempuan 

menua lebih cepat. Remaja perempuan lebih rentan 

mengalami stres dibandingkan laki-laki akibat 

perubahan hormonal yang menyebabkan perubahan fisik 

ini (Darmayanti & Tarbiyah, 2008). 

Gender dan Hubungan Pacaran pada Remaja 

Cara komunikasi pria dan wanita berbeda terkait dengan 

dinamika gender dalam hubungan romantis. Laki-laki 

cenderung lebih berani dan blak-blakan, sedangkan 

perempuan lebih toleran (takut dan malu). Selain itu, 

perempuan lebih suka tinggal di rumah dan berteman 

dengan siapa pun, sedangkan laki-laki lebih suka keluar 

dan bersosialisasi dengan kelompok orang yang mereka 
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yakini memiliki minat yang sama. Selain itu, remaja 

putri biasanya memprioritaskan menjaga diri mereka 

sendiri dan berusaha menjaga tubuh tetap menarik dan 

tampak menakjubkan; Berbeda dengan remaja laki-laki 

yang tidak peduli dengan penampilan. Ada juga 

perbedaan dalam cara orang mengomunikasikan 

sentimen mereka. Misalnya, laki-laki cenderung lebih 

berani dan vokal, sedangkan perempuan lebih pendiam 

(Moreau et al., 2019). Secara umum, terdapat beberapa 

komponen yang berhubungan dengan relasi gender  laki-

laki dan perempuan dalam berinteraksi antar pribadi, 

antara lain: (Collins, Welsh, & Furman, 2009)  

1. Sentuhan 

Penelitian yang membandingkan perilaku menyentuh 

pria dan wanita mengungkapkan bahwa wanita lebih 

sering bersentuhan dibandingkan pria. Wanita lebih 

sering menyentuh dan disentuh dibandingkan pria, 

dan mereka juga lebih sering memulai kontak 

dibandingkan pria.  

2. Persahabatan 

Dalam pertemanan, pria cenderung kurang terbuka 

dibandingkan wanita. Secara umum, pria tidak 

menganggap keakraban sebagai aspek penting dalam 

persahabatan. Dibandingkan laki-laki, perempuan 

jauh lebih memuja dan menyayangi teman-temannya  

3. Romantisme  

Pria dan wanita sangat berbeda ketika jatuh cinta. 

Laki-laki digambarkan rasional, sedangkan 

perempuan digambarkan emosional dan sensitif. 

Laki-laki dapat menjalin hubungan romantis tanpa 

keterikatan, sedangkan perempuan memulainya 

dengan cinta yang mendalam. 
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Secara lebih khusus, studi (Fadilah, Kuniasari, & 

Quraisyin, 2011) mengeksplorasi relasi gender remaja 

saat berinteraksi dalam ranah hubungan pacaran, yang 

terbagi dalam tiga komponen, yaitu: 

1. Laki-laki lebih ekspresif dalam menunjukan 

emosinya  

Laki-laki menyampaikan perasaannya kepada 

perempuan di setiap pasangan yang terlibat dalam 

studi ini. Dalam hal ini laki-laki lebih berani 

dibandingkan perempuan yang lebih pemalu dan 

ragu-ragu untuk melakukannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pria lebih percaya pada cinta 

pada pandangan pertama dibandingkan wanita, dan 

pria menunjukkan cara yang lebih romantis dalam 

mengungkapkan cintanya. 

2. Laki-laki lebih suka menyentuh dan perempuan 

lebih suka disentuh 

Di antara lima pasangan dalam studi ini, laki-laki 

lebih banyak melakukan sentuhan dibandingkan 

perempuan. Mereka sudah melakukan kontak, 

biasanya dalam bentuk ciuman, dan biasanya pria 

yang menginisiasi terlebih dahulu. 

3. Menyelesaikan konflik: Perempuan cenderung lebih 

sering meminta maaf dan mengalah. 

Setiap pasangan dalam penelitian ini pernah 

mengalami konflik dalam hubungan mereka, dan 

masing-masing pasangan telah mengembangkan 

strategi unik untuk menyelesaikannya. Ada yang 

menangis, ada yang menggunakan musik, dan ada 

yang tidak berkata apa-apa. 
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Gender dan Presentasi Diri Remaja dalam Media 

Sosial 

Remaja laki-laki dan perempuan menggunakan media 

sosial dengan cara yang hampir sama, namun mereka 

menunjukkan diri mereka dengan cara yang sangat 

berbeda. Menurut studi yang dibahas dalam bab ini, 

anak laki-laki sering kali mengizinkan profil mereka 

dilihat secara publik, sedangkan perempuan sering kali 

memilih untuk sepenuhnya memblokir akses orang asing 

ke profil mereka. Selain itu, anak laki-laki cenderung 

memberikan informasi yang lebih tidak akurat di profil 

online mereka (Li & Ni, 2021) (Herring & Kapidzic, 2015). 

Cara remaja laki-laki dan perempuan menyampaikan 

pesan teks juga berbeda-beda: Meskipun anak 

perempuan tampaknya ingin menyenangkan anak laki-

laki dan membuat interaksi sosial lebih mudah, anak 

laki-laki tampaknya lebih tegas dalam memilih bahasa. 

Demikian pula halnya dengan presentasi visual, anak 

perempuan cenderung memilih gambar yang 

menyampaikan keinginan untuk tampil cantik dan 

menarik secara seksual, namun pola untuk anak laki-

laki kurang jelas. Ada kemungkinan untuk 

berargumentasi bahwa gambar-gambar yang dipilih oleh 

kedua gender menampilkan diri mereka sebagai 

cerminan representasi media mengenai karakter seksual 

(Herring & Kapidzic, 2015).  

Meskipun temuan tersebut mungkin tidak mengejutkan 

bagi orang dewasa, beberapa penulis berpendapat bahwa 

remaja yang tumbuh dengan internet dan merasa 

nyaman dengan banyak platform yang memfasilitasi 

interaksi mungkin tidak lagi melakukan perilaku 

stereotip gender dalam komunikasi online. Namun 

demikian, sebagian besar penelitian terbaru yang 

dilakukan mengenai presentasi diri online remaja 

menunjukkan masih adanya stereotip gender tradisional, 
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baik dalam penggunaan bahasa maupun dalam 

pemilihan gambar untuk ditampilkan. Seksualisasi anak 

laki-laki berbeda dari pola tradisional namun konsisten 

dengan tren keseluruhan yang mengarah pada apa yang 

disebut sebagai “pornifikasi” presentasi diri online 

(Herring & Kapidzic, 2015). 

Secara kumulatif, mengungkapkan pentingnya remaja 

dalam menampilkan identitas gender di media sosial. 

Temuan ini tidak mengherankan karena, pada masa 

remaja, identitas dan seksualitas mulai memainkan 

peran utama dalam kehidupan remaja ketika mereka 

berusaha mendefinisikan dan mengeksplorasi siapa diri 

mereka. Situs media sosial dan profil yang dikandungnya 

memberikan titik referensi bagi kaum muda dalam 

proses pengembangan identitas sosial mereka. Di sana 

mereka berinteraksi dengan teman sebayanya, kelompok 

referensi terpenting bagi remaja. Dengan melihat profil 

orang lain, remaja dapat mengetahui jenis presentasi apa 

yang pantas secara sosial; profil orang lain memberikan 

isyarat penting tentang apa yang harus ditampilkan di 

profil mereka sendiri. Pengamatan ini membantu 

menjelaskan tingginya tingkat normativitas dalam 

presentasi diri berdasarkan gender di media sosial (Guo, 

2022).  

Identitas gender minoritas – misalnya remaja gay dan 

transgender – juga diungkapkan melalui media sosial, 

meskipun penelitian yang ada mengenai subjek tersebut 

menunjukkan bahwa situs populer seperti Facebook, 

MySpace, dan Twitter merupakan lingkungan 

heteronormatif. Selain itu, sifat mayoritas dari situs-situs 

tersebut menghadirkan tantangan dalam negosiasi 

identitas dan kontrol informasi bagi remaja queer yang 

tidak “terbuka” kepada semua anggota jaringan mereka, 

sehingga menyebabkan beberapa orang mengadopsi 

strategi seperti referensi kode untuk seksualitas mereka 
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atau memelihara dua akun, satu akun tertutup dan 

akun lainnya terbuka. Pada saat yang sama, situs 

jejaring sosial memberikan kesempatan kepada remaja 

yang bertanya untuk mengeksplorasi dan 

mengkonfigurasi ulang identitas gender mereka, dan 

dalam prosesnya, untuk mengklarifikasi kepada diri 

mereka sendiri siapa mereka (Talbot, Talbot, Roe, & 

Briggs, 2022). 

Secara umum, platform media sosial memberikan remaja 

tempat untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi citra 

diri mereka mempengaruhi orang lain.  Harga diri remaja 

sering kali ditingkatkan dengan berbagi gambar dan 

komentar, yang sering kali memperoleh tanggapan yang 

baik. Pernyataan negatif, cyberbullying, dan pelecehan 

merupakan respons yang tidak diinginkan terhadap 

presentasi diri online seseorang dan dapat menimbulkan 

efek psikososial yang merugikan. Selain itu, perasaan 

tidak mampu dan tertekan mungkin timbul karena 

membandingkan penampilan seseorang dengan orang 

lain di media sosial (Herring & Kapidzic, 2015). 

Gender dan Kesejahteraan Subjektif Remaja 

Kebahagiaan dan kepuasan adalah komponen 

kesejahteraan subjektif. Perlu dilakukan analisis gender 

terhadap kesejahteraan subjektif remaja laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai 

atribut yang berbeda; laki-laki mempunyai sifat-sifat 

yang maskulin, dan perempuan mempunyai sifat-sifat 

yang feminim. Remaja perempuan menunjukkan 

perilaku yang lebih agresif dalam hubungan romantis, 

sedangkan remaja laki-laki cenderung lebih proaktif dan 

reaktif dalam interaksi dengan teman sebayanya 

(Saputra, Hanifah, & Widagdo, 2017). Kebahagiaan hidup 

remaja mungkin akan terkena dampak negatif dari 

perselisihan dan tantangan yang mereka hadapi (Raharja 
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& Indati, 2019). Studi mengenai persepsi kesejahteraan 

subjektif remaja yang dilakukan oleh  (Puspitawati et al., 

2021)  memperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Kepuasan 

Rata-rata skor kepuasan remaja laki-laki dan 

perempuan masuk dalam kategori sedang dan tidak 

berbeda secara statistik, yang menunjukkan bahwa 

mereka sama-sama puas dengan kehidupannya. 

Remaja laki-laki, dibandingkan remaja perempuan, 

merasa lebih puas ketika menangani stres, tekanan, 

dan konflik. 

2. Kebahagiaan.  

Remaja laki-laki dan perempuan memiliki rata-rata 

tingkat kebahagiaan yang tinggi dan tidak berbeda 

secara signifikan satu sama lain. Namun 

dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan 

lebih mudah tertawa dan tidak terlalu gugup. 

Secara umum kesejahteraan subjektif remaja laki-laki 

dan perempuan dinilai tinggi dan tidak berbeda jauh. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kedua 

kelompok remaja tersebut sudah memiliki evaluasi 

kognitif yang kuat terhadap tingkat kebahagiaan dan 

kepuasan hidup mereka. Ciri-ciri remaja (baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui peran gender), 

peran gender orang tua-remaja, dan ciri-ciri keluarga 

(secara tidak langsung melalui peran gender orang tua-

remaja) semuanya berdampak pada kesejahteraan 

subjektif remaja. Oleh karena itu, peran gender antara 

orang tua dan remaja merupakan faktor mediasi yang 

penting dan strategis yang mempengaruhi kesejahteraan 

subjektif remaja. Peran gender orang tua-remaja 

(ditunjukkan oleh intensitas aktivitas gender dan 

kolaborasi dalam delapan fungsi keluarga) yang lebih 

tinggi akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan 
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remaja terhadap kondisi kehidupannya. Meskipun 

demikian, dibandingkan remaja perempuan, remaja laki-

laki melaporkan kesejahteraan subjektif yang lebih 

tinggi. Peran gender orang tua-remaja akan ditingkatkan 

dengan membaiknya faktor keluarga, seperti kekayaan 

orang tua dan pendidikan, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan subjektif remaja 

(Puspitawati et al., 2021). 
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6 
ISU GENDER PADA  

MASA DEWASA 

Feny Wartisa, S.SiT, M.KM 

Universitas Perintis Indonesia 

Gender merupakan suatu perbedaan atribut sosial 

antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi oleh 

masyarakat dan sifatnya dinamis (Alan Sigit & Fibrianto, 

2016). Isu gender adalah adalah permasalahan yang 

timbul karena adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan 

gender yang mengakibatkan diskriminasi terhadap salah 

satu pihak (perempuan dan laki-laki) (Afifah, 2021). Saat 

ini, isu gender sepertinya menjadi perbincangan di 

seluruh lapisan masyarakat. Ketika membahas isu 

gender, yang selalu terlintas di pikiran adalah 

ketidaksetaraan dan diskriminasi. Perempuan dalam 

konsep gender masih terintimidasi oleh nilai dan norma 

yang dibentuk masyarakat. Dengan perbedaan peran 

perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, isu gender 

selalu menjadi isu hangat untuk dibahas dan dikaji 

(Iqbal & Harianto, 2022). Isu gender menjadi perhatian 

utama dalam kesehatan ibu, karena laki-laki memainkan 

peran penting dalam menyelamatkan nyawa, 

pengambilan keputusan dan motivasi bersama (Morgan 

et al., 2017). Namun, keterlibatan laki-laki dalam 

layanan kesehatan ibu selama kehamilan masih terbatas 

dibatasi oleh faktor-faktor seperti individu, keluarga, 

komunitas, masyarakat, dan kebijakan (Alio et al., 2013). 
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Isu Gender pada Masa Prakonsepsi 

1. Perempuan Lajang (Single) 

Fenomena hidup lajang (single) telah muncul dalam 

skala global. Di Indonesia sendiri, hasil sensus 

penduduk tahun 2010 yang dilaporkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 

perempuan berusia 30-54 yang belum menikah 

berjumlah 1,418,689 orang atau sekitar 4,1% dari 

total jumlah perempuan Indonesia dalam rentang 

usia yang sama. Sensus terakhir di Indonesia pada 

tahun 2010 menunjukkan peningkatan tiga kali lipat 

jumlah perempuan belum menikah di usia akhir tiga 

puluhan dibandingkan tahun 1970, oleh karena itu, 

Indonesia memiliki pola yang sama dalam hal 

peningkatan angka lajang dengan banyak negara di 

Asia – Jepang, Korea Selatan, dan Singapura dengan 

peningkatan jumlah wanita belum menikah secara 

konstan pada tahun-tahun terakhir (Himawan et al., 

2022). 

Pada umumnya perempuan dewasa awal yang 

menunda pernikahan terhalang karena belum 

menemukan pasangan yang tepat, namun ada juga 

yang hidup melajang karena merupakan pilihan 

(Septiana & Syafiq, 2013).  Seperti yang 

diungkapkan oleh Feldman (2009), beberapa orang 

ingin tetap menikmati kebebasan dalam mengambil 

resiko, bereksperimen, berkeliling dunia, mengejar 

karir, melanjutkan pendidikan, atau melakukan 

pekerjaan kreatif. Namun, kehidupan lajang bagi 

perempuan bukanlah situasi yang bebas dari 

tekanan masyarakat dominan. Pernikahan adalah 

salah satu ritus budaya yang sangat dihargai oleh 

hampir semua kelompok etnis dan budaya di 

Indonesia dan setiap orang diharapkan untuk 

memasuki pernikahan pada usia dewasanya. Orang 
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dewasa yang belum menikah dan tinggal dalam 

budaya yang mengharapkan perempuan menikah, 

mereka akan mendapatkan tekanan dari orangtua 

dan teman-temannnya untuk segera menikah 

(Septiana & Syafiq, 2013). Dalam perspektif gender, 

tuntutan menikah jauh lebih berat pada perempuan 

dewasa dari pada laki-laki. Kecenderungan budaya 

patriarkis pada masyarkat Indonesia telah membuat 

perempuan didorong untuk menjadi ibu dan istri 

dalam sebuah keluarga agar ia dihargai sebagai 

anggota mayarakat sepenuhnya. Karena budaya 

tersebut, setiap keluarga akan tetap menyarankan 

anak perempuannya untuk menikah (Dewi & 

Kumalasari, 2007).  

Status sosial “lajang” akan membuat para 

perempuan lajang mendapatkan label yang 

mendiskreditkan dan merendahkan. Penelitian 

Indriana dkk., (2007) misalnya melaporkan 

perempuan dewasa lajang di Jawa yang menjadi 

partisipan mereka dianggap sebagai tertutup, 

emosional, kekanak-kanakan, dan mudah marah. 

Penelitian Greitemeyer (2009) juga mengungkapkan 

bahwa masyarakat Jerman menunjukkan sikap 

negatif terhadap orang yang melajang (single). Secara 

umum, perempuan dewasa lajang cenderung 

mendapatkan beberapa stereotip seperti: kurang 

dapat mengemban tanggungjawab, kurang dewasa, 

dan kurang bisa bergaul daripada mereka yang telah 

menikah. 

2. Permasalahan Infertilas 

Infertilitas didefinisikan sebagai kegagalan untuk 

melakukan mencapai kehamilan klinis setelah 12 

bulan melakukan hubungan seksual secara teratur 

tanpa perlindungan. Secara umum, 8 hingga 12% 

pasangan usia subur menderita infertilitas di seluruh 
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dunia (Wasilewski et al., 2020). Menurut laporan 

WHO lebih dari 10 persen wanita terkena infertilitas 

(WHO, 2019). Selain masalah medis, Infertilitas juga 

menyebabkan masalah pribadi dan sosial. Infertilitas 

dapat menyebabkan konsekuensi sosial da psikologis 

yang merusak seperti pengucilan, perceraian hingga 

stigma sosial yang berujung pada isolasi dan tekanan 

psikologis (Slade et al., 2007). Meskipun infertilitas 

mempengaruhi kedua jenis kelamin secara setara, 

namun dalam hal ini wanita yang paling sering 

disalahkan (Batool Hasanpoor-Azghady et al., 2019). 

Hal ini menyebabkan wanita infertil merasa bersalah 

dan mengancam dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

perempuan yang tidak subur mengalami tekanan 

psikologis yang lebih besar dibandingkan laki-laki 

yang tidak subur, dan hal ini sering kali terjadi 

mendapat stigma karena tidak subur dan tidak 

memiliki anak (Fu et al., 2015).  

Stigma infertilitas dikaitkan dengan perasaan malu 

dan kerahasiaan. Stigma diartikan sebagai perasaan 

negatif karena berbeda dibandingkan dengan orang 

lain di masyarakat dan bertentangan dengan norma 

sosial. Jika infertilitas yang dialami sebagai stigma 

berpotensi mengakibatkan kecemasan dan stres bagi 

orang yang mengalami infertilitas, perasan bersalah 

dan masalah hubungan. Selain itu juga dapat 

mengakibatkan gangguan psikologis, penurunan 

harga diri dan efikasi diri. Penuruan kesejahteraan 

perepunan dan kesejahteraan perempuan (Taebi et 

al., 2021). 
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Isu Gender pada Masa Hamil 

1. Hubungan seksual pada ibu hamil 

Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi dari 

wanita yang merupakan bukti dari keberhasilan 

sistem reproduksi (Astyandini & Ruspita, 2020). 

Kesehatan ibu secara tradisional dianggap sebagai 

urusan perempuan (Kinanee & Ezekiel-Hart, 2009).  

Namun keterlibatan laki-laki kurang diharapkan, 

terutama di negara-negara berpendapatan rendah 

dan menengah dimana perempuan kekurangan 

sumber daya ekonomi dan kekuasaan dalam 

mengambil keputusan (Tokhi et al., 2018). Bukti 

menunjukkan bahwa keterlibatan peran ayah 

mempunyai dampak positif terhadap hasil kehamilan 

dan bayi, karena mengurangi dampak negatif 

terhadap kesehatan ibu perilaku dan mengurangi 

risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, 

dan hambatan pertumbuhan janin (Wai et al., 2015). 

Namun sampai saat ini pandangan di masyarakat 

bahwa kehamil dan pemeliharan kesehatan keluarga 

menjadi tanggung jawab wanita.  

Wanita hamil memerlukan dukungan fisik, sosial, 

dan sosial dukungan psikologis (Fellmeth et al., 

2018). Sumber dukungan yang umum adalah 

keluarga, jaringan sosial, teman dan pasangan 

(Phoosuwan et al., 2020). Pemenuhan kebutuhan 

fisik dan psikologi selama kehamilan dapat terpenuhi 

jika peran suami istri dilakukan seiring sejalan. 

Berbagai kebutuhan fisiologi dalam masa kehamilan 

meliputi kebutuhan fisiologi selama kehamilan 

adalah kebutuhan nutrisi, eliminasi, istirahat tidur 

serta kebutuhan seksual.  
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Kebutuhan seksual jarang mendapatkan perhatian 

khusus dari suami maupun tenaga kesehatan. 

Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang 

hubungan seksual selama kehamilan akan 

menyebabkan sering wanita kurang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan seks. Penelitian 

nurmaningsih (2017) melaporkan bahwa peran 

gender dapat dilihat dari pengambil inisiatif untuk 

melakukan hubungan seksual. Dalam gender yang 

berlaku di budaya jawa pria adalah memegang peran 

maskulin sehingga harus mengambil keputusan, 

inisiatif lebih dahulu yang disebut besar ditentukan 

oleh suami sebagai pengambil keputusan dan wanita 

harus mengikuti. Peran gender wanita feminism yang 

lembut menurut semua keinginan suami, sedangkan 

kebutuhan seksual merupakan kebutuhan pria dan 

wanita (Nurnaningsih, 2016). Pada wanita hamil 

sebagian memilih tidak melakukan hubungan 

seksual terutama pada trimester awal kehamilan dan 

umumnya pemenuhan kebutuhan seks sangat 

tergantung dari peran suami dalam menentukan 

untuk melakukan hubungan seks dalam masa 

kehamilan (Astyandini & Ruspita, 2020). Hal ini juga 

disampaikan oleh Pangkahila (2018), dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa sebahagian wanita 

dimana kehamilan menkena dorongan seksual. 

2. Kehamilan tidak direncanakan 

Kehamilan yang tidak direncanakan terjadi di waktu 

yang kurang tepat. Secara terminologi istilah 

tersebut, kehamilan yang tidak direncanakan ini 

tidak berarti bahwa pasangan suami istri tidak 

menginginkan kehamilan nya. Kehamilan yang tidak 

direncanakan lebih mengarah pada keadaan belum 

meng inginkan karena alasan tertentu, antara lain 

menjarangkan jarak usia anak yang satu dengan 
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yang lain. Tidak selalu kehamilan itu tidak 

diinginkan oleh kedua belah pihak, bisa jadi hanya 

satu pihak. Ketidakinginan dan anggapan tidak 

berada dalam waktu yang tepat, lebih dirasakan oleh 

pihak pasangan laki-laki (Pranata, 2012). 

Keinginan untuk tidak mempunyai anak ini menjadi 

kekuatiran tatkala ibu yang sedang hamil terdorong 

untuk menghentikan kehamilan dengan sengaja. 

Kehamilan yang tidak diinginkan acapkali berkaitan 

erat dengan praktik pengguguran kandungan yang 

tidak aman. Peningkatan kehamilan yang tidak 

direncanakan tersebut mengakibatkan tingginya 

tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir, serta 

munculnya masalah kekerasan dalam    rumah    

tangga (Zahira, 2023). Keinginan menggugurkan 

kandungan yang tinggi itu tidak terlepas dari kondisi 

ekonomi lemah sehingga kelahiran anak merupakan 

beban bagi keluarga. Usaha untuk menggugurkan 

kandungan merupakan inisiatif sendiri dan sering 

tidak berkoordinasi dengan pasangannya (Sadarang 

et al., 2023). 

Kejadian kehamilan yang tidak direncanakan itu bisa 

dipahami sebagai keterbatasan pengetahuan 

perempuan tentang kesehatan reproduksi dan 

terutama terhadap perencanaan dan pencegahan 

kehamilan. Tingkat pendidikan yang rendah, 

pekerjaan yang memarjinalkan posisi perempuan, 

serta status ekonomi yang kurang menguntungkan 

ini mengurangi kemampuan mengakses pengetahuan 

tentang keluarga berencana dalam rangka 

penjarangan kehamilannya. Karena berisiko 

mengganggu ekonomi keluarga, maka 

kecenderungan untuk mengakhiri kehamilannya 

(Pranata, 2012). 
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Isu Gender pada Masa Melahirkan 

Masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia 

sebagian besar disebabkan oleh timbulnya penyulit 

persalinan yang tidak dapat segera dirujuk ke fasilitas 

pelayanan kesehatan yang lebih mampu dikarenakan 

terlambat dalam mengambil keputusan jika ada masalah 

yang terjadi (Nurfatimah, 2014). Suami selaku kepala 

keluarga memiliki dominasi dalam pengambilan 

keputusan dan hak untuk mengatur rumah tangga, 

termasuk kehamilan dan persalinan (Sadarang et al., 

2023). Ketidakmampuan perempuan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dirinya 

antara lain berapa jumlah anak yang diinginkannya, 

kapan mau hamil, jarak kehamilannya, kapan 

memeriksakan kehamilannya, siapa yang akan menolong 

persalinan, dan persiapan dana untuk persalinan 

dianggap tidak penting, karena kedudukan perempuan 

yang lemah dan rendah dalam keluarga (Linda et al., 

2012).  

Hasil penelitian Nurhayati di Rumah Bersalin Sari 

Simpang Limun Medan ditemukan 66% pengambilan 

keputusan dalam kehamilan dilakukan oleh suami. 

Peran suami sebagai pengambil keputusan utama masih 

sangat tinggi, sehingga bila terjadi komplikasi yang 

menuntut ibu mengambil keputusan, karena suami tidak 

ada maka langsung disebut tertunda. Kendala biaya juga 

menjadi penyebab keterlambatan pengambilan 

keputusan. Ketidaktahuan ibu dan keluarga terhadap 

tanda bahaya juga dapat menyebabkan keterlambatan 

dan harus segera ditangani untuk mencegah kematian 

ibu (Subiah et al., 2023).  
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Isu Gender pada Masa Nifas dan Menyusui 

Masa nifas merupakan waktu yang kritis untuk 

kelangsungan hidup dan pemulihan kesejahteraan  fisik 

dan mental ibu (WHO, 2022). Gangguan jiwa merupakan 

masalah yang sering dialami ibu pada masa nifas 

(Nawrocki et al., 2021a),  salah satunya rentan terhadap 

gejala klinis depresi (Fiala et al., 2017a). Depresi masa 

nifas yang sering terjadi diantaranya depresi postpartum 

dan postpartum blues (Fiala et al., 2017b; Fallon et al., 

2021). Gangguan kejiwaan pasca melahirkan dapat 

bersifat ringan disebut baby blues. Bila tidak dilakukan 

penanganan dengan tepat dapat berlanjut menjadi DPP 

(Depresi postpartum) (Fairus & Widiyanti, 2014). 

Dukungan suami merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya depresi, suami yang tidak 

memberikan perhatian, komunikasi, dan emosional yang 

intim membuat ibu berisiko mengalami depresi (Hikmah 

Annisa & Natalia, 2023). 

Salah satu bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan 

seorang suami kepada istrinya ialah dukungan 

emosional. Dukungan sosial dalam bentuk dukungan 

emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian, 

perhatian, rasa kasih sayang. Dukungan emosional ini 

dapat memberikan efek ketenangan batin dan perasaan 

senang dalam diri istri dan akhrinya seorang istri 

menjadi lebih mudah meyesuaikan diri dalam mengasuh 

bayinya (Sumantri & Budiyani, 2015). Dukungan sosial 

terutama dari orang terdekat istri yaitu suami 

bermanfaat untuk mempercepat kesembuhan dan 

mengurangi resiko komplikasi pada saat kehamilan 

maupun masalah lain setelah melahirkan seperti depresi 

postpartum pada wanita. Namun dimasyarakat suami 

sebagian besar tidak mendukung sehingga ibu 

mengalami depresi postpartum. Kondisi ini tentunya 

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 
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faktor budaya di masyarakat, ketidak harmonisan 

hubungan dengan suami, melahirkan bayi yang tidak 

sesuai dengan harapan, kehamilan yang tidak 

direncanakan, bayi yang lama dirawat di rumah sakit, 

suami yang tidak bekerja (Sulistyaningsih & Wijayanti, 

2020). 

Menyusui merupakan salah satu bentuk peran dan 

tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ibu nifas (erlin 

Novitasari et al., 2021). Kementerian Kesehatan RI 

sendiri menganjurkan jangka waktu minimal ibu 

menyusui adalah 6 bulan dan dapat dilanjutkan hingga 

2 tahun. Ibu menyusui akan memiliki berbagai kendala 

mulai dari perawatan prenatal dan konseling laktasi yang 

kurang dan tidak memadai, rendahnya produksi ASI, 

payudara bengkak, nyeri, puting lecet, stress, jadwal 

kerja, banyaknya pekerjaan rumah tangga, kurangnya 

keterlibatan dan dukungan keluarga, budaya, masalah 

gender, dan status ekonomi dalam sebuah keluarga (E. 

Novitasari et al., 2022).  

Dalam memberikan ASI ibu memerlukan dukungan 

suami. Dukungan suami merupakan faktor yang turut 

berperan menentukan keadaan emosi atau perasaan ibu 

sehingga mempengaruhi   kelancaran   hormone 

oksitoksin dan prolaktin yang mempengaruhi    emosi    

dan    pikiran serta merangsang pengeluaran ASI (Syaiful 

et al., 2021). Tidak     adanya     dukungan keluarga     

dalam     pemberian     ASI eksklusif    merupakan    

alasan    yang banyak dikemukakan oleh ibu. Oleh 

karena itu faktor dukungan keluarga (suami, orangtua) 

merupakan faktor penguat   bagi   ibu   menyusui   yang 

memberikan   ASI   eksklusif.   Tidak hanya   ibu   saja   

yang   bertanggung jawab terhadap suksesnya pemberian 

ASI tetapi juga ayah, nenek, kakek, dan orang –orang 

yang akan terlibat dengan kepengurusan bayinya nanti 

(Roesli, 2013). 
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Diera modernisasi saat ini peran ibu menghasilkan 

konstruksi sosial dari yang hasa sebagai istri dan tinggal 

dirumah sekarang juga menjadi pencari nafkah. Revolusi 

industri membawa aksesibilitas yang lebih besar dan 

memberikan pilihan baru bagi perempuan dari semua 

lapisan sosial untuk memberi makan bayi mereka 

apakah bayi mereka diberikan ASI atau makanan 

pengganti (Lauwers & Anna Swishe, 2020). Adanya 

kesetaraan gender dan terbukanya peluang aktualisasi 

diri perempuan membuat perempuan berperan dalam 

pengambilan keputusan dalam urusan rumah tangga, 

termasuk keputusan apakah akan menyusui (Bueskens, 

2018). Beberapa kendala yang dihadapi oleh ibu 

menyusui yang bekerja adalah tidak tersedianya ruangan 

untuk ibu menyusui, tidak memiliki waktu yang cukup 

untuk memerah ASI sehingga tidak jarang ibu 

memberikan susu formula untuk bayinya jika sedang 

bekerja (Bueskens, 2018). 

Isu Gender pada Masa Kontrasepsi 

Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah 

yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia, yakni 

penduduk yang tidak terkendali dapat memengaruhi 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Penggunaan alat kontrasepsi dalam 

program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu 

program pemerintah untuk menciptakan manusia 

berkualitas dan membatasi angka kelahiran. Keluarga 

berencana juga dapat menurunkan angka kematian ibu 

dan bayi di Indonesia. Kematian pada wanita dapat 

disebabkan oleh jarak kehamilan yang dekat atau 

bahkan seringnya keguguran. Namun selama ini 

program KB masih dianggap hanya diperuntukkan bagi 

perempuan, sehingga peran keluarga menjadi timpang.  

Perempuan dianggap bertanggung jawab atas 

reproduksinya sendiri, sehingga ledakan penduduk yang 
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terus terjadi seolah menjadi persoalan perempuan dan 

menjadi beban yang harus mereka tanggung untuk 

mengatasi masalah kelebihan populasi (Suryaningrum, 

2020).  

Ketidakadilan gender juga terjadi dalam penggunaan alat 

kontrasepsi. Alat kontrasepsi lebih banyak digunakan 

oleh perempuan dan tampaknya menjadi tanggung jawab 

mereka sendiri. Ketidakadilan seperti ini terjadi karena 

dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang 

memandang keluarga berencana sebagai kewajiban 

perempuan. Selain itu, pemerintah menyediakan alat 

kontrasepsi dalam jumlah terbatas untuk pria. 

Permasalahan gender dalam penggunaan alat 

kontrasepsi menurut (Bunyamin et al., 2014) 

diantaranya adalah  

1. Jumlah akseptor KB pria masih rendah. Rendahnya 

partisipasi pria selama ini dalam penggunaan 

kontrasepsi dapat disebabkan oleh: 

a. Terbatasnya jenis metode kontrasepsi bagi pria 

b. Kurangnya dukungan untuk pengembangan 

metode kontrasepsi pria 

c. Rendahnya pengetahuan suami istri tentang hak-

hak reproduksi 

d. Kurangnya pengetahuan suami tentang keluarga 

berencana 

e. Lingkungan sosial budaya menganggap bahwa 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

merupakan urusan perempuan 

f. Terbatasnya informasi dan aksesibilitas 

pelayanan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi bagi pria. 
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2. Kurang terpenuhinya hak-hak reproduksi istri  

Kurang terpenuhinya hak-hak reprosuksi istri 

selama ini disebabkan oleh: 

a. Kurangnya KIE hak-hak reproduksi bagi isteri 

b. Kurangnya kesempatan isteri untuk memperoleh 

informasi tentang hak-hak reproduksi 

c. Posisi isteri masih rendah dalam pengambilan 

keputusan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi misalnya: 

1) Penentuan jumlah dan jarak kelahiran anak 

2) Perolehan pelayanan kesehatan pada waktu 

sebelum dan selama kehamilan serta 

persalinan dan pasca persalinan 

3) Pelayanan asuhan pasca keguguran 

d. Keterbatasan informasi tentang hak-hak 

reproduki suami dan isteri. 

3. Isteri cenderung dipersalahkan dalam ketidakpuasan 

hubungan seksual. 

Faktor-faktor yang menyebabkan isteri lebih 

disalahkan antara lain: 

a. Ketidaktahuan isteri mengenai “orgasrne” dalam 

hubungan seksual 

b. Lingkungan sosial budaya selama ini masih 

menganggap bahwa laki-laki dominan dalam 

rumah tangga, terrnasuk dalam hubungan 

seksual 

c. Terbatasnya informasi tentang kesehatan seksual 

bagi suami dan isteri. 
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Isu Gender pada Single Parent 

Single parent atau orang tua tunggal adalah fenomena 

ketidaklengkapan unsur sebuah keluarga (Minandar et 

al., 2021). Cerai hidup atau cerai mati menjadi penyebab 

paling umum wanita menjadi orang tua tunggal. Single 

parent adalah gambaran seorang wanita tangguh. Semua 

yang berhubungan dengan rumah tangga menjadi 

tanggung jawabnya. Mulai dari memebersihkan rumah, 

mencari nafkah, dilakukan sendiri. Dimana seorang 

seorang perempuan menjalankan peran ganda untuk 

keberlangsungan hidup keluarganya (Ramadhani, 2015).  

Permasalahn yang sering dialamai oleh perempuan single 

parent dalam memperjuangan hidupnya (Ramadhani, 

2015): 

1. Peminggiran 

Perempuan selalu diberikan pekerjaan yang dianggap 

cocok oleh masyarakat, yaitu pekerjaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. 

Seperti buruh cuci, buruh masa dan buruh 

kebersihan.  Hal ini menyebabkan perempuan 

terbatas dalam mengakses kesempatan kerja seperti 

laki-laki. 

2. Penomorduaan  

Perempuan single parent di tempatkan dibawah laki-

laki atau berada lebih rendah dari pada laki-laki. 

Ketika laki-laki sebagai suami dengan mudahnya 

meninggalkan istri dan anak-anaknya serta 

menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada 

istrinya, padahal itu adalah tanggung jawab bersama 

antara suami dan istri. Sementara itu, sang istri 

pasrah menerima ketidakadilan tersebut 
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3. Pelabelan negatif 

Ketika perempuan single parent tengah memikul 

tanggung jawab keluarga diatas pundaknya sendiri 

untuk menghidupi keluarganya masih saja di 

hadapkan dengan stigma negatif kepada perempuan 

yang disebabkan oleh perempuan. Mulai dari 

cemoohan bahwa istri tidak mampu menjaga suami 

karena sibuk di ranah publik, istri tidak mampu 

menjaga kehormatannya karena bekerja hingga 

malam hari, keluarga dengan kepala rumah tangga 

perempuan. 

4. Kekerasan 

Anggapan bahwa perempuan adalah lemah, terlebih 

lagi mereka merupakan single-parent yang tidak 

memiliki pelindung seorang suami lagi dan tidak 

akan mampu membalas perlakuan apapun, maka 

dengan seenaknya mereka dilecehkan dan menerima 

tindak kekerasan, terutama kekerasan simbolik. 

Cemoohan, bentakan, hardikan, serta ancaman 

sering mereka terima di dalam pekerjaan yang 

mereka lakukan. Kesalahan yang mereka lakukan 

dengan tidak sengaja dibalas dengan hardikan keras 

karena kebodohan dan ketidakberdayaannya sebagai 

seorang perempuan miskin.  

5. Beban ganda 

Beban yang ditanggung single parent tidak hanya 

beban materi saja tetapi juga beban sosial. Wanita 

single parent harus bisa membagi waktu, melengkapi 

statusnya sebagai ayah dan ibu sekaligus. Perannya 

sebagai ibu, yaitu menjalankan fitrah dan 

kewajibannya sebagai perempuan, meliputi 

mengasuh dan membesarkan anaknya ketika di 

rumah, mereka harus mengurusi pekerjaan rumah, 

namun ketika mereka keluar untuk bekerja, maka 



 

 

  

 

112 
 

mereka akan menjadi figur seorang ayah yang 

menafkahi kebutuhan keluarga yang tidak rentan 

terhadap pekerjaan keras sekalipun. 
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7 
ISU GENDER DI MASA LANSIA 

Dr. Zainuddin, S.Kep., Ns., M.Kep 

Universitas Negeri Gorontalo 

Peran Gender dalam Proses Penuaan 

Gender mempengaruhi aspek fisiologis, anatomi, 

emosional, dan kognitif penuaan. Penelitian fisiologi 

proses penuaan menunjukkan bahwa perbedaan gender 

mempengaruhi proses biologis genetika dan imunologi, 

Imunosenescence terjadi lebih awal pada pria 

dibandingkan wanita sehingga menyebabkan respon 

inflamasi yang lebih tinggi terkait dengan penuaan pada 

pria Peran hormon menjadi signifikan dimana testosteron 

menunda respon imunologi yang menyebabkan 

penurunan imunitas lebih cepat pada pria. Pada wanita, 

estrogen memainkan peran protektif yang menunda 

aterosklerosis dan memiliki respon imun yang lebih baik. 

Perempuan juga diketahui memiliki cadangan fisiologis 

yang lebih tinggi, yaitu kemampuan yang lebih tinggi 

untuk berfungsi di bawah tekanan, dibandingkan laki-

laki, yang menyebabkan mereka mengalami lebih banyak 

cedera seiring berjalannya waktu, sehingga 

meningkatkan morbiditas (Nair et al., 2021). 

Secara anatomis, seiring bertambahnya usia, pria 

menunjukkan penurunan volume yang lebih besar di 

lobus frontal. Sebaliknya, wanita cenderung mengalami 

penurunan volume lobus hipokampus dan parietal yang 

menyebabkan defisit memori lebih besar.Umumnya, 

perempuan berkinerja lebih baik dalam tugas-tugas 
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dalam hal kefasihan verbal dan kecepatan persepsi, 

sementara laki-laki memiliki keterampilan visuospasial 

dan penalaran matematis (Nair et al., 2021). 

Masalah Gender dalam Kesehatan Geriatri 

1. Kelemahan 

Kelemahan merupakan aspek penting untuk 

dipertimbangkan ketika membahas kesehatan lansia. 

Frailty adalah “kondisi yang dapat dikenali secara 

klinis pada orang lanjut usia yang memiliki 

kerentanan yang meningkat, akibat penurunan 

cadangan fisiologis dan fungsi berbagai sistem organ 

terkait usia, sehingga kemampuan untuk 

menghadapi stres akut setiap hari menjadi terganggu 

dan lebih dari 10% orang berusia di atas 65 tahun di 

komunitas tersebut adalah orang yang lemah (Pagan, 

2020). Temuan ini terlihat dalam penelitian di 

negara-negara berpenghasilan rendah dan 

menengah, termasuk India.Perbedaan gender dalam 

kelemahan disebabkan oleh banyak faktor: tingginya 

penyakit penyerta yang fatal pada laki-laki, lebih 

banyaknya kondisi kesehatan kronis pada 

perempuan, dan tingginya akumulasi lemak perut 

pada perempuan, yang menyebabkan peradangan 

kronis, tuntutan kehamilan dan membesarkan anak. 

perempuan, atau kemungkinan bias dalam 

pelaporan status kesehatan buruk oleh perempuan. 

Kelemahan menunjukkan kerentanan yang lebih 

tinggi terhadap proses yang berhubungan dengan 

penyakit dan merupakan indikator kesehatan yang 

lebih baik (Gordon et al., 2017). 

  



 

 

  

 

123 
 

2. Masalah Jasmani 

Masalah kesehatan fisik merupakan bagian utama 

dari morbiditas pada lansia. Penyakit tidak menular 

(PTM) merupakan penyebab utama tahun hidup yang 

disesuaikan dengan disabilitas (DALY), lebih dari 

25.000 per 100.000 penduduk,bukti saat ini 

menunjukkan bahwa 75% kematian dan kecacatan 

pada perempuan disebabkan oleh PTM (WHO, 2021). 

Dalam kaitannya dengan penyebab utama mortalitas 

dan morbiditas, penyakit kardiovaskular dan 

serebrovaskular penting bagi kedua jenis kelamin. 

Kanker adalah prioritas kesehatan utama lainnya 

bagi pria dan wanita lanjut usia. Kanker paru-paru, 

prostat, perut, dan kolorektal adalah kanker yang 

paling umum terjadi pada pria lanjut usia di seluruh 

dunia. Namun, di India, kanker mulut memiliki 

insiden tertinggi (57,6 per 100.000), diikuti kanker 

prostat, paru-paru, dan esofagus pada pria (Bray et 

al., 2018) Ada juga kondisi disabilitas kronis khusus 

pria yang memerlukan perhatian seperti 

inkontinensia urin, hiperplasia prostat jinak, dan 

disfungsi ereksi.22,23 Kanker payudara, kolorektal, 

paru-paru, dan perut merupakan empat jenis kanker 

yang paling umum terjadi pada wanita. Di India, 

kanker payudara masih menjadi penyebab tersering 

(93,1/100.000), diikuti oleh leher rahim, ovarium, 

dan rongga mulut, Diketahui osteoarthritis dan 

osteoporosis juga merupakan penyebab penting 

kecacatan pada wanita lanjut usia.  

3. Kesehatan Jiwa 

Gender memainkan faktor penting dalam kesehatan 

mental, dengan perbedaan dalam kejadian, 

manifestasi klinis, dan hasil pengobatan, Gangguan 

mental yang umum seperti depresi, kecemasan lebih 

banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. 
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Namun, kesenjangan gender dalam prevalensi pada 

lansia berkurang dibandingkan dengan masa dewasa 

awal. Penurunan ini masih belum jelas, namun 

risiko yang lebih tinggi pada perempuan di atas 65 

tahun tetap ada seiring dengan perbedaan jumlah 

tahun hidup dengan gangguan mental yang umum di 

setiap negara (Kiely et al., 2019). 

4. Depresi 

Wanita yang lebih tua melaporkan gejala depresi 

yang lebih banyak dibandingkan pria, meskipun 

depresi menurun seiring bertambahnya usia untuk 

kedua jenis kelamin. Laki-laki yang mengalami 

depresi memiliki risiko kematian lebih tinggi 

dibandingkan perempuan yang mengalami depresi 

(Nair et al., 2021). Perbedaan gender dalam depresi 

dapat disebabkan oleh perbedaan dalam 

pemberitaan, gaya mengatasi depresi, pengaruh 

norma sosial dan budaya (Kiely et al., 2019). 

5. Pelecehan Orang Tua 

Pelecehan terhadap lansia didefinisikan sebagai 

“tindakan tunggal atau berulang, atau kurangnya 

tindakan yang tepat, yang terjadi dalam hubungan 

apa pun di mana terdapat harapan akan 

kepercayaan yang menyebabkan kerugian atau 

kesusahan pada orang yang lebih tua. Bentuknya 

bisa bermacam-macam: fisik, psikologis, emosional, 

seksual, dan finansial, atau mencerminkan 

pengabaian yang disengaja atau tidak disengaja. 

Pelecehan terhadap lansia merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang utama dengan 

prevalensi 15,7% pada individu berusia di atas 60 

tahun. Meskipun data yang terbatas menunjukkan 

bahwa laki-laki dan perempuan lanjut usia memiliki 

risiko yang sama terhadap pelecehan, terdapat 
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budaya di mana perempuan memiliki risiko lebih 

tinggi untuk diabaikan, dianiaya secara finansial, 

dan bentuk pelecehan yang lebih parah (M. Lestari et 

al., 2023). 

6. Kehilangan 

Duka cita merupakan peristiwa besar dalam 

kehidupan lansia. Kehilangan pasangan merupakan 

pengalaman yang tidak bisa dihindari dan seringkali 

membawa perubahan besar dalam berbagai aspek 

kehidupan orang lanjut usia. Meskipun orang lanjut 

usia dapat mengatasi kehilangan pasangannya 

dengan lebih baik, pasangan yang berduka memiliki 

tingkat kematian dan kesakitan yang lebih tinggi, 

gejala depresi yang lebih tinggi, biaya perawatan 

kesehatan yang lebih tinggi, dan tingkat rawat inap 

yang lebih tinggi. Di atas usia 65 tahun, 41% 

perempuan menjadi duda, dibandingkan 13% 

lakilaki, dan jumlah tersebut terus meningkat seiring 

bertambahnya usia (Richardson, 2014). 

Elder Abuse pada Orang Lanjut Usia (Lansia) 

Berdasarkan laporan dari World Health Organization 

(WHO), elder abuse atau perlakuan salah dan kekerasan 

terhadap lansia merupakan masalah tersembunyi dan 

jarang muncul ke permukaan. Dalam laporan tersebut 

disebutkan bahwa 1 dari 6 lansia di seluruh dunia telah 

mengalaminya, Oleh WHO, elder abuse didefinisikan 

sebagai tindakan tunggal ataupun berulang yang tidak 

tepat dalam hubungan apapun yang menyebabkan 

kerugian dan atau penderitaan pada orang dengan umur 

di atas 60 tahun, yang dapat berupa pelecehan fisik, 

seksual, psikologis/emosional dan keuangan, 

pengabaian dan penelantaran, serta kehilangan martabat 

dan rasa hormat yang serius. Abuse yang dialami oleh 

lansia ini dapatlah diartikan sebagai pelecehan, 
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penyalahgunaan, penipuan, perlakuan salah, kekerasan, 

atau tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dialami 

lansia (WHO, 2022). Pelemahan fisik dan psikis yang 

dialami oleh kelompok lansia diakibatkan oleh proses 

penuaan. Hal ini tentunya membawa akibat negatif yakni 

mereka tidak akan mampu melawan atau bahkan 

mencegah gangguan atau terjadinya tindakan yang tidak 

menyenangkan kepada mereka. Lembaga Home Instead 

menyebutkan paling tidak terdapat enam jenis abuse 

yang dapat dialami kelompok lansia (M. Lestari et al., 

2023), yaitu : 

1. Physical abuse yaitu setiap tindakan kekerasan yang 

menyebabkan rasa sakit, cedera atau gangguan fisik 

kepada lansia. Kekerasan fisik ini dilakukan secara 

sengaja mengakibatkan sakit fisik, cedera atau luka. 

Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti 

memukul atau bertindak kasar, namun juga 

penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan atau 

pengurungan. 

2. Emotional or psychological abuse yang dapat 

diberikan secara verbal (misal berupa teriakan, 

penghinaan, atau menyalahkan) maupun nonverbal 

(yaitu mengabaikan, mengancam, atau mengisolasi), 

contohnya seperti Intimidasi dengan cara 

membentak atau ancaman, Penghinaan dan ejekan, 

Kebiasaan menyalahkan dan mengkambinghitamkan 

lansia, mengabaikan lansia, Mengisolasi lansia dari 

teman-temannya serta melarangnya untuk 

beraktivitas, melakukan terror. 

3. Sexual abuse yaitu berupa kontak seksual tanpa 

persetujuan lansia yang di dalamnya termasuk pula 

pemaksaan materi pornografi dan pemaksaan untuk 

menonton aktivitas seksual, atau pemaksaan untuk 

membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan 

seksual terhadap lansia. 
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4. Penelantaran yaitu kegagalan untuk memenuhi 

tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan ini 

merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari 

setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara 

keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja 

atau tidak sengaja, tergantung dari faktor seperti 

ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia 

membutuhkan perawatan. 

5. Eksploitasi finansial terhadap lansia adalah tindakan 

memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau 

properti lansia secara tidak sah atau tanpa izinnya. 

Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh perawat 

lansia atau orang lain. Perawat atau pengasuh lansia 

biasanya melakukan eksploitasi finansial seperti, 

menyalahgunakan uang pribadi, kartu kredit, atau 

rekening bank lansia, encuri uang dan properti 

lansia, memalsukan tanda tangan lansia, melakukan 

pencurian identitas. 

Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) 

Perempuan di Indonesia 

Kekerasan terhadap perempuan seringkali dikatakan 

sebagai sebuah fenomena gunung es, demikian juga 

dengan kekerasan terhadap lansia perempuan yang 

dianggap sebagai masalah yang hampir tidak terlibat. 

Berdasarkan data dari WHO, dari 100 kejadian 

kekerasan terhadap lansia di seluruh dunia, hanya 4% 

saja yang dilaporkan ke pihak berwajib (WHO, 2022). Hal 

ini dikarenakan lansia perempuan korban kekerasan 

cenderung merasa takut dan cemas akan banyak hal, 

seperti; takut pelaku akan membalas dengan perbuatan 

yang jauh lebih buruk karena ia dilaporkan; tidak ingin 

pelaku kekerasan mendapatkan masalah; tidak memiliki 

kapasitas mental yang baik untuk melapor, serta merasa 

malu akan keadaan yang menimpanya (Gordon et al., 
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2017). Upaya perlindungan terhadap lansia sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia 

merupakan segala tindakan atau upaya melalui program 

kegiatan ataupun peraturan lain yang dibuat oleh 

pemerintah ataupun masyarakat dengan tujuan 

menyediakan dan memberikan pelayanan yang mudah 

diakses oleh lansia nonpotensial agar dapat 

berkehidupan yang layak dan wajar, Upaya perlindungan 

sosial kepada lansia merupakan salah satu bentuk 

upaya kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas hidup lansia yang dapat 

berupa upaya pencegahan, penyembuhan, dan 

pengembangan/pemberdayaan lansia (M. Lestari et al., 

2023).  

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 

tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Lansia; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Komisi Nasional Lansia dan 

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2005 tentang 

Keanggotaan Komisi Nasional Lansia merupakan upaya 

tindak lanjut dari UndangUndang Kesejahteraan Lansia 

dari pemerintah. Di tahun 2012, pemerintah 

mengundangkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut 

Usia sebagai bentuk upaya untuk mengatur pedoman 

pelayanan sosial lansia, dengan tujuan membantu lansia 

mengembalikan kondisi dan meningkatkan fungsi sosial 

meliputi pelayanan panti dan nonpanti, perlindungan, 

dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. 

Kementerian Sosial juga memberikan berbagai program 

pelayanan sosial dalam rangka perlindungan lansia yaitu 

pendampingan lansia di rumah (home care), nursing 

care, Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia, Asistensi 

Sosial Lansia Terlantar (ASLUT), daycare service, dan 

program pemberdayaan lain, Selain itu, Pemerintah 

merujuk pada prinsip hak lansia dalam upaya pemberian 
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perlindungan sosial lansia. Majelis Umum PBB telah 

mengadopsi lima prinsip untuk lansia di bawah Resolusi 

46 Tahun 1991 yang memberikan penghargaan terhadap 

kontribusi lansia sebagai manusia yang bermartabat 

(Djamhari et al., 2020). 

Perbandingan Populasi Lansia Laki-Laki dan 

Perempuan di Indonesia 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 

terbesar ke 4 di dunia. Berdasarkan Survei Penduduk 

Antar Sensus jumlah penduduk Indonesia mencapai 

269,6 juta jiwa yang mana jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 135,34 jiwa lebih banyak dibanding wanita 

yang berjumlah 134,27 juta jiwa (SUSPAS, 2018). 

Jumlah populasi lansia atau disebut dengan lanjut usia 

merupakan seseorang dengan usia 60 tahun dan setiap 

tahunnya terjadi peningkatan jumlah populasi lansia di 

dunia, asia dan Indonesia, Jumlah lansia Indonesia 

diproyeksikan akan meningkat menjadi 27, 5 juta atau 

10, 3%, dan 57 juta jiwa atau 17, 9% pada tahun 2045 

(BPS, 2018; Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Faktor Sosial Ekonomi Mempengaruhi Perawatan 

Lansia 

Perilaku mencari pengobatan pada lansia lebih sedikit 

dibandingkan kelompok umur lainnya. Di India, 

perempuan lanjut usia melaporkan status kesehatan 

yang lebih buruk dan memiliki kebutuhan kesehatan 

yang tidak terpenuhi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 

Meskipun demikian, terlihat di banyak negara, termasuk 

India, laki- laki memiliki akses yang lebih baik terhadap 

layanan kesehatan. Wanita lanjut usia di India yang 

mengidap penyakit jantung cenderung tidak mencari 

pertolongan, memiliki akses terhadap pemeriksaan dan 

pengobatan, dan kurang terwakili dalam penelitian. 
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Perbedaan gender ini mungkin disebabkan oleh berbagai 

hal, termasuk diskriminasi berbasis gender, kondisi 

sosial ekonomi yang buruk, dan lebih fokus pada 

kesehatan reproduksi perempuan, yang tidak mencakup 

perempuan dalam kelompok usia lanjut (Nair et al., 

2021). 

Perempuan yang lebih tua terlihat lebih banyak terlibat 

dalam pekerjaan tidak berbayar, ketersediaan dana 

pensiun yang lebih sedikit, dan wewenang yang lebih 

rendah terhadap sumber daya keuangan dibandingkan 

laki-laki. Kemiskinan lebih banyak terjadi pada para 

janda, sehingga meningkatkan kerentanan mereka 

terhadap masalah kesehatan.40 Ketidaksetaraan gender 

ini mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang dapat 

mengganggu pelayanan yang diberikan kepada lansia. 

Minimalisasi Gender GAP Pada Kondisi Sosial 

Ekonomi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia Tahun 

2020 Melalui Keberadaan Active Ageing 

Terdapat satu hal yang harus menjadi perhatian 

pemerintah kaitannya dengan perkembangan jumlah 

penduduk lansia. Perkembangan penduduk lanjut usia 

di Indonesia pada tahun 2020 menunjukan sex ratio 94, 

hal ini dapat diartikan bahwa penduduk lansia 

perempuan lebih banyak dari penduduk lansia laki – 

laki. Perbedaan proporsi lansia ini akan menimbulkan 

gender gap dalam kehidupan sosial ekonomi lansia. 

Menurut Anas, gender gap sosial ekonomi pada lansia 

dapat timbul karena adanya dua faktor yaitu 

ketidaksetaraan dan faktor struktural. Kedua faktor ini 

membayangi kondisi lansia Indonesia, khususnya lansia 

perempuan dalam menjalani masa tuanya. Jumlah 

lansia perempuan yang lebih banyak dapat menjadi 

masalah baru berkaitasn dengan gender gap yang 

dialami lansia diberbagai bidang (et al., 2020).  



 

 

  

 

131 
 

Gender gap pada lansia perempuan dapat dilihat dari 

data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yang 

menunjukan bahwa akses lansia terhadap teknologi 

informasi meningkat setiap tahunnya. Namun pada 

akses internet terdapat gender gap yang terus melebar 

setiap tahunnya antara lansia laki – laki dan perempuan. 

Selain itu, upah lansia yang bekerja juga mengalami gap 

yang cukup tinggi. Kesenjangan gender yang terjadi 

antara lansia laki – laki dan lansia perempuan di 

Indonesia ini muncul disebabkan oleh keadaan 

perempuan di masa lampau yang mengalami 

diskriminasi terhadap kehidupannya, seperti dibidang 

pendidikan yang menyebabkan terbatasnya akses lansia 

terhadap karir masa tuanya (S. Lestari et al., 2022). 

Keberadaan lansia harus dipahami sebagai hal yang 

krusial bagi pemerintah. Keberadaan penduduk lanjut 

usia dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan 

maupun berdampak negatif dengan penambahan 

dependency ratio penduduk produktif. Gender gap yang 

terjadi pada lansia berdasarkan publikasi Statistik 

Penduduk Lanjut Usia 2020 merupakan maninfestasi 

kehidupan yang memberikan diskriminasi terhadap 

perempuan. Keadaan di masa lalu yang telah terjadi 

dapat diminimalkan dampaknya melalui upaya 

mewujudkan active ageing khususnya pada lansia 

perempuan yang memiliki kondisi sosial ekonomi lebih 

rendah daripada lansia laki-laki. Active ageing diartikan 

sebagai orang yang telah menua namun tetap aktif 

berkegiatan untuk kepentingan pribadi maupun 

lingkungan sekitarnya. Lansia yang aktif diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui 

partisipasi yang aktif di bidang sosial, ekonomi, budaya, 

dan rohani.   
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Rencana kerja pemerintah tahun 2020 belum 

menunjukan secara spesifik anggaran yang diperlukan 

untuk menuju lansia aktif dibidang sosial ekonomi. Arah 

kebijakan dibidang sosial untuk menjamin akses 

kesejahteraan lanjut usia difokuskan pada sarana 

prasarana seperti pengadaan peralatan bantu bagi lanjut 

usia dan pengolahan data untuk 179 menunjang Pusat 

Layanan Data Sosial. Mewujudkan active ageing dapat 

dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut; 

Pertama, pemerintah perlu mengadakan advokasi dan 

kerjasama dengan berbagai kementerian seperti BKKBN, 

Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian 

Pendidikan dan kementerian PUPR serta Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk membahas perlindungan sosial, 

pendidikan, dan program pemberdayaan bagi lanjut usia. 

Kedua, pemberdayaan ekonomi melalui pembekalan 

keterampilan diberikan untuk lansia berupa program-

program pelatihan dan bantuan pinjaman modal usaha 

bagi lansia. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan potensi lokal sehingga lansia yang 

diberdayakan tidak kesulitan mendapatkan bahan baku 

yang diperlukan serta dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat. Ketiga, pemberdayaan teknologi bagi lansia 

perlu dilakukan untuk dapat menjadi bekal lansia 

menjalani masa tua diera digital. Digitalisasi diberbagai 

bidang menuntut lansia perlu melakukan adaptasi 

terhadap perkembangan jaman. Pemberdayaan ini 

dilakukan untuk dapat memudahkan lansia mengakses 

platform digital yang dibutuhkan seperti aplikasi 

PeduliLindungi, JKN mobile, serta platform lain yang 

dikembangkan khusus untuk lansia untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya (S. 

Lestari et al., 2022). 
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8 
ANALISIS GENDER DAN 

PERENCANAAN PROGRAM 

BERBASIS GENDER 

Mira Miraturrofi’ah, S.ST., M.Kes 

Institut Kesehatan Rajawali 

Analisis Gender 

1. Pengertian  

Gender adalah merupakan suatu konsep kultural, 

berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, 

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang 

dalam masyarakat (Rosdiana et al., 2023). Oleh 

karena dibentuk secara sosial budaya, maka gender 

bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, bersifat tetap, 

sehingga dapat diubah dari masa ke masa, berbeda 

untuk setiap kelas dan ras (Khaerah & Mutiarin, 

2016). Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat 

lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. 

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, 

dan perkasa. Ciri- ciri dari sifat itu merupakan sifat 

yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki 

yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, 

rasional, dan perkasa (Komang, 2013). 

Ketidaksetaraan gender dapat dipengaruhi oleh nilai-

nilai dan budaya yang melekat pada pola pikir 

masyarakat (Wiarsih & Astawan, 2021). 



 

 

  

 

138 
 

Analisis gender merupakan proses menganalisis data 

dan informasi secara sistematis yang bertujuan 

mengidentifikasi perbedaan kedudukan, fungsi, 

peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki 

dalam proses pembangunan. Analisis gender juga 

dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan akses, partisipasi, 

maupun kontrol antara perempuan dan laki-laki 

dalam pembangunan serta menganalisis manfaat 

pembangunan bagi keduanya. Yang dimaksud 

dengan akses adalah peluang atau kesempatan 

dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya 

tertentu. Yang dimaksud dengan peran/ partisipasi 

adalah keikutsertaan seseorang/ kelompok dalam 

suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan 

keputusan. Yang dimaksud dengan kontrol adalah 

penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk 

mengambil keputusan. Yang dimaksud dengan 

manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat 

dinikmati oleh perempuan maupun laki-laki secara 

optimal (Astuti, 2022).  

Analisis gender merupakan titik awal 

pengarusutamaan gender. Analisis gender dilakukan 

untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi dan posisi 

perempuan dan laki-laki di masyarakat, serta 

distribusi sumber daya, peluang, kendala dan 

kekuasaan perempuan dan laki-laki dalam konteks 

tertentu. Dengan melakukan analisis gender akan 

memungkinkan dilakukannya intervensi untuk 

mengatasi ketidaksetaraan gender dan memenuhi 

kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda 

(Broglio et al., 2019).  

2. Teknik Analisis Gender  

Analisis gender menghasilkan data dan informasi 

yang diperlukan untuk mengintegrasikan perspektif 
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gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. 

Analisis gender yang menyeluruh memungkinkan 

pembuat kebijakan memahami ketidaksetaraan 

gender, serta mengeksplorasi penyebab dan dampak 

kesenjangan gender pada kelompok sasaran. 

Selanjutnya, pembuat kebijakan dapat menetapkan 

tujuan dan langkah-langkah yang relevan dan 

terarah untuk menghilangkan ketidaksetaraan 

gender. Untuk bab selanjutnya, akan dijelaskan 

mengenai data terpilah menurut jenis kelamin, 

sebagai salah satu pendukung untuk melakukan 

analisis gender (Broglio et al., 2019).  

3. Tujuan Analisis Gender  

Berdasarkan European Institute for Gender Equality 

Tujuan dari analisis gender adalah untuk 

mengidentifikasi dan menangani ketidaksetaraan 

gender, dengan:  

a. Mengakui perbedaan akses, partisipasi, kontrol 

dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan 

laki-laki  

b. Memastikan bahwa perbedaan kebutuhan antara 

perempuan dan laki-laki diidentifikasi dengan 

jelas dan ditangani di semua tahapan siklus 

kebijakan;  

c. Mengidentifikasiperbedaansudutpandangperemp

uandanlaki-lakiuntukdiperhitungkandalam 

pengembangan kebijakan, program dan kegiatan  

d. Mempromosikan intervensi pembangunan yang 

lebih responsif gender, baik melalui 

pengarusutamaan gender maupun affirmative 

action.  
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Analisis gender menghasilkan data dan informasi 

yang diperlukan untuk mengintegrasikan perspektif 

gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. 

Analisis gender yang menyeluruh memungkinkan 

pembuat kebijakan memahami ketidaksetaraan 

gender, serta mengeksplorasi penyebab dan dampak 

kesenjangan gender pada kelompok sasaran. 

Selanjutnya, pembuat kebijakan dapat menetapkan 

tujuan dan langkah-langkah yang relevan dan 

terarah untuk menghilangkan ketidaksetaraan 

gender. Dengan demikian, analisis gender 

berkontribusi pada peningkatan responsivitas 

gender.   

4. Prosedur Analisis Gender  

Analisis gender dimulai dengan mengidentifikasi dan 

menjelaskan ketidaksetaraan gender dalam konteks 

tertentu berdasarkan data terpilah menurut jenis 

kelamin. Analisis gender ini akan membantu 

membangun pemahaman tentang perbedaan pola 

partisipasi, keterlibatan, perilaku dan kegiatan 

antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai 

bidang pembangunan serta implikasi dari perbedaan 

tersebut. 

Terdapat tiga langkah untuk melakukan analisis 

gender:  

a. Mengumpulkan Data Terpilah menurut Jenis 

Kelamin.  

Pengumpulan data dan informasi berdasarkan 

data terpilah menurut jenis kelamin 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada 

tidaknya kesenjangan gender berdasarkan data 

yang terkumpul. 
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Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data 

kuantitatif atau kualitatif berdasarkan jenis 

kelamin yang menggambarkan peran dan kondisi 

umum mereka dalam setiap aspek kehidupan di 

masyarakat. Data terpilah menurut jenis kelamin 

dapat pula berupa data yang menunjukkan 

insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan 

antar jenis kelamin, seperti: AKI (Angka 

Kematian Ibu Melahirkan), Kanker leher rahim, 

Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT), Perempuan Korban Perdagangan 

Orang, Kanker Prostat, dan lain-lain (Astuti, 

2022). 

b. Mengidentifikasi perbedaan gender dan penyebab 

utama ketidaksetaraan gender  

Merupakan upaya mengungkap penyebab 

mendasar dari ketidaksetaraan gender, dan 

berusaha untuk memeriksa dan mengatasi 

penyebab masalah ketidaksetaraan gender agar 

dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda antara 

perempuan dan laki- laki  

c. Menginformasikan kebijakan, program, dan 

kegiatan 

Analisis gender sangat penting untuk 

pengarusutamaan perspektif gender melalui 

siklus kebijakan. Hasil analisis gender dapat 

digunakan untuk menginformasikan kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan yang perlu 

memperhatikan perbedaan kebutuhan antara 

perempuan dan laki-laki. Dengan analisis gender 

dapat ditemukenali adanya kesenjangan gender 

serta faktor penyebab kesenjangan gender 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memberikan rekomendasi kebijakan, program, 
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dan kegiatan yang memiliki kredibilitas dan 

validitas untuk mewujudkan keadilan dan 

kesetaraan gender (Astuti, 2022).  

5. Kerangka Analisis Gender 

Terdapat berbagai macam model kerangka analisis 

gender seperti Analisis Gender Model Harvard, 

Analisis Gender Model Moser, Gender Analysis Matrix 

(GAM), Capacities and Vulnerabilities Analysis 

Framework, Women's Empowerment (Longwe) 

Framework, Social Relations Approach (SRA), Gender 

Analysis Pathway, Problem Based Analysis (PROBA), 

dan SWOT lain-lain. Pilihan kerangka kerja mana 

yang akan digunakan sangat bergantung pada 

analisis yang akan dilakukan, konteks analisis dan 

ketersediaan sumber daya. Meski terdapat beberapa 

kesamaan, kerangka kerja analisis gender berbeda 

dalam ruang lingkup dan penekanannya. Kerangka 

kerja analisis tersebut dapat digunakan dengan cara 

menggabungkan kerangka kerja analisis gender yang 

sudah ada, kemudian membuat versi hibrid Anda 

sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi (Broglio et al., 2019). 

Perencanaan Program Berbasis Gender  

Selama ini, pengetahuan mengenai gender dalam 

pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum 

belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan. Saat 

ini masih ditemukan beberapa kendala dimana program-

program utamanya berkaitan dengan program kesehtan. 

Berbagai upaya pembangunan nasional yang diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas manusia, baik perempuan 

ataupun laki-laki, ternyata belum memberikan manfaat 

yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini tidak 

saja berarti bahwa hak-hak perempuan untuk 
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memperoleh manfaat secara optimal dari pembangu- nan 

belum terpenuhi, tetapi juga karena masih belum 

termanfaatkannya kapasitas perempuan, sebagai sumber 

daya manusia, secara optimal (Bunyamin, 2014). 

Diperlukan upaya yang tepat untuk perencanaan 

program termasuk program kesehatan, sehingga dapat 

selaras dan tidak membeda-bedakan anatara laki-laki 

dan permpuan. Hal ini dapat dilakukan melalui proses 

pengarusutamaan gender. Merupakan rangkaian strategi 

untuk mengintegrasikan perspektf gender dalam 

pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, 

termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan 

kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta 

dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak 

eksternal. 

Kegiatan ini merupakan strategi yang dibangun untuk 

mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi 

integral mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan 

dan program pembangunan nasional (Rusiah et al., 

2018). Ditujukan untuk mencapai keadilan dan 

kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk 

menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas 

kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan 

penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, 

dan bermasyarakat. Merupakan langkah untuk 

memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses 

yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan, memiliki 

kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan 

control, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap 

pembangunan (Rusiah et al., 2018). 

Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender (PUG) 

direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan 

perencanaan dan penggaran yang responsif gender 
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(PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan 

merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis 

untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat 

pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif 

gender merupakan instrument untuk mengatasi adanya 

kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan 

dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari 

konstruksi social dan budaya dengan tujuan 

mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 

Perencanaan dan penganggaran responsif gender, 

bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang 

sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan 

anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari 

laki-laki. Bila kita melihat kerangka penganggaran 

sekarang yang berbasis kinerja, maka dalam 

penganggaran berbasis kinerja ini memberikan peluang 

bagi pengintegrasian gender dalam sistem perencanaan 

dan penganggaran. Dengan kata lain penganggaran 

responsive gender merupakan bentuk implementasi dari 

penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan 

anggaan menggunakan analisas gender pada input, 

output dan outcome pada perencanaan dan 

penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan 

(equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan 

ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, 

penganggaran responsive gender menguatkan 

penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan gender 

(Rusiah et al., 2018).  

Indikator pengukuran kinerja terdiri dari:  

1. Indikator input: besarnya jumlah sumber daya yang 

digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau 

program.  

2. Indikator output: unit barang/jasa yang dihasilkan 

suatu kegiatan atau program.  



 

 

  

 

145 
 

3. Indikator outcome: yaitu perubahan pada keadaan 

kelompok sasaran program sebagai akibat dari 

pelaksanaan jasa/pelayanan program.  

Dari ketiga indikator pengukuran kerja di atas dapat 

diintegrasikan isu gender didalamnya sehingga dalam 

penyusunan perencanaan penganggaran responsif 

gender tidak hanya melihat hasil dari ketiga indicator, 

tetapi juga melihat bagaimana penggunaan anggaran itu 

diarahkan untuk membiayai program/kegiatan 

pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara 

adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang 

pembangunan. Dalam perencanaan program berbasis 

gender unsur kebijakan merupakan hal yang penting. 

Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan publik. 

Tujuan dari kebijakan kesehatan ialah guna menyiapkan 

pola pencegahan, pelayanan yang memerhatikan pada 

pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan 

perlindungan terhadap kaum rentan (Agung et al., 2023). 
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9 
PAKET PELAYANAN KESEHATAN 

REPRODUKSI ESENSIAL (PKRE) 

Baiq Nova Aprilia Azamti, S.Si.T., M.Kes 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maatram 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial 

adalah Pelayanan kesehatan reproduksi yang terdiri dari 

4 komponen esensial, yakni: 1. kesehatan ibu dan bayi 

baru lahir, 2. Keluarga Berencana, 3. kesehatan 

reproduksi remaja, dan 4. pencegahan serta 

penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) termasuk 

di dalamnya HIV/AIDS.  

Pelayanan Kesehatan reproduksi esensial merupakan 

salah satu program yang berawal dari Pertemuan 

International Conference on Population and Development 

(ICPD) di Kairo pada tahun 1994 yang membicarakan 

tentang hak reproduksi sebagai bagian dari Hak Asasi 

Manusia. Di Indonesia sendiri tahun 1994/1995, 

program kesehatan reproduksi remaja sudah ada dalam 

lingkup puskesmas dengan menyediakan materi 

konseling kesehatan remaja dan pelayanan kesehatan 

reproduksi remaja. Sayangnya, pemanfaatannya oleh 

remaja masih sangat minim, karena pelayanannya belum 

ramah pada remaja. Upaya penyebaran informasinya 

difokuskan pada kegiatan usaha sekolah (UKS) dengan 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas 

kesehatan di sekolah, baik dalam bentuk program UKS, 

guru BP, atau kader sekolah, seperti Palang Merah 

Remaja (PMR) dan Saka Bhakti Husada (SBH)T ahun 

1996–1998 dibentuk Pokja nasional Kesehatan 
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Reproduksi Remaja dengan sektor utama pendidikan. 

Dengan demikian, diharapkan institusi sekolah mampu 

menggerakan semua pihak untuk mendukung program 

pelayanan Kesehatan reproduksi remaja. Namun, 

sayangnya hasil kerja pokja ini tidak terlihat. Kemudian, 

dikembangkanlah program pelayanan kesehatan remaja 

di puskesmas dengan kemitraan semua stake holder 

yaitu BKKBN, Depdiknas, Depag dan Depsos, serta 

Kementrian Kesehatan pada tahun 1998. Sayangnya, 

program ini juga tidak berjalan dengan optimal sehingga 

akses remaja untuk mendapat pelayanan kesehatan 

reproduksi juga sangat rendah, sehingga pada tahun 

2021 Kementrian Kesehatan memperkenalkan kebijakan 

baru, yaitu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial 

(PKRE), yang di dalamnya terdapat Kesehatan 

Reproduksi Remaja yang dlaksakaan secara terpadu di 

pelayanan dasar (puskesmas).  

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) ini 

bertumpu pada pelayanan dari masing-masing program 

terkait yang sudah ada di tingkat pelayanan kesehatan 

dasar. Ini berarti bahwa Paket Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi Esensial bukan suatu program pelayanan 

yang baru maupun berdiri sendiri, namun berupa 

keterpaduan berbagai pelayanan dari program yang 

terkait, dengan tujuan agar sasaran atau klien 

memperoleh semua pelayanan secara terpadu dan 

berkualitas, termasuk dalam aspek komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE). (Hapsari, 2019). 

Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir 

Konsep Continuum of Care adalah paradigma baru 

dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan 

anak. Dimensi pertama dari kontinum ini adalah waktu 

meliputi: sebelum hamil, kehamilan persalinan, hari-hari 

dan tahun tahun kehidupan. Dimensi kedua dari 
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Continuum of Care adalah tempat yaitu menghubungkan 

berbagai tingkat pelayanan di rumah, masyarakat dan 

kesehatan. Menghubungkan kontinum untuk kesehatan 

ibu, bayi, dan anak biasanya mengacu pada 

kesinambungan perawatan yang diperlukan dalam 

seluruh siklus hidup (masa remaja, kehamilan, 

melahirkan, postnatal dan kanak-kanak, di mana dalam 

setiap tahapnya perlu dilakukan asuhan yang baik, 

karena akan menentukan keberhasilan dalam tahapan 

selanjutnya. Kesehatan ibu dan anak sangat bergantung 

pada kondisi ibu saat sebelum hamil. Oleh karena itu, 

menjaga dan meningkatkan status kesehatan seorang 

wanita sejak sebelum hamil sangatlah penting dalam 

memastikan kelangsungan hidup ibu dan anak dengan 

baik. 

Kesehatan ibu harus dimulai pada saat seorang wanita 

mempersiapkan kehamilan, selama masa hamil, 

melahirkan, masa nifas dan menyusui, masa 

menggunakan kontrasepsi keluarga berencana sampai 

usia lanjut. Sementara itu, kesehatan bayi harus 

diperhatikan sejak janin berada dalam kandungan, 

selama proses kelahiran, saat baru lahir, bayi, balita, 

anak prasekolah, masa sekolah hingga remaja. Fokus 

pelayanan yang diberikan terkait kesehatan ibu dan 

anak sesuai dengan siklus kehidupannya antara lain:  

1. Masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada 

wanita sebelum hamil terkait dengan keadaan 

system reproduksi, status penyakit menular seksual, 

keadaan status gizi, masalah penyakit fisik dan 

psikologis. Kondisi tersebut harus ditindaklanjuti 

dengan pelayanan yang diberikan di fasilitas 

kesehatan untuk memastikan status kesehatan 

wanita sebelum hamil dalam keadaan baik, karena 

akan berpengaruh terhadap 1.000 hari pertama 

kehidupan bagi anak yang dimulai sejak masa 
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konsepsi sampai anak balita. Berdasarkan hal 

tersebut, seorang bidan sebagai petugas kesehatan 

sangatlah penting untuk memperhatikan kesehatan 

anak dengan memberikan pelayanan kesehatan yang 

baik sejak dalam kandungan sampai masa neonatal 

melalui pemeriksaan kehamilan yang teratur 

pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil termasuk 

pemberian tablet Fe dan asam folat. Pemberian 

imunisasi TT diberikan jika ibu hamil belum memiliki 

status T 5 dan upaya deteksi dini komplikasi 

kehamilan dan persalinan melalui penggunaan buku 

kesehatan ibu dan anak serta penanganan 

kedaruratan yang terjadi selama masa kehamilan 

dan persalinan.  

2. Pelayanan selama masa nifas dan neonatus berfokus 

pada upaya inisiasi menyusu dini sebagai langkah 

awal pemberian ASI eksklusif dan penggunaan 

kontrasepsi. Sedangkan pelayanan neonatus 

dilakukan melalui pemberian injeksi vitamin K neo 

yang ditujukan untuk antisipasi kejadian perdarahan 

akibat penyuntikan imunisasi Hepatitis B neo yang 

diberikan 2 jam setelah bayi lahir 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Anak 

Prasekolah difokuskan pada pemberian ASI 

eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian 

makanan tambahan, pemberian vitamin A, 

pemantauan tumbuh kembang dan pemberian 

imunisasi booster, serta manajemen terpadu jika 

bayi dan balita mengalami sakit.  

4. Pelayanan Anak Sekolah dan Remaja diberikan 

dengan tujuan untuk melakukan upaya deteksi dini 

tumbuh kembang anak sekolah melalui 

skrining/penjaringan anak sekolah dan remaja, 

konseling gizi HIV/ AIDS NAPZA dan upaya 

kesehatan sekolah. Selain pelayanan tersebut, pada 
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periode ini harus diberikan juga pelayanan 

kesehatan reproduksi untuk membekali para remaja 

supaya memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

proses reproduksi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menindaklanjuti pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada ibu dan anak sesuai tahapan 

siklus kehidupannya tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa masalah kesehatan reproduksi yang terkait 

dengan kesehatan seorang ibu akan berpengaruh 

besar terhadap kualitas anak yang dikandung serta 

dilahirkannya. Demikian juga dengan kesehatan 

seorang anak yang dilahirkan dari rahim dan tubuh 

ibu yang sehat mempunyai kecenderungan 

pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. 

Sebaliknya, jika kesehatan ibu mengalami gangguan, 

akan memberikan pengaruh kurang baik bagi janin 

yang dikandungnya dan anak yang dilahirkannya 

akan mengalami gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan. Dengan demikian, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak harus menjadi kewajiban 

kita sebagai pelaksana pelayanan (care giver) dalam 

pelayanan kebidanan, karena keadaan kesehatan ibu 

dan anak memiliki peranan yang besar sebagai 

indikator tingkat kesejahteraan bangsa (Noor, 2020). 

5. Pelayanan kesehatan ibu dan anak harus menjadi 

kewajiban kita sebagai pelaksana pelayanan (care 

giver) dalam pelayanan kebidanan, karena keadaan 

kesehatan ibu dan anak memiliki peranan yang 

besar sebagai indikator tingkat kesejahteraan 

bangsa. Bidan sesuai dengan standar kompetensi, 

standar profesi, dan izin praktik yang dimilikinya 

memiliki kemampuan dan kewenangan untuk 

memberi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oleh 

karenanya seorang bidan sesuai dengan kompetensi 

yang dimilikinya mampu memberikan asuhan 

kebidanan dan bertindak sebagai berikut: Care 
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Provider (Pemberi Asuhan Kebidanan). Bidan 

memiliki kemampuan memberikan asuhan 

kebidanan secara efektif, aman, dan holistik 

terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, 

bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi 

pada kondisi. normal. Pelayanan ini tentunya 

dilaksanakan berdasarkan standar praktik 

kebidanan dan kode etik profesi dengan 

memperhatikan sosial budaya setempat. Community 

Leader (Penggerak Masyarakat) dalam Bidang 

Kesehatan Ibu dan Anak. Bidan memiliki 

kemampuan dan kemauan memfasilitasi keluarga 

dan masyarakat agar memahami, mendukung dan 

melaksanakan pesan-pesan yang tertuang di dalam 

buku KIA serta kesehatan reproduksi bekerja sama 

dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dukun 

bersalin, dan tokohtokoh terkait dengan 

menggunakan prinsip partnership dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

kewenangan dan lingkup praktik bidan. 

Communicator (Komunikator). Bidan memiliki 

kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara 

efektif dengan perempuan, keluarga, dan 

masyarakat, terutama ketika memberikan pelayanan 

kesehatan. Bidan juga memastikan pemahaman 

mereka akan pelayanan kesehatan ibu dan anak 

berdasarkan continuum of care untuk meningkatkan 

kelangsungan dan kualitas hidup. Decision Maker 

(Pengambilan Keputusan dalam Asuhan 

Kebidanan). Bidan mempunyai kemampuan 

mengambil keputusan klinik dalam asuhan 

kebidanan kepada individu, keluarga, dan 

masyarakat. Manager (Pengelola). Bidan harus 

mampu melakukan asuhan kebidanan baik secara 

mandiri, kolaborasi (team) dan rujukan dalam 

konteks asuhan kepada individu, keluarga, dan 
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masyarakat dengan memperhatikan kemampuan 

dasar sesuai kewenangan yang telah ditentukan 

(Matahari, 2018). 

Keluarga Berencana (KB) 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia 

diprediksi akan mendapat “bonus demografi”, yaitu 

bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari 

besarnya proporsi penduduk. produktif (rentang usia 15–

64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya, 

yang diperkirakan terjadi pada tahun 2020–2030. Untuk 

mempersiapkan kondisi ini, maka pemerintah perlu 

mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi, 

di antaranya dengan program Keluarga Berencana. KB 

merupakan suatu upaya meningkatkan kepedulian dan 

peran serta masyarakat, melalui pendewasaan usia 

perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Upaya ini juga 

berdampak terhadap penurunan angka kesakitan dan 

kematian ibu akibat kehamilan yang tidak direncanakan. 

Menurut World Health Organization (WHO) expert 

committee 1997: keluarga berencana adalah tindakan 

yang membantu pasangan suami istri untuk 

menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, 

mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, 

mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol 

waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur 

suami istri serta menentukan jumlah anak dalam 

keluarga (Noor, dkk 2020). 

Program Keluarga Berencana (KB) adalah usaha untuk 

mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan, 

untuk mencapai hal tersebut dibuatlah beberapa cara 

untuk mencegah ataupun menunda kehamilan, 
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walaupun dalam pelaksanaannya pelayanan KB yang 

berkualitas (Akbar, 2018). Tujuan umum KB adalah 

membentuk keluarga kecil sesuai kekuatan sosial 

ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran 

anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 

sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Tujuan khusus KB meliputi: a. Mengatur kehamilan 

dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak 

pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran 

anak pertama serta menghentikan kehamilan bila 

dirasakan anak telah cukup. b. Mengobati kemandulan 

atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih 

dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai 

keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya 

keluarga bahagia. c. Konseling Perkawinan atau nasehat 

perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan 

menikah dengan harapan bahwa pasangan akan 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan 

berkualitas. Manfaat Program KB sendiri diantaranya 

adalah : 1). Menekan kehamilan yang tidak diinginkan. 

Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan 

yang tidak diinginkan. Alat kontrasepsi juga berfungsi 

untuk menurunkan risiko melahirkan di usia terlalu 

muda atau terlalu tua. Jika perempuan yang terlalu 

muda dan belum menopause melakukan hubungan 

intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, maka ada 

kemungkinan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. 

Sementara itu, melahirkan di atas usia 35 tahun dapat 

berisiko pada wanita dan menyebabkan kematian. 2). 

Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang 

baik. Apabila anak yang belum berusia satu tahun sudah 

memiliki adik, maka tumbuh kembangnya berisiko 

terganggu. Normalnya, jarak anak pertama dan kedua 

antara 3 hingga 5 tahun. Jika anak yang belum berusia 

2 tahun sudah memiliki adik, maka ASI untuk anak 
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pertama tidak bisa penuh 2 tahun. Hal tersebut 

memungkinkan anak mengalami gangguan 

kesehatan. Sementara itu, orang tua yang memiliki dua 

anak akan mengalami kesulitan membagi waktu. 

Sehingga anak yang lebih besar akan kurang perhatian. 

Padahal, anak masih membutuhkan perhatian penuh 

dari kedua orang tuanya. Beberapa manfaat KB untuk 

anak yaitu: Pertumbuhan dan kesehatan anak terjaga 

dengan baik, anak mendapatkan perhatian, pemeliharan, 

dan makanan yang cukup, dan masa depan dan 

pendidikan anak terencana dengan baik. 3). Mencegah 

gangguan kesehatan mental keluarga Sebagian wanita 

berisiko mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi 

biasanya hilang jika ibu mendapatkan dukungan dari 

pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak 

dekat, maka risiko depresi akan meningkat. Depresi juga 

dapat terjadi pada ayah, jika belum siap secara fisik dan 

mental. Kedua kondisi tersebut dapat dicegah dengan 

melakukan program KB. Jika kehamilan diatur 

sedemikian rupa, pasangan suami istri bisa hidup lebih 

sehat dan sejahtera. Sementara itu anak dapat tumbuh 

secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan 

berjalan matang. 4). Mengurangi angka kematian bayi 

dan ibu. Perlu dipahami, KB dapat mencegah kehamilan 

dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan. 

Dengan begitu angka kematian bayi juga dapat 

berkurang. Ibu meninggal akibat melahirkan dan disertai 

kesehatan yang buruk juga dapat dihindari. 5). 

Mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Hamil di usia 

terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak 

terlalu dekat dapat menimbulkan risiko. Ibu hamil dapat 

mengalami masalah selama kehamilan, seperti 

hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan 

sebagainya. Adanya program KB, kehamilan dapat 

direncanakan dengan lebih baik, sehingga risiko 

gangguan kesehatan reproduksi dapat dicegah. 6). 
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Mencegah terjadinya penyakit menular seksual. 

Hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya 

penyakit menular seksual, meskipun dilakukan antara 

suami istri. Penyakit menular seksual (PMS) ini yaitu 

sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS. PMS dalam dicegah 

dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom.  

Sasaran Program KB terbagi atas: a. Sasaran Langsung. 

Pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami isteri 

yang isterinya berusia antara 15–49 tahun. Sebab, 

kelompok ini merupakan pasangan yang aktif melakukan 

hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual dapat 

mengakibatkan kehamilan. b. Sasaran Tidak Langsung 

diantaranya: 1). Kelompok remaja usia 15–19 tahun, 

remaja ini memang bukan merupakan target untuk 

menggunakan alat kontrasepsi secara langsung tetapi 

merupakan kelompok yang berisiko untuk melakukan 

hubungan seksual akibat telah berfungsinya alat-alat 

reproduksinya, sehingga program KB di sini lebih 

berupaya promotif dan preventif untuk mencegah 

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan serta 

kejadian aborsi. 2). Organisasi-organisasi, lembaga-

lembaga kemasyarakatan, instansi1instansi pemerintah 

maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, 

wanita, dan pemuda), yang diharapkan dapat 

memberikan dukungannya dalam pelembagaan NKKBS 

(Permatasari, 2022). 

Kesehatan Reproduksi Remaja 

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh 

adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja 

antara usia 10-19 tahun, adalah suatu periode masa 

pematangan organ reproduksi manusia, dan sering 

disebut masa pubertas. Masa pubertas ditandai dengan 

terjadinya perubahan1perubahan fisik (meliputi 

penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi 
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tubuh) dan fungsi fisiologis (kematangan organ-organ 

seksual). Perubahan fisik yang terjadi pada masa 

pubertas ini merupakan peristiwa yang paling penting, 

berlangsung cepat, drastis, tidak beraturan dan 

bermuara dari perubahan pada sistem reproduksi. 

Hormon-hormon mulai diproduksi dan mempengaruhi 

organ reproduksi untuk memulai siklus reproduksi serta 

mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Perubahan 

tubuh ini disertai dengan perkembangan bertahap dari 

karakteristik seksual primer dan karakteristik seksual 

sekunder. Karakteristik seksual primer mencakup 

perkembangan organ-organ reproduksi, sedangkan 

karakteristik seksual sekunder mencakup perubahan 

dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis kelamin 

misalnya, pada remaja putri ditandai dengan menarche 

(menstruasi pertama), tumbuhnya rambut-rambut pubis, 

pembesaran buah dada, pinggul. Sedangkan pada remaja 

putra mengalami pollution (mimpi basah pertama), 

pembesaran suara, tumbuh rambut–rambut pubis, 

tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti di dada, di 

kaki, kumis dan sebagainya (Depkes RI, 2008). 

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat 

yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi 

yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak 

semata-mata bebas penyakit atau bebas dari kecacatan 

namun juga sehat secara mental serta sosial-kultural. 

Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar 

memiliki informasi yang benar mengenai proses 

reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. 

Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja 

memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab 

mengenai proses reproduksi. Kepedulian pemerintah 

terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja 

cenderung semakin tinggi. Hal ini disebabkan antara lain 

karena berbagai masalah yang dihadapi remaja semakin 

kompleks. Masa remaja sangat erat kaitannya dengan 
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perkembangan psikis pada periode yang dikenal sebagai 

pubertas serta diiringi dengan perkembangan seksual. 

Kondisi ini menyebabkan remaja menjadi rentan 

terhadap masalah-masalah perilaku berisiko, seperti 

melakukan hubungan seks sebelum menikah dan 

penyalahgunaan napza, yang keduanya dapat membawa 

risiko terhadap penularan HIV dan AIDS. Kompleksitas 

permasalahan remaja tersebut perlu mendapat perhatian 

secara terus menerus baik dari pihak pemerintah, LSM, 

masyarakat, maupun keluarga, guna menjamin kualitas 

generasi mendatang. Beberapa fakta menunjukkan 

bahwa permasalahan pada remaja perlu mendapat 

perhatian, misalnya tingkat pengetahuan remaja di 

Indonesia tentang kesehatan reproduksi masih rendah, 

khususnya dalam hal cara-cara melindungi diri terhadap 

risiko kesehatan reproduksi, seperti pencegahan KTD, 

IMS, serta HIV dan AIDS (Kementerian Kesehatan RI, 

2015). 

Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja 

terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi 

pada remaja adalah perilaku seks bebas (free sex) 

masalah kehamilan yang terjadi pada remaja usia 

sekolah diluar pernikahan, dan terjangkitnya penyakit 

menular seksual termasuk HIV/AIDS. Remaja 

melakukan hubungan seks dapat disebabkan antara lain 

tekanan pasangan, merasa sudah siap melakukan 

hubungan seks, keinginan dicintai, keingintahuan 

tentang seks, keinginan menjadi popular, tidak ingin 

diejek “masih perawan”, pengaruh media massa 

(tayangan TV dan internet) yang menampakkan bahwa 

normal bagi remaja untuk melakukan hubungan seks, 

serta paksaan dari orang lain untuk melakukan 

hubungan seks. Pergaulan seks bebas berisiko besar 

mengarah pada terjadinya kehamilan tak diinginkan 

(KTD). Kehamilan tak diinginkan (KTD) terjadi karena 

beberapa faktor seperti faktor sosio-demografik 
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(kemiskinan, seksualitas aktif dan kegagalan dalam 

penggunaan kontrasepsi, media massa), karakteristik 

keluarga yang kurang harmonis (hubungan antar 

keluarga), status perkembangan (kurang pemikiran 

tentang masa depan, ingin mencoba-coba, kebutuhan 

akan perhatian), penggunaan dan penyalahgunaan obat-

obatan. Selain itu kurangnya pengetahuan yang lengkap 

dan benar tentang proses terjadinya kehamilan dan 

metode pencegahannya, kegagalan alat kontrasepsi, serta 

dapat juga terjadi akibat tindak perkosaan. Kehamilan 

tidak diinginkan (KTD) berdampak bukan hanya secara 

fisik, psikis namun juga sosial. Siswi yang mengalami 

kehamilan biasanya mendapatkan respon dari dua 

pihak. Pertama, dari pihak sekolah, biasanya jika terjadi 

kehamilan pada siswi, maka yang sampai saat ini terjadi 

adalah sekolah meresponnya dengan sangat buruk dan 

berujung dengan dikeluarkannya siswi tersebut dari 

sekolah. Remaja menjadi putus sekolah, kehilangan 

kesempatan bekerja dan berkarya dengan menjadi orang 

tua tunggal dan menjalani pernikahan dini yang tidak 

terencana. Kedua, dari lingkungan dimana siswi tersebut 

tinggal, lingkungan akan cenderung mencemooh dan 

mengucilkan siswi tersebut. Hal tersebut terjadi jika 

karena masih kuatnya nilai norma kehidupan 

masyarakat kita. Akibatnya siswa akan kesulitan 

beradaptasi secara psikologis, kesulitan berperan sebagai 

orang tua (tidak bisa mengurus kehamilan dan bayinya), 

akhirnya berujung pada stress dan konflik, aborsi illegal 

yang lebih lanjut berisiko mengakibatkan kematian ibu 

dan bayi. Selain masalah kehamilan pada remaja 

masalah yang juga sangat menggelisahkan berbagai 

kalangan dan juga banyak terjadi pada masa remaja 

adalah banyaknya remaja yang mengidap HIV/AIDS. 

Dilihat dari jumlah pengidap dan peningkatan jumlahnya 

dari waktu kewaktu, maka dewasa ini HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune 
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Deficiency Syndrome) sudah dapat dianggap sebagai 

ancaman hidup bagi masyarakat Indonesia. Berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan 

reproduksi remaja diatas memerlukan suatu upaya 

pengembangan program pendidikan kesehatan 

reproduksi remaja yang dapat mencakup penyediaan 

pelayanan klinis, pemberian informasi akurat, 

mempertimbangkan kemampuan dan sisi kehidupan 

remaja, menjamin program yang cocok atau relevan 

dengan remaja serta utamanya mendapat dukungan 

masyarakat. Pendidikan KRR berbasis sekolah 

merupakan salah satu alternatif strategi yang tepat 

karena bisa mencakup semua tantangan diatas. 

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang 

dilakukan oleh sekolah merupakan salah satu upaya 

untuk membimbing remaja mengatasi konflik 

seksualnya. Oleh berbagai pihak, sekolah dan guru 

dianggap sebagai pihak yang layak memberikan 

pendidikan KRR ini (Permatasari, 2022). 

Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja 

agar mereka mempunyai kesehatan reproduksi yang baik 

antara lain (Depkes RI, 2008): a. Pengenalan mengenai 

sistem, proses dan fungsi alat reproduksi (aspek tumbuh 

kembang remaja), b. Alasan remaja perlu mendewasakan 

usia perkawinan serta cara merencanakan kehamilan 

agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya, c. 

Penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta 

dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi, d. 

Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi, 

e. Pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual, 

f. Kekerasan seksual dan cara menghindarinya, g. 

Mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk 

memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal 

hal-hal yang bersifat negatif, h. Hak-hak reproduksi 

(Rahayu, dkk 2017). 
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Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular 

Seksual (IMS) termasuk di dalamnya HIV/AIDS 

Kasus PMS dan HIV/AIDS cukup banyak terjadi di 

kalangan remaja. Berbagai jenis PMS serta HIV/AIDS 

sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang 

pada umumnya dan kondisi kesehatan reproduksi pada 

khususnya karena pada umumnya berbagai penyakit 

PMS dan HIV/AIDS berkaitan langsung dengan sistem 

reproduksi manusia. Bahkan HIV/AIDS dapat 

berdampak pada kematian. Kasus HIV/AIDS bagaikan 

gunung es; yang nampak hanyalah permukaan belaka 

namun kasus yang sesungguhnya jauh lebih besar 

daripada kasus yang nampak. Penyakit ini merupakan 

penyakit yang mematikan karena sampai saat ini belum 

ditemukan obat penyembuhannya. Namun demikian 

sebenarnya pencegahan terhadap penyakit ini relatif 

mudah asalkan kita mengetahui caranya. 

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang 

ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui 

vagina, mulut, maupun anus. Infeksi tersebut dapat 

disebabkan oleh bakteri (misalnya sifilis), jamur, virus 

(misalnya herpes, HIV), atau parasit (misalnya kutu). 

Semua orang yang sudah pernah melakukan hubungan 

seksual berisiko tertular IMS. Risiko tersebut akan lebih 

tinggi pada orang yang: - Melakukan hubungan seksual 

dengan berganti-ganti pasangan (multipartner) - 

Melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang 

multipartner - Melakukan hubungan seksual tanpa 

pengaman (kondom). IMS menyebabkan infeksi alat 

reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati 

secara tepat, infeksi dapat menjalar, sakit 

berkepanjangan, kemandulan dan kematian. Remaja 

perempuan perlu menyadari bahwa risiko untuk terkena 

IMS lebih besar daripada laki-laki sebab alat reproduksi 

perempuan lebih rentan. Dan seringkali berakibat lebih 
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parah karena gejala awal tidak segera dikenali, 

sedangkan penyakit berlanjut ke tahap lebih parah. 

Misalnya keputihan yang lebih disebabkan oleh kuman 

atau bakteri yang masuk ke vagina, akibat pemeliharaan 

kebersihan yang buruk (Noor, dkk 2020). 

Remaja dianggap belum cukup memiliki pengetahuan 

yang komprehensif tentang pemeliharaan kesehatan 

reproduksi. Angka penularan IMS yang cukup tinggi 

pada remaja adalah salah satu buktinya. UNFPA dan 

WHO menyebutkan, 1 dari 20 remaja tertular IMS setiap 

tahunnya, sementara hampir separuh kasus infeksi HIV 

baru berusia di bawah 25 tahun. Beberapa faktor 

penyebabnya adalah: 1. Minimnya pendidikan kesehatan 

reproduksi dan seksualitas yang komprehensif. 2. 

Kontrol keluarga dan masyarakat yang cenderung 

semakin rendah. 3. Semakin terbukanya akses informasi 

mengenai seksualitas termasuk pornografi dari media 

atau internet yang mempermudah remaja untuk 

mengakses dan memanfaatkannya secara tidak benar. 4. 

Tingkat permisifitas (serba boleh) dari hubungan antara 

laki-laki dengan perempuan yang cenderung melonggar. 

5. Perasaan bahwa dirinya tidak mungkin terjangkit 

penyakit apapun. 6. Kebutuhan untuk mencoba 

pengalaman baru. 7. Nilai-nilai cinta atau hubungan 

lawan jenis yang cenderung disalahgunakan. 8. 

Kurangnya pemahaman remaja akan akibat dari perilaku 

seks tidak aman yang dilakukannya. 9. Semakin 

banyaknya tempat pelacuran baik yang terlokalisir 

ataupun tidak. 10. Mitos-mitos yang berkembang di 

masyarakat tentang perilaku seksual dan dampaknya. 

11. Tidak sedikit masyarakat yang masih belum bisa 

menerima kehadiran pendidikan seksualitas bagi 

keluarga. Sehingga anak remaja cenderung untuk 

mencari informasi kepada teman atau media yang justru 

tidak mendidik.  
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WHO menyatakan bahwa pantang dari hubungan 

seksual (abstinence) dan inisiasi tertunda perilaku 

seksual (terutama menghindari seks pranikah) adalah 

beberapa komponen utama dari upaya pencegahan IMS 

bagi kaum muda. Monogami dan pengurangan jumlah 

pasangan seksual (be faithful) serta meningkatkan akses 

dan layanan pencegahan komprehensif, termasuk 

pendidikan pencegahan dan penyediaan kondom 

(condoms) sangat penting bagi orang-orang muda yang 

aktif secara seksual. ada dasarnya remaja perlu 

memahami pentingnya poin-poin edukasi tentang hal-hal 

berikut ini: 1. Menghindari perilaku seksual yang tidak 

bertanggung jawab, antara lain: hubungan seksual 

pranikah, hubungan seksual tanpa pengaman. 2. 

Meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan 

agama/kerohanian. Di banyak ajaran agama di dunia, 

hubungan seksual pranikah adalah salah satu bentuk 

zina yang merupakan dosa besar. 3. Melakukan 

kegiatan-kegiatan positif, agar tidak terlintas untuk 

melakukan hubungan seksual. 4. Mencari informasi 

yang benar sebanyak mungkin tentang risiko tertular 

IMS. 5. Mendiskusikan dengan orang tua, guru, atau 

teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku 

seksual, dan mendorong untuk tidak malu bertanya. 6. 

Menolak ajakan pasangan yang meminta untuk 

melakukan hubungan seksual tidak aman. 7. Bersikap 

waspada, mampu membaca situasi, dan melindungi diri. 

Misalnya ketika pergi ke pesta atau clubbing, usahakan 

pergi bersama teman atau anggota keluarga yang dapat 

dipercaya. Minum minuman yang memabukkan (baik 

disengaja maupun tidak) juga merupakan gerbang 

menuju perilaku seksual tidak aman (Matahari, dkk 

2018).  
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10 
PELAYANAN KESEHATAN 

REPRODUKSI KOMPREHENSIF 

Neneng Ratnanengsih Puspitasari, S.Kep., Ns., M.Kep. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Indramayu 

Pendahuluan 

Kesehatan reproduksi menurut peraturan pemerintah 

nomor 61 tahun 2014 merupakan keadaan sehat secara 

fisik, mental dan social secara utuh, dan tidak semata-

mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 

dengan sisten, fungsi dan proses reproduksi. Untuk 

mengetahui kesehatan reproduksi baik kesehatan 

reproduksi perempuan maupun laki-laki maka perlu 

diberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan 

sendiri merupakan suatu kegiatan atau serangkaian 

kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitative. Pelayanan ini bisa 

diperuntukkan untuk siapapun, karena pada dasarnya 

kesehatan adalah hak setiap orang. 

Masalah kesehatan reproduksi di Indonesia merupakan 

masalah yang masih perlu mendapatkan perhatian. 

Masalah kesehatan reproduksi ini merupakan hak asasi 

manusia sama seperti hak asasi manusia lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk 

mendapatkan informasi dan akses layanan kesehatan 

reproduksi secara menyeluruh sehingga mampu 

membuat pilihan untuk kesejahteraan mereka 

berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Salah 

satunya masalah kesehatan reproduksi di Indonesia 
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dipengaruhi beberapa hal diantaranya masih tingginya 

Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah AKI di Indonesia pada 

tahun 2022 sebanyak 3.572 kematian, hal ini mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 

sebesar 7.389 kematian (Kemenkes RI, 2022). 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif 

Pelayanan kesehatan reproduksi berdasarkan peraturan 

pemerintah nomor 61 tahun 2014 mempunyai tujuan 

untuk menjamin hak kesehatan reproduksi setiap orang 

yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang 

bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan serta 

menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar 

mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas 

serta mengurangi angka kematian ibu. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi 

harus dapat diterima oleh semua orang tanpa terkecuali. 

Adapun sasaran kesehatan reproduksi dalam memberikan 

pelayanan yaitu: (1) remaja baik remaja putri maupun 

remaja putra; (2) wanita usia subur; (3) pasangan usia 

subur; (4) lansia. Dalam kesehatan reproduksi pelayanan 

yang diberikan berupa pendidikan kesehatan baik tentang 

pubertas, menarche, bahaya seks bebas, penyakit menular 

seksual, resiko penggunaan NAPZA, pencegahan anemia, 

kontrasepsi, pelayanan selama masa kehamilan, persalinan 

dan nifas serta pendidikan kesehatan tentang menopause, 

nutrisi yang dibutuhkan pada lansia (Setyani, 2019). 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi saling 

berkesinambungan antara satu fase kehidupan dengan fase 

kehidupan lainnya. Sehingga hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap bagaimana penanganan apabila 

terdapat masalah kesehatan reproduksi dimasa yang akan 

datang. Oleh karena itu, untuk menangani masalah pada 

kesehatan reproduksi pemerintah Indonesia terutama 

membuat pelayanan kesehatan berupa pelayanan 

kesehatan reproduksi komprehensif. 
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Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif terdiri 

dari pelayanan kesehatan reproduksi esensial ditambah 

dengan konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi 

lanjut usia. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi 

komprehensif pada kelompok lansia berupa promosi 

kesehatantentang menjaga kualitas menjelang 

menopause dan andropuse melalui berbagai macam 

kegiatan diantaranya adalah skrining tentang keadaan 

kesehatan organ reproduksi seperti kanker Rahim pada 

wanita, kanker prostat pada laki-laki serta pencegahan 

malnutrisi pada tubuh seperti kekurangan hormone dan 

kerapuhan tulang (Harnani, Marlina dan Kursani, 2015). 

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

Seorang perempuan akan mengalami kehamilan, 

persalinan dan nifas. Dimana dalam keadaan ini 

perempuan memiliki resiko tinggi karena perempuan 

harus menjaga kesehatannya dan juga kesejahteraan 

janin yang dikandungnya. Ketika ibu masuk dalam masa 

ini maka beresiko terjadi kematian. Oleh karena itu, 

harus dilakukan pemantauan sejak dini agar 

meminimalisir terjadinya kematian ibu akibat kehamilan, 

persalinan maupun masa nifas. Hal tersebut 

dimaksudkan agar dapat mengambil keputusan yang 

tepat dan cepat sebelum terjadi kegawatdaruratan baik 

pada ibu maupun janin atau bayinya. adapun pelayanan 

yang dapat diberikan berupa pelayanan antenatal, 

intranatal dan juga postnatal. Selain itu, dalam 

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara 

komprehensif, petugas kesehatan juga harus mampu 

memberikan pelayanan dirumah atau masyarakat. 

Dengan demikian akan membantu mendapatkan dan 

juga memberikan informasi mengenai kesehatan ibu dan 

anak selama dirumah seperti kesehatan reproduksi 

sampai dengan status gizi ibu sebelum hamil, selama 

hamil, pada masa nifas maupun gizi pada anak.  
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Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 

Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk 

membentuk sebuah keluarga yang sehat dan sejahtera 

dengan membatasi kelahiran. Untuk membatasi 

kelahiran tersebut maka harus ada wadah atau fasilitas 

yang dapat dimanfaatkan oleh individu. Adapun 

pelayanan yang dapat diberikan berupa pelayanan 

keluarga berencana. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 

ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan 

keluarga melalui kehamilan yang diinginkan dan 

berlangsung pada saat yang tepat. Dengan adanya 

pelayanan KB maka ibu dan keluarga dapat mengatur 

jumlah anak dan jarak kehamilan. Prioritas dalam 

pelayanan KB ini adalah pasangan usia subur yang usia 

istrinya terlalu muda (kurang dari 20 tahun), terlalu 

banyak anak (lebih dari 3 orang anak), terlalu dekat 

jarak kehamilannya (kurang dari 2 tahun) dan terlalu 

tua (usia ibu lebih dari 35 tahun.  

KB diselenggarakan sebagai upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas 

usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan 

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera. Adapun yang dapat memanfaatkan pelayanan 

keluarga berencana ini adalah pasangan usia subur 

dimana salah satu atau dua orang dari pasangan 

tersebut menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan 

untuk pencegahan kehamilan baik melalui program 

maupun nonprogram. Dengan memanfaatkan pelayanan 

keluarga berencana ini diharapkan wanita khususnya di 

Indonesia mampu untuk meningkatkan keluarga 

berkualitas bukan lagi keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera.  



 

 

  

 

173 
 

Kesehatan Reproduksi Remaja 

Di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 

2030 diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, 

dimana proporsi penduduk usia masa produktif yaitu 

masa remaja proporsinya akan lebih besar dibandingkan 

dengan usia anak-anak dan usia lanjut. Masa remaja 

merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke 

masa dewasa dimana dalam hal ini mereka masih 

membutuhkan adaptasi dan merupakan masa mencari 

jati diri. Oleh karena itu, para remaja perlu 

mendapatkan pengarahan dan informasi mengenai 

kesehatan reproduksi baik tentang fungsi reproduksi, 

bahaya seks bebas, dan juga tentang pubertas.  

Pada masa ini, remaja akan mengalami perkembangan 

fisik secara cepat termasuk pada sistem reproduksinya. 

Perubahan fisik yang pesat dan perubahan hormonal 

menimbulkan dorongan motivasi seksual yang 

menjadikan remaja ini rawan terhadap penyakit dan 

masalah kesehatan reproduksi, hubungan seks 

pranikah, kehamilan remaja, aborsi, penyakit menular 

seksual, HIV/AIDS serta penyalahgunaan narkotika. Hal 

ini menjadikan remaja termasuk kelompok yang beresiko 

terhadap berbagai masalah kesehatan di masyarakat, 

diantaranya berdampak secara fisik, mental, emosi serta 

dapat juga berdampak pada kehidupan ekonomi dan 

kesejahteraan social baik pada keluarga maupun 

masyarakat serta Negara (Rahayu, et al., 2017).  

Pandangan orang dewasa terhadap remaja seringkali 

hanya berfokus pada hal yang tidak boleh dilakukan oleh 

para remaja. Padahal kesehatan seksual dan kesehatan 

reproduksi adalah hal yang normal dan berkaitan 

dengan kesehatan diri dan kesejahteraan karena 

mencakup perkembangan, kematangan emosional, 

keterampilan social dan membina hubungan dengan 

orang lain serta citra diri yang positif. Sehingga hal ini 
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menyebabkan remaja mempunyai hak yang sama 

sebagai manusia untuk mendapatkan informasi dan 

pelayanan seputar kesehatan seksual dan reproduksinya 

secara komprehensif atau menyeluruh dalam 

mempersiapkan dirinya menuju kematangan fisik 

maupun kematangan social dengan baik (SAFITRI, 2021). 

Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi nya 

adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan.   

Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular 

Seksual (PMS) 

Penyakit menular seksual merupakan infeksi yang 

ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan 

oleh bakteri, virus maupun parasite lainnya seperti 

gonorrhea, sifilis, herpes genital, chlamydia bahkan 

HIV/AIDS. Penyakit menular seksual (PMS) dapat juga 

ditularkan melalui ibu kepada janin didalam kandungan 

atau saat kelahiran melalui produk darah atau transfer 

jaringan yang telah tercemar bahkan kadang-kadang 

dapat ditularkan melalui alat kesehatan yang tidak 

stabil. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak diobati maka 

akan mengganggu kesehatan reproduksi baik pada 

perempuan maupun pada laki-laki dimana hal tersebut 

dapat menyebabkan penurunan kualitas hidupnya. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pelayanan mengenai bagaimana 

pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual 

(PMS) dan dapat diwujudkan dengan pelayanan 

kesehatan reproduksi yang komprehensif.  

Konseling  

Konseling merupakan proses komunikasi antara 

seseorang (konselor) dengan orang lain (pasien), dimana 

konselor sengaja membantu klien dengan menyediakan 

waktu, keahlian, pengetahuan dan informasi tentang 
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akses pada sumber-sumber lain. Seorang konselor akan 

membantu klien membuat keputusan atas masalah yang 

ada dan proses konseling ini dilaksanakan secara terus 

menerus. Dengan adanya konseling maka diharapkan 

mampu menghasilkan perubahan terutama dalam sikap. 

Selain itu, konseling juga dapat membantu klien dalam 

menentukan pilihan atau memutuskan sesuatu. Ketika 

petugas kesehatan melakukan konseling, maka harus 

menggunakan teknik konseling yang baik dan 

mempunyai informasi yang memadai mengenai sesuatu 

hal dengan tetap memperhatikan budaya setempat. 

Adapun jenis konseling yang dapat diberikan baik pada 

individu, kelompok ataupun masyarakat terdapat 3 jenis, 

yaitu konseling umum, konseling spesifik dan konseling 

pra dan pasca tindakan. 

1. Konseling umum 

Konseling umum merupakan konseling yang dapat 

dilakukan oleh petugas dilapangan. Contoh 

konseling dalam pelayanan kesehatan reproduksi ini 

adalah konseling mengenai alat kontrasepsi. Dalam 

konseling mengenai alat kontrasepsi dapat dilakukan 

oleh petugas dilapangan dengan cara memberikan 

penjelasan mengenai berbagai metode kontrasepsi 

untuk mengenalkan mengenai kontrasepsi, tujuan 

dan fungsi reproduksi keluarga. 

2. Konseling spesifik 

Konseling spesifik merupakan konseling yang dapat 

dilakukan oleh petugas kesehatan seperti oleh 

dokter, bidan, perawat atau konselor. Contoh pada 

konseling keluarga berencana, konseling spesifik 

yang dapat diberikan berisi penjelasan spesifik 

tentang metode yang diinginkan, alternative, 

keuntungan, kerugian dari kontrasepsi yang dipilih, 

akses dan juga fasilitas layanannya. 
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3. Konseling pra dan pasca tindakan 

Konseling pra dan pasca tindakan adalah konseling 

yang dapat dilakukan oleh operator atau konselor 

atau dokter, perawat maupun bidan. Pada konseling 

ini menjelaskan secara spesifik tentang prosedur 

yang akan dilaksanakan baik sebelum (pra), selama 

maupun setelah tindakan serta penjelasan secara 

lisan maupun tertulis mengenai asuhan mandiri. 

Konseling kesehatan reproduksi dapat dilakukan pada 

berbagai usia baik anak-anak, remaja, dewasa sampai 

dengan lanjut usia. Konseling yang bisa diberikan 

berdasarkan kebutuhan dari setiap tahapan 

perkembangan tersebut. Konseling remaja merupakan 

konseling yang diberikan kepada para remaja, baik 

remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Konseling 

remaja diperlukan karena pada masa ini, individu akan 

mengalami berbagai perubahan yang merupakan 

kejadian yang penting dalam hidupnya baik perubahan 

secara fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang dialami 

oleh para remaja diantaranya seperti timbulnya ciri-ciri 

kelamin sekunder, pertumbuhan badan yang cepat, 

menstruasi pada perempuan serta perubahan jati diri, 

emosional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

remaja memiliki berbagai masalah yang kompleks seperti 

kurangnya pendidikan seks, pengetahuan tentang 

HIV/AIDS, penyalahgunaan psikotropika bahkan 

pernikahan dini (Prameswari & Triana, 2019).  

Dalam memberikan konseling kepada remaja terdapat 

wadah yang dikelola oleh para remaja itu sendiri itu, 

dimana wadah ini dapat dimanfaatkan oleh petugas 

kesehatan atau perawat. Adapun wadah konseling untuk 

para remaja ini adalah Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja (PIK-R). dalam wadah ini remaja diberikan 

konseling atau informasi mengenai konseling 

perkawinan, fungsi keluarga, pengetahuan dan 
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keterampilan hidup sehari-hari dan lain-lain. menurut 

BKKBN tahun 2015, kegiatan dalam PIK-R ini dikelola 

melalui 3 tahapan yang terdiri dari materi dan kegiatan 

yang berbeda-beda pada setiap tahapannya. Adapun 

tahapannya terdiri dari PIK-R tahap tumbuh, PIK-R 

tahap tegak dan PIK-R tahap tegar (Prameswari & Triana, 

2019). Pemanfaatan konseling remaja ini berhubungan 

dengan pengetahuan para remaja, sikap remaja serta 

paparan sumber informasi yang didapatkan oleh para 

remaja. Semakin tinggi pengetahuan remaja, semakin 

baik sikap remaja dan semakin banyak terpapar 

informasi tentang PIK-R maka para remaja semakin bisa 

memanfaatkan PIK-R tersebut.   

Konseling pada lansia belum sepenuhnya dirasakan oleh 

para lansia di Indonesia karena belum mempunyai akses 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi 

tersebut. Hal ini disebabkan karena belum semua 

puskesmas diseluruh Indonesia mempunyai layanan 

konseling kesehatan reproduksi lansia, baru sekitar 30% 

puskesmas yang sudah mempunyai layanan konseling 

untuk para lansia. Sehingga untuk mengatasi masalah-

masalah yang dialami oleh lansia terkait dengan 

kesehatan reproduksi diatasi dengan pembinaan 

kelompok lanjut usia melalui puskesmas yang mencakup 

upaya atau kegiatan promotif, preventif dan rehabilitative 

(Vicktoria & Kandou, 2015).  

Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia  

Lanjut usia merupakan tahap kehidupan yang ditandai 

dengan adanya penurunan fungsi baik fisik maupun 

mental yang biasanya dimulai pada usia 60 tahun atau 

lebih (WHO, 2021). Lanjut usia melengkapi siklus 

kehidupan manusia. Masa lanjut usia merupakan masa 

dimana hormone estrogen sudah mulai menurun atau 

habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai 
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menurun atau habis. Dengan adanya penurunan 

hormone estrogen akan terjadi perubahan fisik dan 

psikologis pada perempuan diantaranya perubahan pada 

organ reproduksi, perubahan pada metabolism tubuh 

dan turunnya massa tulang (osteophorosis). Pada siklus 

ini petugas kesehatan harus dapat mempromosikan 

peningkatan kualitas penduduk usia lanjut baik pada 

saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi 

(menopause/andropause). Pelayanan kesehatan 

reproduksi pada masa ini biasanya berupa pencegahan 

dengan dilakukannya upaya skrining keganasan organ 

reproduksi seperti kanker rahim pada wanita maupun 

kanker prostat pada laki-laki serta pencegahan defisiensi 

hormonal dan akibat yang ditimbulkannya.  

Salah satu masalah yang dialami oleh para lansia adalah 

masa suburnya berakhir atau ketika para wanita 

mengalami menopause dan pada laki-laki penurunan 

fungsi kesuburan disebut andropause.  

1. Menopause  

Menopause merupakan masalah kesehatan 

reproduksi yang akan dialami oleh para wanita. 

Biasanya ini terjadi pada akhir usia 40-an atau awal 

50-an yang menandakan berakhirnya fases subur 

dari seorang perempuan. Hal ini terjadi selama 

beberapa tahun. Selama masa peralihan ini, 

hormone estrogen mengalami penurunan atau hilang 

sehingga menyebabkan wanita mengalami berbagai 

macam keluhan diantaranya adalah gangguan 

berupa rasa lemah, hot plashes, perubahan suasana 

hati yang bisa saja mengganggu aktivitas sehari-hari 

serta dapat menurunkan kualitas hidup.  

Pada postmenopause, perempuan dapat mengalami 

osteoporosis. Hal ini dikarenakan kekurangan 

estrogen yang merupakan hormone untuk membantu 
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mengatur pengangkutan kalsium kedalam tulang 

pada perempuan. Selain itu, penyakit lainnya juga 

dapat timbul diantaranya adalah penyakit jantung 

coroner, pikun (demensia tipe Alzheimer) sehingga 

menyebabkan lansia tersebut kesulitan untuk 

konsentrasi, kehilangan ingatan terutama dalam 

peristiwa jangka pendek.   

2. Andropause  

Penurunan fungsi pada sistem reproduksi juga 

dialami oleh laki-laki yang disebut andropause. 

Istilah ini merupakan istilah yang baru dan belum 

terbiasa didengar. Dalam andropause terjadi 

penurunan fungsi hormone androgen dan 

testosterone yang dapat menyebabkan impotensi, 

keluhan pada tulang dan sendi, pembesaran kelenjar 

bahkan kanker kelenjar prostat. Gejala lain pada 

andropause yaitu penurunan keinginan 

seksual/libido, perubahan status emosi yang 

menyebabkan pasien sedih dan sering marah tanpa 

sebab yang jelas, mudah mengantuk dan lain-lain. 

Untuk mengetahui adanya andropause dapat dinilai 

menggunakan 10 kriteria ADAM yang terdiri dari 

penurunan keinginan seksual (libido), kekurangan 

tenaga/lemah, penurunan kekuatan/ketahanan otot, 

penurunan tinggi badan, berkurangnya kenyamanan 

dan kesenangan hidup, sedih atau sering marah 

tanpa sebab yang jelas, berkurangnya kemampuan 

ereksi, kemunduran kemampuan olahraga, tertidur 

setelah makan malam dan kemampuan bekerja.  

3. Gangguan seksual 

Seks pada masa lansia merupakan hal yang 

dianggap tabu untuk dibahas. Namun seharusnya 

hal tersebut didiskusikan agar para lansia 

mendapatkan pemahaman yang benar terkait dengan 
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kesehatan reproduksinya. Dalam kemampuan 

hubungan seksual dapat bertahan sampai orang 

mencapai lansia dengan tingkat penurunan yang 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal 

ini karena dipengaruhi oleh perubahan fungsi dari 

organ tubuh masing-masing individu baik akibat 

penurunan hormone maupun akibat penyakit yang 

diderita oleh lansia tersebut. Adapun gangguan 

dalam seksual pada perempuan diantaranya adalah 

penurunan hasrat berhubungan seksual, masalah 

lubrikasi vagina, sekresi vagina yang berkurang yang 

menyebabkan peningkatan terjadinya infeksi. 

Sedangkan pada laki-laki gangguan seksual 

diantaranya gangguan fungsi ereksi, 

ketidakmampuan penetrasi, atau ketidakmampuan 

mempertahankan ereksi. 

Bentuk pelayanan kesehatan reproduksi untuk lansia 

yang dapat dimanfaatkan adalah dengan adanya 

posyandu lansia. Posyandu lansia adalah pelayanan 

kesehatan untuk lansia disuatu wilayah tertentu dimana 

mereka dapat mengakses layanan kesehatan. Posyandu 

lansia ini merupakan pembangunan dan kebijakan dari 

pemerintah dimana pelayanan ini dilaksanakan dibawah 

program Puskesmas yang melibatkan para lanjut usia, 

keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi social 

(Sunaryo, Rahayu, 2015). Adapun proses pembentukan 

dan pelaksanaan posyandu lansia dilakukan oleh 

masyarakat dan berbagai lintas sector baik sector 

pemerintahan maupun non pemerintah, dimana kegiatan 

posyandu lansia ini dititikberatkan pada upaya promotif 

dan preventif (Rauf, et al., 2021). 

Adanya posyandu lansia ini didasarkan pada peraturan 

menteri kesehatan RI dimana pemerintah berkewajiban 

untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok 
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lanjut usia serta berupaya melakukan pemeliharaan 

kesehatan bagi lansia dengan tujuan menjaga agar para 

lansia tersebut tetap sehat, mandiri dan produktif baik 

secara social maupun ekonomi. Fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut termasuk kesehatan reproduksi. 

Pemanfaatan posyandu lansia ini bukan hanya sebatas 

sampai dengan para lansia tersebut namun juga petugas 

kesehatan dapat memberikan pelayanan secara 

menyeluruh termasuk pada keluarga, kader kesehatan di 

wilayah tersebut. Pemanfaatan terkait dengan posyandu 

lansia ini masih kurang, dimana para lansia belum 

sepenuhnya memanfaatkan adanya posyandu lansia 

yang ada diwilayah masing-masing yang dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya 

dukungan dari keluarga, dukungan dari para kader 

kesehatan, serta kualitas dari posyandu itu sendiri 

(Intarti & Khoriah, 2018). Selain itu, pemanfaatan 

pelayanan kesehatan reproduksi lansia juga dipengaruhi 

oleh pengetahuan lansia yang masih kurang sehingga hal 

tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan 

kesehatan reproduksi (Vicktoria & Kandou, 2015). 

Pengetahuan yang kurang tersebut adalah karena 

pendidikan dan informasi yang kurang tentang 

menopause atau andropause. Oleh karena itu, perawat 

atau petugas kesehatan bertugas untuk memberikan 

informasi kepada para lansia ataupun keluarga dan juga 

lingkungannya terkait dengan kesehatan reproduksi 

lansia agar para lansia baik lansia perempuan maupun 

laki-laki mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan 

reproduksi untuk lansia tersebut.  
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11 
PELAYANAN KESEHATAN 

SEKSUAL REPRODUKSI 

Bdn. Liawati, S.S.T., M.Kes. 

Institut Kesehatan Rajawali 

Konsep Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, 

mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada 

semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, 

serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang 

bebas dari penyakit dan kecacatan. Setiap orang harus 

mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan 

dan aman bagi dirinya, serta mampu menurunkan dan 

memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apapun, 

kapan, dan berapa sering untuk memiliki keturunan.  

Setiap orang berhak dalam mengatur jumlah 

keluarganya, termasuk memperoleh penjelasan yang 

lengkap tentang cara-cara kontrasepsi sehingga dapat 

memilih cara yang tepat dan disukai. Selain itu, hak 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi 

lainnya: seperti antenatal, persalinan, nifas, anak, 

seksual dan kesehatan remaja yang perlu dijamin 

(Harahap, 2003).  

Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup 

kehidupan adalah sebagai berikut (Harahap, 2003) : 
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1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

2. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran 

reproduksi termasuk PMS-HIV/ AIDS 

3. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi 

4. Kesehatan reproduksi remaja 

5. Pencegahan dan penanganan infertile 

6. Kanker pada usia lanjut 

7. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain seperti: 

kanker serviks, mutilasi genital, fistula dan lain-lain. 

Konsep Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu 

Pada Lokakarya Nasional Kesehatan Reproduksi 1996 

disepakati 2 paket PKRT yang dilaksanakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar, yaitu: (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016) 

1. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial  

Pelayanan kesehatan reproduksi esensial (PKRE) 

merupakan pelayanan kesehatan reproduksi yang 

mengintegrasikan 4 komponen program, yaitu: 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana 

(KB), Pencegahan dan penanganan Infeksi Menular 

Seksual serta kesehatan reproduksi remaja. 

2. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif 

Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif 

(PKRK) merupakan pelayanan kesehatan reproduksi 

yang mengintegrasikan ke 4 komponen esensial di 

atas dengan komponen kesehatan reproduksi lain 

seperti pada menopouse dan andropause pada lanjut 

usia, pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan, pencegahan dan penanganan 

kanker serviks dan lain sebagainya. 
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Pelayanan kesehatan dasar diharapkan dapat 

melaksanakan pelayanan integratif esensial yang 

terdiri dari 4 komponen: KIA, KB, Kesehatan 

Reproduksi remaja dan pencegahan dan penanganan 

IMS dan HIV/AIDS, yang kemudian ditingkatkan 

menjadi pelayanan kesehatan reproduksi pada usia 

lanjut.   

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Esensial dan Komprehensif 

Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia 

menetapkan bahwa Kesehatan Reproduksi mencakup 5 

(lima) komponen atau program terkait, yaitu Program 

Kesehatan Ibu dan Anak, Program Keluarga Berencana, 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS, dan Program 

Kesehatan Reproduksi pada Usia Lanjut. Pelaksanaan 

Kesehatan Reproduksi dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan siklus hidup (life-cycle 

approach) agar diperoleh sasaran yang pasti dan 

pelayanan yang jelas berdasarkan kepentingan sasaran 

atau klien dengan memperhatikan hak reproduksi 

mereka (Johnson, MH. dan Everitt, 2000).  

Kesehatan reproduksi di Indonesia yang diprioritaskan baru 

mencakup empat komponen atau program, yaitu: 

Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Keluarga Berencana, 

Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk 

HIV/AIDS. Pelayanan yang mencakup 4 komponen atau 

program tersebut disebut Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Esensial (PKRE). Jika PKRE ditambah dengan pelayanan 

Kesehatan Reproduksi untuk Usia Lanjut, maka pelayanan 

yang diberikan akan mencakup seluruh komponen 

Kesehatan Reproduksi, yang disebut Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi Komprehensif 
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(PKRK). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Esensial (PKRE) bertumpu pada pelayanan dari masing-

masing program terkait yang sudah ada di tingkat 

pelayanan kesehatan dasar. Ini berarti bahwa Paket 

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial bukan suatu 

program pelayanan yang baru maupun berdiri sendiri, 

namun berupa keterpaduan berbagai pelayanan dari 

program yang terkait, dengan tujuan agar sasaran atau 

klien memperoleh semua pelayanan secara terpadu dan 

berkualitas, termasuk dalam aspek komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) (Johnson, MH. dan Everitt, 

2000).  

Pendekatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi Terpadu 

PKRE dan PKRK sebenarnya merupakan sekumpulan 

pelayanan yang telah ada bahkan sebagian telah 

dilaksanakan dan telah jauh berkembang,  seperti 

pelayanan KIA dan KB. Sasaran dan masalah dari tiap 

komponen pelayanan kesehatan reproduksi sangat 

berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang 

berbeda pula dalam pengelolaannya. Hal yang baru dan 

perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PKRT adalah 

pelaksanaan paradigma baru, yaitu : 

1. Mengutamakan kepentingan klien dengan 

memperhatikan hak reproduksi, keadilan dan 

kesetaraan gender. 

2. Menggunakan pendekatan siklus hidup dalam 

menangani masalah kesehatan reproduksi. 

Pendekatan ini berarti memperhatikan kekhususan 

kebutuhan penanganan kesehatan reproduksi pada 

setiap fase kehidupan, serta kesinambungan antar 

fase kehidupan tersebut.  Dalam pendekatan siklus 

hidup, dikenal 5 tahap yaitu: 
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a. Konsepsi 

b. Bayi dan anak 

c. Remaja 

d. Usia subur  

e. Usia lanjut 

Masalah kesehatan reproduksi pada setiap fase 

kehidupan dapat diperkirakan, oleh karena itu jika 

tidak ditangani dengan baik maka akan berakibat 

buruk pada kehidupan selanjutnya. Perempuan 

punya kebutuhan khusus dibandingkan dengan laki-

laki, karena kodrat untuk haid, hamil, melahirkan 

menyusui dan mengalami menopause, sehingga 

memerlukan pemeliharaan kesehatan yang lebih 

intensif selama hidupnya.   

3. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan 

reproduksi secara proaktif. 

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 

pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. 

Pelaksanaan keterpaduan pelayanan dikembangkan 

atas dasar paradigma dengan mempertimbangkan 

tingkat perkembangan program, karakteristik sasaran 

dan masalah yang berbeda antar komponen program. 

Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu diupayakan 

agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 

sehingga sifatnya mereorganisasi upaya dan pelayanan 

yang telah ada namun disesuaikan dengan kebutuhan 

baru. Penerapan PKRT di suatu wilayah perlu di kaji 

kebutuhan setempat yang mungkin berbeda di samping 

tingkat pencapaian program yang berbeda pula. Oleh 

karena itu idealnya penyusunan rencana pelaksanaan 

keterpaduan hendaknya berdasarkan analisis dan 

masalah setempat (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2016).  
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Penyediaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu 

Kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu 

mencakup semua pelayanan yang disediakan oleh 

program-program yang ada dalam ruang lingkup 

kesehatan reproduksi, yaitu: 

1. Kesehatan ibu dan anak 

2. Keluarga berencana 

3. Kesehatan reproduksi remaja 

4. Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular 

seksual, termasuk HIV dan AIDS 

5. Kesehatan reproduksi pada lanjut usia 

6. berbagi pelayanan kesehatan reproduksi lainnya: 

seperti deteksi dini kanker serviks dan kanker 

payudara, infertilitas, kesehatan reproduksi usia 

lanjut dan sebagainya (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016).  

Pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, setiap 

fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk menilai 

apakah pelayanan yang diberikan telah menyediakan 

semua pelayanan kesehatan reproduksi yang diperlukan 

oleh klien. Jika fasilitas tersebut baru dapat melakukan 

pelayanan untuk kesehatan ibu hamil dan keluarga 

berencana, maka perlu segera dilakukan upaya dalam 

menambah kemampuan petugas dan menyediakan 

sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan 

kesehatan reproduksi lainnya (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016).  

Apabila dalam pelaksanaan pelayanan kepada klien, 

terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi 

kesehatan lainnya (misalnya untuk lanjut usia atau 

penderita kanker leher rahim), pencegahan dan 

penanganan infertilitas, maka perlu diupayakan agar 
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pelayanan kesehatan dapat menabah kegiatan pelayanan 

yang dibutuhkan. Melalui upaya tersebut, maka fasilitas 

pelayanan kesehatan dapat menambah kegiatan 

pelayanan yang dibutuhkan. Melalui upaya tersebut, 

maka fasilitas pelayanan akan terus meningkat secara 

bertahap dalam hal jenis dan mutu pelayanan yang 

dapat diberikan kepada klien. Hal ini dapat berkontribusi 

dalam menentukan keberhasilan fasilitas tersebut dalam 

memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang 

berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan setempat 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).  

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kesehatan Seksual 

Reproduksi 

1. Pelayanan yang holistik 

Pelayanan yang diberikan memandang klien sebagai 

manusia yang utuh, artinya pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan klien, namun 

petugas kesehatan dapat menawarkan dan 

memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan oleh 

klien yang diidentifikasi melalui proses anamnesis. 

Keterpaduan pelayanan harus dikaji secara 

menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan 

setempat. 

2. Keterpaduan dalam pelayanan 

Pelayanan kesehatan reproduksi diupayakan dapat 

diberikan secara terpadu, sehingga klien 

mendapatkan semua pelayanan yang dibutuhkan 

dalam ruang lingkup reproduksi sekaligus dalam 

satu kali kunjungan/pelayanan. Keterpaduan 

pelayanan antar komponen kesehatan reproduksi 

yang diberikan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang, 

tetapi bisa juga dilakukan oleh beberapa orang, 

namun harus pada 1 (satu) institusi. Pelayanan 
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dilaksanakan secara terpadu dalam 1 (satu) tempat 

yang sama dan dalam 1 (satu) hari, yang dikenal 

dengan “one stop services” (sekali datang semua 

pelayanan diperoleh). Pelayanan komponen program 

kesehatan reproduksi yang akan diterpadukan harus 

dapat diberikan setiap hari kerja. 

3. Fleksibel 

Pelayanan yang memerlukan rujukan ke jenjang 

yang lebih tinggi, termasuk pelayanan konseling, 

bisa dilakukan pada waktu atau fasilitas lain dan 

pelayanan yang dibutuhkan tersedia. rujukan harus 

dipantau untuk memastikan klien mendapatkan 

pelayanan yang dibutuhkan (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016).  

Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Seksual 

Reproduksi 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia  No. 61 tahun 

2014 (Peraturan Pemrintah Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi., n.d.)  

tentang kesehatan reproduksi tertuang dalam bagian 

keempat yaitu Pelayanan Pengaturan Kehamilan, 

Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual pasal 26, 27, 28 dan 

29. 

Pasal 26 

1. Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan 

seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan 

diskriminasi, tanpa rasa takut, dan rasa bersalah. 

2. Kehidupan  meliputi seksual yang sehat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kehidupan seksual yang: 
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a. Terbatas dari infeksi menular seksual 

b. Terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi 

seksual 

c. Terbebas dari kekerasan fisik dan mental 

d. Mampu mengatur kehamilan, dan 

e. Sesuai dengan etika dan moralitas.  

Pasal 27 

1. Pelayanan Kesehatan Seksual diberikan melalui: 

a. Keterampilan sosial 

b. Komunikasi, informasi dan edukasi 

c. Konseling 

d. Pengobatan 

e. Perawatan 

2. Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana 

dimaksud ada ayat (1) diberikan secara terpadu oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan 

kewenangan. 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan 

Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 29 

1. Korban kekerasan seksual harus ditangani secara 

multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, 

keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, 

mental dan seksual. 

2. Penanganan aspek hukum, keamanan dan 

keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
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a. Upaya perlindungan dan penyelamatan korban 

b. Upaya forensik untuk pembuktian, dan 

c. Identifikasi pelaku. 

3. Penanganan aspek kesehatan fisik, dan seksual pada 

korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Pemeriksaan fisik, mental dan penunjang 

b. Pengobatan luka da atau cedera 

c. Pencegahan da penanganan penyakit menular 

seksual 

d. Pencegahan dan atau penanganan kehamilan 

e. Terapi psikiatri dan psikoterapi 

f. Rehabilitasi psikososial 

4. Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan 

seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan 

perundang-undangan. 

Promosi Kesehatan untuk Kesehatan Seksual 

Reproduksi 

Promosi Kesehatan adalah ilmu dan seni membantu 

masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat 

optimal. Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai 

keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual 

dan intelektual. Kesehatan bukan hanya perubahan gaya 

hidup, namun berkaitan dengan perubahan lingkungan 

yang diharapkan dapat lebih mendukung dalam 

membuat keputusan yang sehat. Perubahan gaya hidup 

dapat difasilitasi melalui penggabungan antara beberapa 

faktor (Kholid, 2012) :  
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1. Menciptakan lingkungan yang mendukung  

2. Mengubah perilaku  

3. Meningkatkan kesadaran  

Faktor perilaku merupakan faktor kedua terbesar yang 

mempengaruhi status kesehatan. Upaya intervensi 

perilaku dalam bentuk (Kholid, 2012):  

1. Tekanan (enforcement) 

a. Bentuk peraturan, tekanan dan sanksi, 

b. Perubahan cepat tapi tidak langgeng 

2. Edukasi (education) 

a. Persuasi, himbauan, ajakan, kesadaran dll,   

b. Perubahan lama tapi dapat langgeng. 

Konsep Promosi Kesehatan  

1. Proses untuk meningkatkan kemampuan orang 

dalam mengendalikan dan meningkatkan 

kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sehat, 

seseorang atau kelompok harus mampu 

mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu 

memenuhi kebutuhan dan merubah atau 

mengendalikan lingkungan. 

2. Promosi kesehatan merupakan program yang 

dirancang untuk memberikan perubahan terhadap 

manusia, organisasi, masyarakat dan lingkungan.   

Misi Promosi Kesehatan  

1. Advokat (advocate). Ditujukan kepada para 

pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. 

2. Menjembatani (mediate). Menjalin kemitraan dengan 

berbagai program dan sektor yang terkait dengan 

kesehatan.   
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3. Memampukan (enable). Agar masyarakat mampu 

memelihara dan meningkatkan kesehatan secara 

mandiri.    

Strategi Promosi Kesehatan   

1. Advokasi (advocacy): agar pembuat kebijakan 

mengeluarkan peraturan yang menguntungkan 

kesehatan.  

2. Dukungan sosial (social support): agar kegiatan 

promosi kesehatan mendapat dukungan dari tokoh 

masyarakat.  

3. Pemberdayaan masyarakat (empowerment): agar 

masyarakat mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan kesehatannya.    

Strategi Promkes  

1. Kebijakan berwawasan kesehatan,  

2. Lingkungan yang mendukung 

3. Reorientasi pelayanan kesehatan,  

4. Keterampilan individu, dan   

5. Gerakan masyarakat.   

Sasaran Promosi Kesehatan  

1. Sasaran primer: sesuai misi pemberdayaan   

2. Misal: orangtua siswa, remaja, lansia, keluarga 

lansia.  

3. Sasaran sekunder: sesuai misi dukungan sosial  

4. Misal: tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama.  

5. Sasaran tersier: sesuai misi advokasi  Misal: 

pembuat kebijakan mulai dari pusat sampai ke 

daerah.    
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Ruang Lingkup Promkes  

1. Berdasarkan aspek kesehatan,  

2. Berdasarkan tatanan pelaksanaan (setting), dan  

3. Berdasarkan tingkat pelayanan. 

Peran Pencegahan dalam Peningkatan Status 

Kesehatan 

Pendidikan kesehatan timbul dari kebutuhan untuk 

menyampaikan informasi kepada masyakat tentang 

masalah kesehatan. Penyakit memiliki etiologi yang 

kompleks masyarakat sosial, ekonomi, perilaku, 

lingkungan, atau gaya hidup. Penekanan tindakan tidak 

hannya sekedar mengubah prosedur tapi juga merubah 

perilaku individu, masyarakat, dan lingkungan yang 

kemudian disebut promosi kesehatan. Untuk mengatasi 

masalah kesehatan penyakit seksual terdapat 3 tahap 

pencegahan sebagai berikut : 

1. Pencegahan primer, meliputi promosi kesehatan dan 

perlindungan khusus 

2. Pencegahan sekunder, meliputi diagnosis dini dan 

pengobatan segera, pembatasan kecacatan. 

3. Pencegahan tersier, meliputi rehabilitasi. 

Pencegahan primer dilakukan pada masa individu belum 

menderita sakit. pada tahap ini, ada dua yang dilakukan: 

1. Promosi kesehatan yang ditunjukan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh teradap masalah 

kesehatan. 

2. Perlindungan khusus, yaitu upaya spesifik untuk 

mencegah terjadinya penularan penyakit tertentu. 

Misalnya melakukan imunisasi peningkatan 

keterampilan remaja untuk mencegah ajakan narkoba 

dan untuk menanggulangi stress dan lain-lain. 
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Pencegahan sekunder dilakukan pada masa individu 

yang mulai sakit. pada tahap ini, ada dua upaya yang 

dilakukan: 

1. Diagnosis dini dan pengobatan segera yang 

ditunjukan untuk:  

a. Mencegah penyebaran penyakit bila penyakit ini 

merupakan penyakit menular 

b. Mengobati dan menghentikan proses penyakit 

menyembuhkan orang sakit dan mencegah 

terjadinya komplikasi. 

2. Pembatasan Kecacatan pada tahap ini cacat yang 

terjadi harus diatasi terutama untuk mencegah 

penyakit menjadi berkelanjutan hingga 

mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk 

lagi. 

Pencegahan tersier melalui rehabilitasi. Pada proses ini 

diusahkan agar cacat yang diderita tidak menjadi 

hambatan sehingga individu yang menderita dapat 

berfungsi optimal secara fisik, mental dan sosial (Emilia, 

Ova, Purbandari YS, 2019).  
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12 
ETIKA PELAYANAN DALAM 

KESEHATAN REPRODUKSI 

Yusni Podungge, S.Pd., S.ST., M.Kes. 

Poltekkes kemenkes Gorontalo 

Pengertian Etika  

Etika merupakan suatu pertimbangan yang sistematis 

tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau 

kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Etika 

berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing 

manusia berfikir dan bertindak dalam kehidupannya 

dilandasi nilai-nilai yang dianut. Klarifikasi nilai merupakan 

suatu proses dimana sesorang dapat mengerti sistem nilai-

nilai yang melekat pada diri sendiri yang merupakan proses 

yang memungkinkan seseorang menemukan sistem 

perilakunya sendiri melalui perasaan dan analis yang 

dipilihnya dan muncul alternatif-alternatif, apakah pilihan 

ini sudah dianalisis secara rasional atau merupakan hasil 

dari suatu kondisi yang sebelumnya. Ada tiga fase dalam 

klarifikasi nilai yang perlu dipahami oleh bidan. 

1. Pilihan 

a. Kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai 

keunikan setiap individu 

b. Perbedaan dalam kenyataan hidup selalu ada, 

asuhan yang diberikan bukan hanya karena 

martabat seseorang tetapi hendaknya perlakuan 

yang diberikan mempertimbangkan sebagaimana 

kita diperlakukan. 
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c. Keyakinan bahwa penghormatan akan martabat 

seseorang merupakan konsekuensi terbaik bagi 

semua masyarakat (Septina, 2020). 

2. Penghargaan 

a. Merasa bangga dan bahagia dengan pilihannya 

sendiri (apabila mengetahui asuhan yang Anda 

berikan dihargai pasien serta klien sejawat atau 

superior memberi pujian atas keterampilan 

hubungan interpersonal yang terjadi). 

b. Dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut bila 

ada seseorang yang tidak memperhatikan 

martabat manusia sebagaimana mestinya 

(Septina, 2020). 

3. Tindakan 

a. Gabungkan nilai-nilai tersebut kedalam 

kehidupan atau pekerjaan sehari-hari 

b. Upayakan selalu konsisten untuk 

mempertahankan martabat manusia dalam 

kehidupan pribadi dan profesional sehingga timbl 

rasa sensitif atau tindakan yang dilakukan. 

Semakin disadari nilai-nilai profesional maka 

semakin timbul nilai-nilai moral yang dilakukan 

serta selalu konsisten untuk 

mempertahankannya (Septina, 2020). 

Seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik 

kebidanan secara etis serta harus memiliki etika 

kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan 

filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga 

berperan memberikan pelayanan yang maksimal dan 

profesional, memberikan pelayanan yang aman dan 

nyaman.  
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Macam-Macam Etika 

Etika dibagi menjadi tiga bagian, meliputi: 

1. Metaetika 

Metaetika adalah ucapan-ucapan kita dibidang 

moralitas atau bahasa yang diucapkan dibidang 

moral. Metetika mengenai status moral ucapan dan 

bahasa yang digunakan dalam batasan baik, buruk 

atau bahagia (Setiana, 2021). 

2. Etika atau teori moral 

Etika atau teori etika untuk memformulasikan 

prosedur atau mekanisme untuk memecahkan 

masalah etika (Setiana, 2021). 

3. Etika praktik 

Etika praktik merupakan penerapan etika dalam 

praktik sehari-hari, dimana dalam situasi praktek 

ketika kecelakaan terjadi keputusan harus segera 

dibuat. Bagaimana menjaga prinsip moral, teori 

etika, dan penentuan suatu tindakan.  

Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan 

umum maka dengan ini pasien dapat menuntut akibat 

dari timbulnya kerugian tersebut dan bidan dapat di 

tindak dengan Pasal 58 Undang- undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehataan “Setiap orang berhak 

menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 

menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian 

dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Setiana, 

2021). 
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Kode Etik Bidan 

Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, dalam 

pelaksanaannya sebaiknya diawasi dan dikontrol. Dalam 

kode etik pada umumnya mengandung sanksi-sangsi 

yang dikenakan pelanggar kode. Kasus pelanggaran akan 

dinilai oleh suatu “dewan kehormatan profesi atau 

komite etik”. Maka dalam profesi bidan dibentuk Majelis 

Pertimbangan Etika Bidan (MPEB). 

Pengertian Majelis Etika Profesi adalah merupakan 

badan perlindungan hukum terhadap para bidan 

sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat 

pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi 

penyimpangan hukum. Realisasi Majelis Etika Profesi 

Bidan adalah dalam bentuk Majelis Pertimbangan Etika 

Bidan (MPEB) dan Majelis Peradilan Profesi (MPA). Latar 

belakang dibentuknya Majelis Etika Profesi Bidan atau 

MPEB adalah adanya unsur- unsur pihak-pihak terkait, 

yaitu: 

1. Pemeriksa pelayanan untuk pasien 

2. Sarana pelayanan kesehatan 

3. Tenaga pemberi pelayanan, yaitu bidan 

Tujuan dibentuknya Majelis Etika Bidan adalah untuk 

memberikan perlindungan yang seimbang dan obyektif 

kepada bidan dan penerima pelayanan (lonatan, 2023).  

Kode etik bidan Indonesia mengandung beberapa 

kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah, 

tujuan dan bab. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 

bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan, atas tujuh 

bagian yaitu: 

1. Kewajiban bidan terhadap lien dan masyarakat (6 

butir) 
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a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, 

menghayati dan mengamalkan sumpah 

jabatannya dalam melaksanakan tugas 

pengabdiannya. 

b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas 

profesinya menjunjung tinggi harkat dan 

martabat kemanusiaan yang utuh dan 

memelihara citra bidan. 

c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya 

senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan 

tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan klien, 

keluarga dan masyarakat. 

d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya 

mendahulukan kepentingan klien, menghormati 

hak klien dan menghormati nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat. 

e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya 

senantiasa mendahulukan kepentingan klien, 

keluarga dan masyarakat dengan identitas yang 

sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 

kemampuan yang dimilikinya. 

f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana 

yang serasi dalam hubungan pelaksanaan - 

tugasnya, dengan mendorong partisipasi 

masyarakat untuk meningkatkan derajat 

kesehatannya secara optimal (Ristica et al., 

2021). 

2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir) 

a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan 

paripurna terhadap klien, keluarga dan 

masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi 

yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, 

keluarga dan masyarakat. 
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b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan 

dan mempunyai kewenangan dalam mengambil 

keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan 

mengadakan konsultasi dan atau rujukan. 

c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan 

keterangan yang dapat dan atau dipercayakan 

kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan 

atau dipedukan sehubungan kepentingan klien 

(Ristica et al., 2021). 

3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga 

kesehatan lainnya (2 butir) 

a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan 

teman sejawatnya untuk menciptakan suasana 

kerja yang serasi. 

b. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus 

saling menghormati baik terhadap sejawatnya 

maupun tenaga kesehatan lainnya (Ristica et al., 

2021). 

4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (2 butir) 

a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan 

menjunjung tinggi citra profesinya dengan 

menampilkan kepribadian yang tinggi dan 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada 

masyarakat. 

b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan 

did dan meningkatkan kemampuan profesinya 

seuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (Ristica et al., 2021). 

5. Kewajiban bidan terhadap diri-sendiri (2 butir) 

a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya 

agar dapat melaksanakan tugas profesinya 

dengan baik. 
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b. Setiap bidan harus berusaha secara terus 

menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa 

dan tanah air (2 butir) 

a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, 

senantiasa melaksanakan ketentuanketentuan 

pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya 

dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan 

keluarga dan masyarakat. 

b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi 

dan menyumbangkan pemikirannya kepada 

pemerintah untuk- meningkatkan mutu 

jangakauan pelayanan kesehatan terutama 

pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.  

7. Penutup (1 butir) 

a. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari senantiasa menghayati dan 

mengamalkan Kode Etik Bidan Indonesia (Ristica 

et al., 2021). 

Terkadang suatu tindakan dapat dibenarkan secara 

moral, namun pada saat tertentu tidak dapat diterima 

karena merugikan, sehingga pilihan yang tersedia harus 

didukung pertimbangan etik agar dapat diambil 

keputusan. Penyelesaian masalah etik harus 

menggunakan analisis rasional dari berbagai faktor dan 

pertimbangan moralSetiap keputusan yang diambil 

harus melalui proses identifikasi pembuat keputusan, 

pengumpulan data, penyusunan pilihan tindakan dan 

evaluasi pilihan tindakan, identifikasi konflik etika dan 

penerapan prioritas, seleksi pilihan terbaik, dan evaluasi 

ulang penerapan keputusan. Dalam pemberian tindakan 
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medis, bidan harus memperoleh persetujuan tindakan 

(informed consent) dari klien. Pasien berhak 

mendapatkan manfaat dan informasi yang sebenarnya 

serta berhak menolak tawaran tindakan (Supliyani, 

2023).  

Pengertian Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahteraan 

fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata 

terbebas dari penyakit atau kecatatan dalam segala hal 

yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses 

reproduksinya. Menurut ICPD kesehatan reproduksi 

adalah Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan 

sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak 

semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan 

dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi 

dan proses reproduksi (Rahayu, n.d.2016). 

Berbagai permasalahan kesehatan perempuan seperti 

fenomena meningkatnya penderita HIV/AIDS, kanker 

organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan dan 

meningkatnya populasi penduduk dunia, baik secara 

nasional maupun internasional berkaitan erat dengan 

kegiatan aktivitas seksual dan reproduksi manusia, baik 

yang dilakakukan secara individu maupun berpasangan. 

Pada tingkat personal, aktivitas seksual seorang individu 

merupakan bagian dari konsep dirinya yang terintegrasi 

dengan perasaan salah satu isu kesehatan kontemporer 

masyarakat dunia saat ini berkaitan dengan aspek 

seksualitas dan reproduksi (Ingrit et al., 2022). 

Komponen Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir meliputi 

perkembangan berbagai organ reproduksi mulai dari 

sejak dalam kandungan, bayi, remaja, wanita usia 

subur, klimakterium, menopause, hingga meninggal. 
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Kondisi kesehatan seorang ibu hamil mempengaruhi 

kondisi bayi yang dilahirkannya, termasuk didalamnya 

kondisi kesehatan organ-organ reproduksi bayinya. 

Permasalahan kesehatan reproduksi remaja saat 

menarche yaitu berisiko mengalami anemia (Rahayu, 

n.d.2016). Adapun siklus kesehatan wanita dari konsepsi 

sampai usia lanjut, diuraikan sebagai berikut: 

1. Konsepsi: pada masa ini kesehatan wanita 

dipengaruhi oleh kondisi sperma dan ovum, 

keturunan, fertilitas, kecukupan gizi, hormonal, dan 

psikologis. 

2. Bayi: hal-hal yang mempengaruhi kesehatan wanita 

pada masa bayi adalah lingkungan, kondisi ibu, 

sikap orang tua, aspek psikologi masa bayi, dan 

sistem reproduksi. 

3. Masa kanak-kanak: 

a. Faktor internal: meliputi hal-hal yang diwariskan 

dari orang tua seperti bentuk tubuh, kemampuan 

intelektual, keadaan hormonal tubuh, emosi dan 

sifat. 

b. Fakor eksternal: meliputi keluarga, gizi, budaya 

setempat, dan kebiasaan anak dalam hal personal 

hygiene. 

4. Remaja: 

a. Gizi: anemia dan kurang gizi kronis, serta 

pertumbuhan yang terhambat pada remaja putri. 

b. Pendidikan: buta huruf dan pendidikan rendah 

c. Lingkungan dan pekerjaan: lingkungan dan 

suasana yang kurang memperhatikan kesehatan 

remaja dan bekerja yang akan mengganggu 

kesehatan remaja. Lingkungan social yang kurang 

sehat dapat menghambat bahkan merusak 

kesehatan fisik, mental, dan emosional remaja. 
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d. Seks dan seksualitas: pengetahuan yang tidak 

lengkap dan mitos yang salah, kurangnya 

bimbingan untuk bersikap positif terkait 

seksualitas, penyalahgunaan dan 

ketergantungan NAPZA yang mengarah pada 

penularan HIV/AIDS, penyalahgunaan seksual, 

kehamilan remaja, kehamilan pranikah atau di 

luar ikatan pernikahan. 

e. Kesehatan reproduksi remaja: ketidakmatangan 

secara fisik dan mental, risiko komplikasi dan 

kematian ibu dan janin lebih besar, kehilangan 

kesempatan untuk pengembangan diri, dan 

resiko bertambah untuk melakukan aborsi yang 

tidak aman. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesehatan 

Reproduksi 

Secara garis besar dapat dikelompokan empat golongan 

factor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

reproduksi: 

1. Factor social-ekonomi dan demografi (terutama 

kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan 

ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan 

proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang 

terpencil). 

2. Factor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek 

tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan 

reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, 

informasi tentang fungsi reproduksi yang 

membingungkan anak dan remaja karena saling 

berlawanan satu dengan yang lain, dsb) 
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3. Factor psikologis (dampak pada keretakan orang tua 

pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan 

hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria 

yang membeli kebebasannya secara materi) 

4. Factor biologis (cacat secara lahir, cacat pada 

saluran reproduksi pasca menular seksual, dsb) 

(Podungge Yusni, 2022). 

Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi sebenarnya sangat 

luas, sesuai dengan definisi yang tertera diatas, karena 

mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir 

meninggal. Dalam uraian tentang lingkup kesehatan 

reproduksi yang lebih rinci digunakan pendekatan siklus 

hidup (life cycle approach) sehingga diperoleh komponen 

pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan. Ruang 

lingkup kesehatan reproduksi adalah sebagai berikut: 

1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 

2. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran 

reproduksi (ISR) termasuk PMS-HIV/AIDS. 

3. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. 

4. Kesehatan reproduksi remaja. 

5. Pencegahan dan penanganan infertilitas. 

6. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. 

7. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya 

kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dll (Podungge 

et al, 2022). 

Tujuan Kesehatan Reproduksi 

1. Tujuan Umum  

Meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam 

mengatur fungsi dan proses reproduksinya, 
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termasuk kehidupan seksualitasnya, sehingga hak-

hak reproduksinya dapat terpenuhi, yang pada 

akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya. 

2. Tujuan Khusus  

a. Meningkatnya kemandirian wanita dalam 

memutuskan peran dan fungsi reproduksinya; 

b. Meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial 

wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah 

dan jarak kehamilan; 

c. Meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial 

pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan 

fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan 

pasangan dan anak-anaknya; 

d. Dukungan yang menunjang wanita untuk 

membuat keputusan yang berkaitan dengan 

proses reproduksi, berupa pengadaan informasi 

dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan 

untuk mencapai kesehatan reproduksi secara 

optimal (Rahayu, n.d.2016). 

Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Kehidupan 

Dalam konsep, kesehatan reproduksi ada istilah “from 

womb to bomb” yang berarti dari janin sampai liang 

kubur. Hal ini menyiratkan bahwa kesehatan reproduksi 

menggunakan pendekatan siklus kehidupan manusia 

(life cycle approach) artinya pelayanan dilaksanakan 

berdasarkan kebutuhan sasaran atau konsumen sesuai 

siklus hidup. Dalam siklus kehidupan dikenal lima 

tahap, yaitu: konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia 

subur dan usia lanjut. Pada setiap fase kehidupan, 

manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. 

Karena kodratnya untuk haid, hamil, melahirkan, 

menyusui dan mengalami menopause, maka perempuan 

memerlukan pemeliharaan kesehatan yang lebih intensif 
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selama hidupnya terutama pada masa-masa kritis 

seperti saat hamil dan melahirkan, dibandingkan dengan 

laki-laki (Widyastuti et al 2016). 

Wewenang Bidan dalam Pelayanan Kesehatan 

Reproduksi dan KB 

Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan melalui 

proses pengambilan keputusan dan tindakan dilakukan 

sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya 

berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Area kewenangan 

Bidan dalam pelayanan keluarga berencana tercantum 

dalam Permenkes 1464/MENKES/PER/2010 tentang 

izin dan penyelenggaraan praktik bidan: 

1. Pasal 9 tentang bidan dalam menjalankan praktik, 

berwenang untuk memberikan pelayanan yang 

meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan ibu, 

b. Pelayanan kesehatan anak 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan 

KB. 

2. Pasal 11 ayat 2 (f) tentang pemberian konseling dan 

penyuluhan 

3. Pasal 12 tentang bidan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c 

berwenang untuk: 

a. Memberikan penyuluhan dan konseling 

kesehatan reproduksi perempuan dan KB 

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom 

4. Pasal 18 ayat 1 huruf b bidan berkewajiban untuk 

memberikan inofrmasi tentang masalah kesehatan 

pasien dan pelayanan yang dibutuhkan. 
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5. Pasal 18 ayat 1 huruf d tentang pelaksaan praktik 

atau kerja bidan berkewajiban untuk meminta 

persetujuan tindakan yang akan dilakukan. 
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